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PROBLEMATIKA PEMBERIAN HAK  

ATAS TANAH BEKAS HGU DI SUMATERA UTARA 

Ahmad Nashih Luthfi 

Dwi Wulan Titik Andari 

Dian Aries Mujiburrahman  

 

 

 

A. Pendahuluan 

Jika tanah HGU habis masa hak-nya atau diterlantarkan, maka 

dianggap masih ada 'hak prioritas' atau 'hak keperdataan' yang 

melekat pada pemegang hak semula (perusahaan). Berdasarkan PP 

40 Tahun 1996, perusahaan dianggap masih memiliki kewenangan 

untuk memperpanjang haknya atau mendapat 'prioritas' mem-

peroleh hak baru. Masa waktu HGU bisa saja habis, namun perusa-

haan perkebunan dianggap masih memiliki 'hak keperdataan' beru-

pa bangunan dan tumbuhan yang ada di atas tanah HGU tersebut, 

sehingga perusahaan dapat menuntut jika tanah dialihkan ke 

pemegang hak baru atau masyarakat yang telah menggarapnya. 

Inilah yang terjadi. Dalam beberapa kasus Pengadilan memenang-

kan perusahaan pemegang formal hak lama, meski jelas-jelas masa 

HGU habis atau diterlantarkan dan tanah sudah digarap dan diku-

asai oleh masyarakat sekitar.  

Hal itu merisaukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ 

Badan Pertanahan Nasional RI (ATR/BPN) yang notabene sebagai 

pemegang mandat Hak Menguasai Negara. Pemahaman masih 

adanya kedua jenis hak tersebut menempatkan negara, c.q.  Kemen-

terian ATR, pada posisi tersandera untuk mengatur tanah kuasa 

negara bekas HGU dalam kebijakan pertanahan lebih luas. Tanah 

bekas HGU dalam praktiknya tersandera oleh pihak pemegang hak 

semula, yang menghalangi Kementerian ATR menguasakan kepada 

pihak lain. Inilah permasalahan yang menjadi fokus dari tulisan ini.  

Penegasan Hak Menguasai Negara yang ada di kewenangan 

Kementerian ATR/BPN diperlukan. Dari sisi regulasi, misalnya 
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dapat dikeluarkan Peraturan Menteri atau bahkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang menegaskan 

hal ini sehingga Kementerian ATR/BPN berwenang penuh dan tidak 

ragu-ragu mengambil-alih dan mengendalikan kembali tanah bekas 

HGU, serta menghapus pemahaman dan praktik ‘hak prioritas’ dan 

‘hak keperdataan’ yang telah berakibat menyandera posisi negara 

c.q Kementerian ATR/BPN.  

Regulasi tersebut selain menjawab kebutuhan pengaturan 

tanah bekas hak (HGU), seyogyanya juga mampu menjawab situasi 

krisis yang dihadapi, baik berupa krisis sosial maupun krisis ekologi 

yang ada di suatu lokal tertentu. Ini mengingat jika semata-mata 

berangkat dari kondisi hak atas tanah yang telah habis, kenyataan 

ini sebenarnya adalah kondisi normal, bukan krisis. Terjadi krisis 

jika di atas tanah tersebut telah ada (re)klaim dan penggarapan oleh 

masyarakat sehingga menimbulkan sengketa, konflik, bahkan 

perkara pertanahan. Suatu krisis yang menggambarkan kondisi 

kebutuhan masyarakat akan tanah dan kronisnya ketidak-adilan 

agraria di wilayah tersebut.  

Kenyataan di atas menjadi gambaran dari apa yang terjadi, 

misalnya di tanah bekas Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara 

(PTPN) II dengan  sekitar  5.873,06 hektare yang masih terus me-

nimbulkan konflik. Bekas HGU PTPN II ini tersebar di Deliserdang, 

Serdang Bedagai dan Langkat, Sumatera Utara. 

Konflik melibatkan antara pihak PTPN II yang merasa masih 

mengantongi dan mengajukan perpanjangan HGU dengan para 

petani penggarap yang menduduki lahan yang mengorganisir diri 

dalam Forum Rakyat Bersatu (FRB)1.  Mereka terdiri dari berbagai 

etnis, generasi, dan wilayah. Masyarakat menduduki lahan tersebut 

atas dasar hak ulayat atas dasar alas hak objek landreform. Mereka 

menuntut agar lahan seluas tersebut tidak diperpanjang masa HGU-

nya sebab semula tanah tersebut adalah perkebunan Deli yang 

dibangun Belanda tahun 1917 dan telah diduduki masyarakat pada 

masa Jepang dan menjadi obyek landreform pada tahun 1964. Akan 

tetapi pada era pasca 1965, tanah tersebut terbit HGU perkebunan 

                                                           
1  Evalisa Siregar, http://sumut.antaranews.com/berita/155962/pemprov-

sumut-bentuk-tim-penyelesaian-konflik-lahan, diakses 15 Juli 2016 

http://sumut.antaranews.com/berita/155962/pemprov-sumut-bentuk-tim-penyelesaian-konflik-lahan
http://sumut.antaranews.com/berita/155962/pemprov-sumut-bentuk-tim-penyelesaian-konflik-lahan
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negara.  Tanah seluas seluas  5.873,06 hektare tersebut sebenarnya 

telah dikeluarkan dari perkebunan berdasarkan SK BPN RI No 42; 

43; 44/ 2002 dan SK BPN No. 10 Tahun 2004, Keputusan Gubernur 

Sumatera Utara Nomor 188.44/23G/KPTS/2011 tentang Kelompok 

Kerja Penanganan Areal yang dikecualikan dari Pemberian Perpan-

jangan Hak Guna Usaha PTPN II (Eks HGU PTPN II). Namun 

sampai sekarang pihak perusahaan masih belum terima dan 

menganggap bahwa mereka masih memiliki hak prioritas untuk 

mendapatkan perpanjangan masa HGU.   

Apa yang digambarkan di atas tidak terlepas dari pemahaman 

mengenai ‘hak prioritas’ dan ‘hak keperdataan’ yang masih melekat 

pada pemegang hak lama (existing).  Telaah kritis mengenai dua isu 

ini diperlukan guna memahami peta persoalan serta berbagai tafsir 

yang melingkupinya. 

Kasus yang sama dihadapi di tanah bekas HGU PTPN III di 

Pematang Siantar. Demikian pula kasis di tanah bekas HGU PT. 

London Sumatera di Simalungun. 

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini berupaya mendes-

kripsikan tentang kebijakan yang dilaksanakan dalam mengatur 

tanah eks-HGU PTPN II  dan PTPN III sebagai contoh perusahaan 

BUMN; gambaran proses pelepasan tanah bekas HGU PT. London 

Sumatera sebagai contoh dari perusahaan swasta; dan subyek yang 

diprioritaskan dalam menggunakan dan menghaki tanah bekas HGu 

tersebut.  

 

B. Hak Prioritas dan Hak Keperdataan 

Kebijakan mengutamakan pihak tertentu dalam memberikan hak 

bekas Hak Guna Usaha selama ini didasarkan pada tafsir dengan 

apa yang disebut sebagai ‘Hak Prioritas’. Dengan istilah ini, peme-

rintah (cq. Badan Pertanahan Nasonal) memiliki kebijakan berupa 

memprioritaskan pemegang hak yang ada (existing) yakni perusa-

haan (badan hukum) untuk memperpanjang dan memperbarui hak 

tersebut. Perusahaan sebagai subyek hak yang telah berinvestasi 

(dalam pengertian modal) di atas tanah HGU tersebut lebih di-

prioritaskan daripada (calon) subyek hak yang lain. Masyarakat 

yang telah melakukan pengolahan (verwerking) tanah terlantar 
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bekas HGU bisa tidak dianggap berinvestasi, meski telah mencu-

rahkan tenaga dan bahkan modal dalam menghidupkan lahan 

tersebut.  

Meski menggunakan istilah ‘hak’, sebenarnya ia bukanlah hak 

atas tanah sebagaimana yang ada dalam Pasal 16 UUPA 1960.  Oleh 

karena itu di tingkat pelaksana muncul perdebatan apakah priori-

tisasi tersebut yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai prinsip 

dalam pemberian hak atas tanah (berupa HGU) dapat diperta-

hankan ataukah tidak. Terlebih jika dilihat dari perspektif keadilan 

atas tanah dan dihadapkan pada kenyataan banyaknya tanah eks-

HGU yang dalam kondisi (di)terlantar(kan) ataupun telah dikuasai 

masyarakat baik konfliktual maupun tidak. Pada gilirannya 

keyakinan adanya ‘hak prioritas’ mengakibatkan kendala bagi 

pelaksana untuk menjalankan kebijakan pertanahan lebih luas 

seperti pendayagunaan tanah terlantar, redistribusi tanah eks-HGU, 

atau pemberian hak baru kepada subyek yang lain. Dapat dikatakan 

bahwa hak prioritas telah menyandera negara karena memberikan 

dorongan secara persisten hak kepada pemegang yang ada, yakni 

perusahan. Pemahaman ini memberi tendensi buruk sebab posisi 

negara yang mempunyai ‘hak menguasai negara’ atas tanah negara 

itu tampak lemah di hadapan swasta. 

Tanah bekas hak (HGU, HGB, HPL) menurut aturan yang ada 

saat ini statusnya menjadi “dikuasai oleh negara”. Maka, jika dirunut 

status tanah hak tersebut pada mulanya adalah tanah negara, lalu 

menjadi tanah hak, dan menjadi tanah negara (TN-TH-TN).2 

Namun, melihat konflik yang ada sebagaimana digambarkan dalam 

kasus di atas, membuka peluang tafsir dan temuan sementara 

bahwa pada mulanya, apa yang dinyatakan sebagai tanah negara 

sehingga di atasnya dapat dikeluarkan hak atas tanah, adalah 

berasal dari tanah hak juga (tanah rakyat) atau tanah adat. Adanya 

klaim dan reklaiming3 itu menunjukkan bahwa telah ada hak 

                                                           
2 Julius Sembiring, “Hak Prioritas”, makalah diskusi di PPPM STPN, Jumat, 

15 Juli 2016 
3  Berbeda dengan pelabelan yang biasanya diberikan otoritas resmi pada 

petani penggarap sebagai ‘okupan’ yang mencerminkan pendudukan liar/ilegal, 
istilah ‘reklaiming’ digunakan untuk menunjukkan bahwa petani penggarap 
sedang melakukan ‘pengakuan kembali’ atas tanah yang semula adalah tanah 
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sebelumnya yang dalam kebijakan agraria di masa lalu mengalami 

proses negaraisasi tanah.4 Tanah yang telah dinegaraisasi itulah 

kemudian diterbitkan hak atas tanah (HGU, HGB, atau HPL), 

sehingga perubahan yang terjadi adalah TH1-TN-TH2-TN/TH1. 

 

Bagan. 1 Proses Perolehan HGU  

A (tanah hak) dan B (tanah negara-bebas) 

 

Ketentuan yang selama ini dirujuk untuk menjelaskan adanya 

tafsir mengenai hak prioritas adalah (1) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Menge-

nai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi 

Hak-Hak Barat; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 

Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas 

Tanah. Kedua regulasi ini mengatur mengenai “perpanjangan dan 

pembaharuan” hak, yang kemudian melahirkan tafsir mengenai hak 

prioritas. Ditambah lagi dengan pemahaman mengenai hak 

                                                                                                                             
miliknya namun oleh kebijakan agraria tertentu mengakibatkan tanah itu 
tercerabut dari mereka. Pendudukan adalah cara untuk mendapatkannya 
kembali.  

4 Noer Fauzi, “Meralat Negaraisasi Tanah Adat, Memperbaiki Rute 
Transformasi Kewarganegaraan Masyarakat Adat dan Mengukuhkan kembali 
Eksistensi Negara Bangsa”, Pembaharuan Hukum dan Resolusi Konflik, HuMA, 
Juni 2012. Edisi online, http://huma.or.id/pembaruan-hukum-dan-resolusi-
konflik/info-terkait-pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/meralat-
negaraisasi-tanah-adat.html 

http://huma.or.id/pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/info-terkait-pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/meralat-negaraisasi-tanah-adat.html
http://huma.or.id/pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/info-terkait-pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/meralat-negaraisasi-tanah-adat.html
http://huma.or.id/pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/info-terkait-pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/meralat-negaraisasi-tanah-adat.html
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keperdataan yang masih melekat di atas tanah yang telah dikelola, 

dimanfaatkan, dan didayagunakan sejak lama tersebut.  Istilah hak 

prioritas sendiri sebenarnya tidak ditemukan di dalam regulasi ini.  

Sebenarnya terdapat perbedaan mendasar dari kedua regulasi 

tersebut. Permendagri No. 3 Tahun 1979 menyertakan syarat yang 

ketat terhadap pembaharuan hak, memberi batas-batas, dan mem-

buka peluang  pemberian hak kepada pihak lain (masyarakat) yang 

menguasai atau dialihkannya tanah untuk kepentingan umum (lihat 

Pasal 7). Sementara, PP Nomor 40 Tahun 1996 secara eksplisit mem-

buka peluang perpanjangan dan pembaharuan dari jangka waktu 

yang sebelumnya telah ada (Pasal 8), sehingga, dengan perpan-

jangan dan pembaharuan itu, secara total perusahaan berpeluang 

memiliki HGU hampir seusia erpacht seperti pada masa kolonial. 

Perbedaan lain adalah tafsir mengenai kepada siapa prioritas 

itu diberikan. Permendagri No. 3 Tahun 1979 (tertanggal 22 Agustus 

1979) yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden No. 32 

Tahun 1979 (tertanggal 8 Agustus 1979) khususnya dalam soal HGU, 

sebenarnya adalah upaya untuk menyelesaikan pendudukan oleh 

rakyat atas tanah-tanah perkebunan yang terjadi sejak masa Jepang 

dan belum terselesaikan pada akhir pemerintahan Presiden Soekar-

no. Sekali lagi, kedua regulasi ini memberi batas yang ketat. Pasal 4 

Keppres No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan 

dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-

Hak Barat, menyatakan bahwa “Tanah-tanah Hak Guna Usaha asal 

konversi hak Barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau 

dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih 

tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha 

pertanian, akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendu-

dukinya”. Ini dipertegas kembali dalam Pasal 5 mengenai Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai, “Tanah-tanah perkampungan bekas Hak 

Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi hak Barat yang telah 

menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diprioritaskan 

kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyara-

tan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang 

hak tanah”. Ketentuan tersebut di atas diperkuat dengan Pasal 10 

ayat (1) Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 yang maksudnya sama, 
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yaitu akan diberikan hak baru kepada rakyat. Secara sangat jelas 

ketentuan ini memprioritaskan pada rakyat.5 

Dari sisi historis persoalan HGU (erfpacht) perusahaan 

perkebunan ini sebenarnya telah menjadi ‘hal-hal yang belum 

selesai’ dalam politik agraria Indonesia sejak dahulu. Pada masa 

pendudukan Jepang, perkebunan-perkebunan Eropa di Indonesia 

diduduki rakyat, bahkan diperintahkan oleh otoritas pemerintahan 

militer Jepang yang ada di Indonesia untuk dikelola dan ditanami 

tanaman untuk kebutuhan perang. Di sela-sela itu, rakyat menana-

mi tanaman pangan. Kondisi semacam ini melahirkan psikologi 

massa saat itu, bahwa rakyat diperbolehkan menguasai tanah 

perkebunan, bahkan menjadi kesempatan untuk melakukan re-

klaim (pengakuan kembali) tanah perkebunan, yang bagi mereka, 

notabene berasal dari tanah rakyat yang dirampas oleh perusahaan.  

Pada masa kemerdekaan, persoalan perkebunan akan diakhiri. 

Panitia Agraria pertama kali dibentuk pada tahun 1946 untuk 

merumuskan hukum tanah yang berpihak pada bangsa Indonesia. 

Namun, perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 

menyatakan bahwa bekas perusahaan perkebunan Eropa jatuh 

kembali ke pemegang semula (orang Eropa). Terjadi protes besar 

mengenai hasil KMB tersebut, sehingga pada awal tahun 1950-an, 

lahir tuntutan untuk memutuskan secara sepihak perjanjian KMB 

tersebut. Tuntutan itu dilaksanakan pemerintah, sehingga lahir 

pembatalan secara sepihak oleh Indonesia melalui Undang-Undang 

No. 13 Tahun 1956. Isu mengenai sumberdaya alam (perkebunan) 

inilah salah satu yang mendasari keputusan politik kedaulatan 

antara dua negara, Indonesia dan Belanda. Pada gilirannya pada 

tahun 1958, pemerintah bergerak lebih jauh dengan menerbitkan 

UU Nomor 86 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik 

Belanda di Indonesia.  

Melalui telaah historis di atas terlihat nyata bahwa negara 

Indonesia menempatkan diri pada pihak rakyat Indonesia. Menye-

                                                           
5 Achmad Sodiki, “Kebijakan Pertanahan dalam Penataan Hak Guna Usaha 

untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat”, makalah Seminar Nasional 
Penanganan dan Penyelesaian Konflik Agraria sebagai Kewajiban Konstitusi, 
diselenggarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jakarta, tanggal 13 
Maret 2012. 
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but kata ‘negara RI’ sejatinya adalah menghadirkan sosok ‘negara 

republiken’, ‘negaranya rakyat Indonesia’. Sayangnya, persoalan 

perusahaan perkebunan (erfpacht) ini tidak tegas dalam UUPA 1960. 

Hukum Tanah Nasional ini masih mengakomodasi perkebunan 

dalam HGU, dengan mengubah subyek hak (hanya WNI), dan 

jangka waktunya (yang jika diakumulasi masih sepanjang usia 

erfpacht). Tidak ada perubahan substansial dalam kebijakan perke-

bunan ini. Gerakan rakyat melalui berbagai organisasi buruh perke-

bunan dan tani untuk mendapatkan tanah dan posisi kuat di 

perusahaan perkebunan mewarnai situasi pada era 1960-an ini. 

Pemerintahan Soekarno merasa cukup percaya diri, meski masih 

mengakomodir HGU, pada kelanjutannya keberadaan  perusahaan-

perusahaan perkebunan tersebut akan berada pada kendali Negara 

(untuk di-BHMN-kan).  

Posisi keberpihakan negara itu bergeser pada era pemerintahan 

Orde Baru. Secara umum dalam kasus HGU, negara lebih merepre-

sentasikan pihak perusahaan. Kebijakan prioritisasi perkebunan 

dengan pilihan pada pihak perusahaan ataukah pada rakyat 

bergerak secara dinamis dalam rentang panjang tersebut. Berbagai 

arah kebijakan agraria dalam perspektif historis itu memberi bahan 

refleksi kita mengenai posisi negara di hadapan perusahaan dan 

rakyat dalam mengelola sumberdaya alamnya.  

Meski secara umum arah politik agraria Indonesia pada masa 

Orde Baru adalah ‘tanah untuk pembangunan’, pada tahun 1979 

muncul upaya penyelesaian tanah yang diduduki rakyat sejak era 

sebelumnya. Keppres No. 32 Tahun 1979 menampakkan semangat 

prioritas untuk rakyat. Akan tetapi berubah sejak lahirnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, era dimana pembukaan perusa-

haan perkebunan dan HTI terjadi dimana-mana. Jika dikembalikan 

kepada semangat sebelumnya, ketentuan ini menimbulkan per-

tanyaan. Apakah kebijakan ‘prioritas’ ini sesuai dengan semangat 

UUPA dan ketentuan sebelumnya yang berorientasi kesejahteraan 

rakyat, berkeadilan, dan bersifat antimonopolistik? Kemana sebe-

narnya arah politik kebijakan pertanahan yang diemban oleh ketiga 

regulasi di atas, utamanya PP Nomor 40 Tahun 1996? Tidakkah 

tafsir mengenai adanya hak prioritas kepada pemegang lama 
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terbukti telah menghalangi kebijakan pertanahan lebih luas terha-

dap tanah-tanah eks-HGU? 

Jika hak prioritas dipertahankan, kepada siapa prioritas itu 

diberikan? Dalam kasus subyek hukum berupa antar badan hukum 

perusahaan, kebijakan prioritisasi ini bersifat ‘kebijakan politik’ 

preferensial dengan pertimbangan ekonomi yang lebih utama.6  

Prioritisasi lebih sebagai kebijakan yang bersifat preferensial 

daripada kepatuhan dalam menjalankan regulasi, tampak nyata 

tatkala kebijakan perpanjangan hak tersebut diperkarakan hingga 

masuk ke tingkat Mahkamah Agung. Terdapat putusan yang 

memenangkan gugatan penerbitan Hak Guna Usaha, yakni Putusan 

PTUN MEDAN Nomor 94/G/2009/PTUN-MDN Tahun 2010 menya-

takan mengabulkan gugatan Para Penggugat, yakni  Kelompok Tani 

Desa Air Hitam. Sebagai pihak Tergugat I adalah Direktur PTP 

Nusantara IV, dan Tergugat II adalah Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Simalungun.  

Dalam putusan di atas pengadilan menyatakan batal Surat 

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional yaitu SK HGU No-

mor: 44/HGU/BPN/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Pemberian 

Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di 

Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara; menyatakan batal 

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 2 tanggal 13 Nopember 2003 

terletak di Desa Dolok Sinumbah, Kecamatan Hutabayu Raja, 

Kabupaten Simalungun, Surat Ukur Nomor 1/Dolok Sinum-

bah/2003/ tanggal 11 Nopember 2003, luas 6.332,97 Ha atas nama 

PT. Perkebunan Nusantara IV; memerintahkan Tergugat I untuk 

mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, 

SK HGU Nomor: 44/HGU/BPN/2003 tanggal 8 Agustus 2003 

tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha 

atas tanah terletak di Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera 

                                                           
6 Dalam kasus subyek hukum berupa antar badan hukum perusahaan, 

prioritisasi ini diberikan pada perusahaan pertambangan (PT Krakatau Steel) 
yang dinilai lebih merepresentasikan kepentingan nasional dibanding  
perusahaan perkebunan (HGU Kubangsari). Lihat, 
http://www.beritacilegon.com/index.php/hukum-a-kriminal/885-ini-
pembelaan-pt-ks-terkait-penyaluran-dana-rp-34-m-ke-pt-dsp?device=xhtml, 
diakses 20 Januari 2015. 

http://www.beritacilegon.com/index.php/hukum-a-kriminal/885-ini-pembelaan-pt-ks-terkait-penyaluran-dana-rp-34-m-ke-pt-dsp?device=xhtml
http://www.beritacilegon.com/index.php/hukum-a-kriminal/885-ini-pembelaan-pt-ks-terkait-penyaluran-dana-rp-34-m-ke-pt-dsp?device=xhtml
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Utara; memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak 

Guna Usaha Nomor: 2 tanggal 13 Nopember 2003 terletak di Desa 

Dolok Sinumbah, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Sima-

lungun, Surat Ukur Nomor 1/Dolok Sinumbah/2003/tanggal 11 

Nopember 2003, luas 6.332,97 Ha atas nama PT. Perkebunan 

Nusantara IV (Persero); menghukum Tergugat I, Tergugat II dan 

Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara. Salah satu 

pertimpangan putusan adalah bahwa penerbitan Sertipikat HGU 

melanggar asas-asas pelaksanaan Tata Pemerintahan yang baik.7 

Terdapat perbedaan mendasar antara ‘hak prioritas’ dalam 

peristiwa-peristiwa khusus dan dalam konteks hukum adat. Apa 

yang diuraikan di atas berbeda dengan ‘hak prioritas’ yang masih 

melekat, dan dalam batas-batas tertentu diterima, pada pemegang 

hak lama yang terkena kebijakan dalam peristiwa khusus seperti 

kebijakan nasionalisasi perusahaan (UU Nomor 86 Tahun 1958),  

penghapusan tanah partikelir (utamanya tanah usaha) (UU Nomor 1 

Tahun 1958), dan tanah obyek Panitia Pelaksanaan Penguasaan 

Milik Belanda (P3MB). Dalam konteks hukum adat, prioritisasi itu 

(voorkeurs recht) justru untuk pengakuan (recognition) bagi 

pembuka/adat. Sedangkan keberpihakan prioritisasi dalam Kepu-

tusan Presiden No. 32 Tahun 1979 dan Permendagri Nomor 3 Tahun 

1979 ini bersifat korektif terhadap pihak perusahaan perkebunan 

yang menguasai secara luas dan meninggalkan tanah.  

Ulasan mengenai kebijakan prioritasasi ini tidak boleh lepas 

begitu saja.  Jika hak prioritas tetap dipertahankan, maka hal paling 

mendasar adalah pada soal kepada siapa prioritas itu akan dibe-

rikan. Penelantaran tanah HGU oleh pemegang hak terjadi di 

banyak tempat. Sebabnya dapat bermacam-macam. Dari sisi admi-

nistrasi, penelantaran itu dimungkinkan sebab tidak ada mekansime 

verifikasi yang memadai (misal dari sisi kapasitas ekonomi dan 

environment carrying capacity), dan evaluasi terhadap berlang-

sungnya produksi perusahaan HGU tersebut. Dalam kondisi 

incapacity, maka perusahaan banyak menelantarkan tanah.  Dalam 

situasi semacam ini tentu ironis dan kontraproduktif jika masih 

                                                           
7Putusan dapat diunduh di: http://putusan.mahkamahagung.go.id 

/putusan/47e127985a08bc6412369314124348de  
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mempertahankan kebijakan perioritisasi tersebut. Maka akan lebih 

adil jika diprioritaskan kepada mereka, masyarakat yang berin-

vestasi melakukan pengolahan (verwerking) terhadap tanah terse-

but. Di sisi lain juga adil kepada perusahaan HGU sebagai evaluasi 

sekaligus punishment bagi mereka.  

Pengaturan tanah bekas HGU pada prinsipnya dapat dida-

sarkan pada prinsip-prinsip Tata-kelola Pertanahan Demokratis:  

empat ciri di antaranya adalah (1) Sadar kelas, berarti memastikan 

bahwa dampak kebijakan benar-benar bermanfaat bagi golongan 

terlemah pengakses tanah di lingkungan sekitar, sehingga ‘keadilan 

agraria’ ditegakkan; (2) Sadar sejarah, berarti transfer baru hak atas 

tanah ini perlu dipahami dan peduli pada dinamika historis-panjang 

yang telah ada; (3). Sensitif etnis, berarti kebijakan ini tidak mengu-

rangi bahkan meningkatkan hak-hak kelompok etnis terhadap klaim 

teritorial mereka.8 Prinsip lainnya dalam pengaturan tanah negara 

bekas hak ini adalah menegakkan kedaulatan negara dalam 

menguasai tanahnya. Mengingat Indonesia lahir sebagai negara 

bangsa (nation-state), maka kedaulatan negara dalam  mengemban 

amanat ‘Hak Menguasai Negara’ dan mengelola ‘tanah negara’ harus 

mengedepankan kepentingan bangsa, yakni himpunan rakyat Indo-

nesia yang telah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu. Jangan 

sampai negara tersandera oleh pihak lain (bekas pemegang hak).  

Jangan pula negara demi negara itu sendiri (totalitarian state). 

 

C. Bekas HGU PTPN II: Tarik Menarik antara PTPN, 

Pemerintah Daerah, dan Masyarakat 

Secara normatif dinyatakan bahwa perkebunan mempunyai peranan 

yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama 

dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, 

penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan 

nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi 

dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi 

                                                           
8 Sebenarnya ada 8 ciri, sebagaimana diambil dari,  Saturnino M. Borras dan 

Jennifer C. Franco. Democratic Land Governance and some Policy Recommen-
dations.  United Nations Development Programme-Oslo Governance Centre-
Democratic Governance Group Bureau for Development Policy, 2008 
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pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.9 Fungsi 

perkebunan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 

dengan tujuan akhir meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 

rakyat, tetapi juga punya fungsi yang lain, yaitu fungsi ekologi dan 

fungsi sosial budaya. Ekologi yaitu pemanfaatan dan pelestarian 

sumber daya lama, sedangkan fungsi sosial budaya, yaitu hubungan 

harmonis antara stakeholders atau pemangku kepentingan. Hal ini 

ditandai dengan adanya kerjasama antara perusahaan perkebunan 

dengan masyarakat sekitar, dengan penduduk sekitar, dengan 

buruh juga atau pekerja, juga dengan stakeholders lainnya. Hal ini 

menimbulkan sektor perkebunan sebagai perekat dan pemersatu 

bangsa.10  

Demikian adalah bunyi norma yang ada dalam peraturan per-

undang-undangan, akan tetapi tidaklah demikian prakteknya di la-

pangan dan di hadapan masyarakat dalam kehidupannya sehari-

hari. Terdapat banyak konflik perkebunan di hampir semua kepu-

lauan di Indonesia. Konflik di sektor perkebunan adalah salah satu 

konflik tertua dalam sejarah konflik agraria di Indonesia. Konflik 

sektor perkebunan sudah berlangsung sejak masa kolonial Belanda, 

dan terus berlangsung hingga saat ini, kini perkebunan-perkebunan 

warisan Belanda tersebut melahirkan konflik-konflik baru.11 

Berdasarkan catatan Sawit Watch, konflik di sektor perkebunan 

mencapai tak kurang 717 konflik. Konflik ini meliputi konflik lahan, 

kemitraan dan lingkungan. Umumnya konflik di sektor perkebunan 

sawit berlangsung dengan melibatkan perusahaan perkebunan, 

masyarakat adat dan lokal, aparat keamanan dan pasukan 

paramiliter binaan perusahaan. Trend konflik perkebunan terus 

meningkat. Sawit Watch Tahun 2014 sudah mengidentifikasi konflik 

di 22 provinsi dan 143 kabupaten. Totalnya ada sekitar 591 konflik, 

dengan urutan pertama banyaknya konflik ditempati Kalimantan 

                                                           
9 Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 

tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613). 

10 Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010  dan Putusan Nomor 122/PUU-
VIII/2015  Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004  dan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 

11 Kaleidoskop Perkebunan Sawit 2014,Tugas Menyelesaikan Warisan Konflik 
di Sektor Perkebunan Sawit,  Tandan Sawit, Edisi No. 8 Desember 2014, hlm. 3. 
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Tengah dengan 250 kasus, disusul Sumatera Utara 101 kasus, Kali-

mantan Timur 78 kasus, Kalimantan Barat 77 kasus, dan Kalimantan 

Selatan 34 kasus.12Pada umumnya konflik perkebunan melibatkan 

perusahaan perkebunan, masyarakat adat dan lokal, aparat ke-

amanan,trend konflik perkebunan terus meningkat. 

Demikian juga dengan konflik perkebunan PT Perkebunan II 

(PTPN II) dengan masyarakat Sumatera Utara menjadi sumber 

konflik terbesar di Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini. Konflik 

mengakibatkan timbulnya masalah keamanan, aksi unjuk 

rasa/demonstrasi besar-besaran menuntut penyelesaian garapan. 

Pendudukan di lapangan oleh masyarakat bahkan telah menguasai 

areal HGU maupun Eks HGU PTPN II, penerbitan Surat Keterangan 

Tanah di atas tanah HGU maupun eks HGU PTPN II yang dike-

luarkan Kepala Desa dan Camat, bahkan terjadi jual beli di bawah 

tangan kepada Pihak Ketiga. Adanya putusan Pengadilan maupun 

Mahkamah Agung di atas Tanah Eks HGU PTPN II yang dime-

nangkan oleh Pihak Masyarakat, adanya areal HGU PTPN II yang 

dialihkan dengan sistem divestasi, terjadinya bentrok fisik di 

lapangan antara kelompok masyarakat dengan Karyawan PTPN II.  

Bukan hanya konflik terjadi di lapangan, permasalahan hukum 

juga menjadi permasalahan tersendiri. Permasalahan hukum yang 

menjadi “biang permasalahan” atau adalah adanya klausula ijin 

pelepasan aset yang terdapat pada diktum ke tiga dan ke empat SK 

Kepala BPN, terkait pelepasan 5.873,06 Ha lahan eks HGU PTPN II. 

Klausula ini yang menjadi sumber konflik pertanahan pada kasus 

PTPN II di Sumatera Utara.13 

 

1. Dasar Penguasaan Tanah PTPN-II dan Pemasalahannya 

Riwayat penguasaan atas tanah PTPN-II semula berasal dari 

peleburan/pengabungan PTP-IX dan PTP-II,14 dengan uraian seba-

                                                           
12 Ibid. 
13 Banyak permintaan baik dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, DPR 

RI dan DPRD serta kelompok masyarakat agar BPN merivisi SK BPN tersebut 
dengan menghilangkan klausula harus adanya ijin pelepasan aset yang tersebut 
dalam dictum  ketiga atau keempat Kepala BPN. (Dokumen Panitia B Plus, 
Masalah Tanah PTPN II, Kanwil BPN  Provinsi Sumatera Utara,  Medan). 

14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang 
Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II dan Perusahaan 
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gai berikut. Pertama, secara historis riwayat penguasaan tanah/aset 

PTPN-II (berasal dari PTP-IX) semula berasal dari Konsesi (Acta van 

concessie tahun 1870 yang ditandatangani oleh Sultan Deli dan 

didaftar di Kantor Residen, tercatat dikuasai dan dipergunakan 

untuk perkebunan tembakau Deli oleh NV. Verenigde Deli 

Maatschapppij (VDM). Luas seluruhnya adalah 250.000 Ha yang 

lokasinya berada antara Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang 

sampai Sungai Wampu di Kabupaten Langkat. Semua arealnya 

ditanami tembakau yang terkenal dengan Tembakau Deli. Kedua, 

PTPN-II (berasal dari PTP-II), semula berasal dari hak konsesi yang 

tercatat dikuasai dan dipergunakan untuk perkebunan tanaman 

keras oleh NV. Sanembah Maatchappij dan NV. Deli Maatchappij, 

seluas 540 Ha, tersebar di beberapa daerah kabupaten/kota.15 

Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 86 tahun 1958, perusahaan-perusahaan milik Belanda, 

termasuk NV. Verenigde Deli Maatschapppij, Sanembah Maatchappij 

dan NV. Deli Maatchappij dinasionalisasi oleh Pemerintah RI dan 

dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Indonesia. 

Perusahaan yang dikenakan nasionalisasi termasuk seluruh harta 

kekayaan dan harta cadangan, baik yang berwujud barang tetap 

atau barang bergerak yang merupakan hak atau piutang. Dengan 

demikian, seluruh harta kekayaan bekas perusahaan Belanda terma-

suk hak atas tanahnya yang berstatus hak konsesi menjadi milik 

negara Indonesia. 

Sejarah perkebunan PTPN-II, antara lain dapat dilihat dari 

evolusi nama perusahaan tersebut, semula merupakan perusahaan 

milik Belanda bernama NV. Verenigde Deli Maatschaapij (VDM), 

setelah dinasionalisasi sekaligus nama perusahaan mengalami 

pergantian sebagai sebagaimana dalam alur berikut.  

                                                                                                                             
Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Perkebunan Nusantara II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 13). 

15 Dokumen Panitia B Plus, Masalah Tanah PTPN II, Kanwil BPN Provinsi 
Sumatera Utara, Medan. 
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Demikian juga terhadap NV. Verenigde Deli Maatschapppij 

(VDM), Sanembah Maatchappij dan NV. Deli Maatchappij, setelah 

dinasionalisasi berubah menjadi PPN Sumut-V dan PPN aneka 

Tanaman II, selanjutnya menjadi PTP-II, lalu direktrukturisasi 

dengan PTP-IX menjadi PTPN-II. 

Terhadap status hak atas tanahnya, setelah diundangkan UUPA 

(Pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi), tanah-tanah yang 

berstatus Hak Konsesi dan Hak Erfpacht dikonversi menjadi Hak 

Guna Usaha (HGU). Untuk PTPN-II eks PTP IX, Berdasarkan 

Keputusan Menteri Agraria Nomor 24/HGU/1965 Tanggal 10 Juni 

1965 telah diberikan HGU Kepada PPN Tembakau Deli atas tanah 

seluas 59.000 Ha dari tanah eks. konsesi yang semula seluas 250.000 

Ha, sisa tanah seluas 181.000 Ha (sudah termasuk di dalamnya 

125.000 Ha yang sebelumnya dikeluarkan berdasarkan SK Menteri 

Dalam Negeri No. Agr/12/5/14/1951), selanjutnya ditegaskan menjadi 

obyek landreform dan didistribusikan oleh pemerintah kepada yang 

berhak. Demikian juga PTPN-II eks PTP-II, sebelumnya pernah 

dilakukan pengurangan 1/3 areal tanaman keras dari 540.000 Ha, 

yakni 180.000 Ha untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah 

guna didistribusikan.16 

Terhadap distribusi tanah perkebunan PTPN-II (berasal dari 

eks.PTP-IX dan eks.PTP-II) merupakan kebijakan pemerintah untuk 

mengakomodasi penggarapan rakyat di atas tanah perkebunan. 

Untuk menjelaskan pengeluaran tanah PTPN-II dan pendistribu-

siannya dapat diuraikan dari masing-masing kebun eks.PTP-IX dan 

eks. PTP-II. 

 

a) Terhadap tanah eks. PTP.IX, eks.PPN Tembakau Deli eks. 

Konsesi VDM semula seluas 250.000 Ha, dilakukan pengurangan 

secara bertahap sebagai berikut: 

 

                                                           
16 Ibid. 
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Tabel 1: Daftar Tahapan Pengurangan Areal Aset PTPN-II Eks.  

PTP-IX 

Tahap Dasar pengeluaran Luas awal Luas 
dikeluarkan 

Sisa areal 

I.  SK Mendagri No. 
Agr/12/5/14/1951 

250.000,00 
 

125.000,00 125.000,00 

II.  SK Menteri Agraria No. 
24/HGU/65 

125.000,00 66.000,00 59.000,00 

III.  - Dialihkan ke PTP-II 
(Kebun Padang 
Brahrang) 
-SK Mendagri No. 
44/DJA/1981 

59.000,00 
(58.047.74) 
 
56.626,92 

2.373,08 
 
 
9.085,00 

56.626,92 
 
 
47,541,92 

IV.  SK Mendagri 
No.Sk.85/DJA/1984 

47,541,92 
 

1.229,40 46.312,50 

V.  - Dialihkan kepada 
instansi pemerintah 

- Dilepaskan kepada 
pihak ketiga 

46.312,50 
 
45.534,66 

777,84 
 
2.293,32 

45.534,66 
 
43.241,34 

VI.  SK Ka BPN No. 
42,43,44/HGU/ 
BPN/2002 dan No. 
10/HGU/BPN/2004 

43.241,34 5.359,782 37.881,558 

 

Dalam hal ini terhadap tanah/aset PTPN-II eks.PTP-IX pada 

tahapan keenam di atas, pada tahun 1997 dimohonkan perpan-

jangan HGU atas tanah seluas 43.241,34 Ha (54 kebun). Berdasarkan 

SK Kepala BPN Nomor 42, 43 dan 44/HGU/ BPN/2002 tanggal 29 

Nopember 2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 

2004, diberikan HGU PTPN-II eks. PTP-IX seluas 37.881,558 Ha dan 

seluas 5.359,782 Ha dikeluarkan dari HGU PTPN- II. 

 

b) Terhadap tanah/aset PTPN-II eks. PTP-II pada tahun 1997 juga 

secara bersamaan dimohonkan perpanjangan HGU-nya atas 

tanah seluas 18.973,57 Ha (12 kebun). Berdasarkan SK Kepala 

BPN Nomor 42,43 dan 44/HGU/BPN /2002 tanggal 29 Nopember 

2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004, 

diberikan HGU PTPN-II eks. PTP-II seluas 18.460,292 Ha dan 

seluas 513.278 Ha dikeluarkan dari HGU PTPN- II. 
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Jika digabungkan poin (a dan b) di atas, maka tanah PTPN-II 

(gabungan dari tanahl/aset eks. PTP-IX dan eks.PTP-II) yang 

dimohonkan perpanjangan HGU-nya pada tahun 1997 adalah seluas 

62.214,91 Ha terdiri dari : (1) Seluas 43.241.34 Ha berasal dari Eks. 

PTP-IX (54 kebun), (2) - Seluas 18.973,57 Ha berasal dari Eks. PTP-II 

(12 kebun) Berdasarkan SK Kepala BPN Nomor 42,43 dan 44/HGU/ 

BPN /2002 tanggal 29 Nopember 2002 dan Nomor 

10/HGU/BPN/2004 tanggal 06 Pebruari 2004, diberikan Hak Guna 

Usaha kepada PTPN-II seluruhnya seluas 56.341,85 Ha terdiri dari: 

(a) seluas 37.881,558 Ha berasal dari eks. PTP-IX, (b) seluas 

18.460,292 Ha berasal dari eks. PTP-II,Kemudian seluas 5,873,06 Ha 

dikeluarkan dari HGU PTPN-II. Selanjutnya tanah yang dikeluarkan 

dari HGU PTPN-II tersebut ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara. 

Sedangkan Areal Eks Hak Guna Usaha PTPN II seluas 5.873.06 

Ha terdiri dari luas berikut.  

 

Tabel 2: Luas eks-HGU PTPN II di Berbagai Kabupaten 

Kab/kota Luas (Ha) dikuasai digarap 

Langkat 

Binjai 

Deli Sedang 

Serdang Bedagai 

Tapanuli Selatan 

Papua 

1.210.87  

238.52 

4.392.89 

30.78 

- 

- 

402.75 

100.02 

826.72 

14.24 

- 

- 

790.12 

138.50 

3.566. 17 

16.54 

- 

- 

JUMLAH 5.873.06 1.361.73 4.511.33 

 

Permasalahan lahan eks HGU Milik PTPN II seluas 5.873.06 Ha. 

dimulai ketika proses perpanjangan HGU yang dimulai 2 (dua) 

tahun sebelum habisnya HGU Areal PTPN II (Persero) yang 

seharusnya berakhir pada tahun 1999/2000 seluas 62.214,79 Ha yang 

terdiri dari Eks PTP - II seluas 18.498,95 Ha dan Eks PTP - IX seluas 

43.715,84 Ha. 

Pada tahun 1997, muncul tuntutan/klaim dari masyarakat 

terhadap areal yang dimohonkan perpanjangan HGU-nya. Untuk 

mengatasi hal tersebut Gubernur Sumatera Utara membentuk 

“Panitia B Plus” sesuai SK No. 593.4/065.K/2000 tanggal 11 Pebruari 
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2000 dan diubah sesuai SK No. 593.4/2060/K 2000 tanggal 17 Mei 

2000 yang bertugas meneliti klaim-klaim/tuntutan yang diajukan 

oleh masyarakat, namun dalam “Panitia B Plus” tersebut PTPN II 

sebagai pemohon tidak diikut sertakan. 

Rekomendasi Panitia B Plus terhadap permohonan perpan-

jangan jangka waktu HGU yang diajukan oleh PTPN II diperpanjang 

seluas 56.341,8463 Ha, sedangkan yang tidak diberikan perpan-

jangan HGU seluas 5.873,0580 Ha. 

Dari Areal HGU PTPN II yang tidak diperpanjang seluas 

5.873,06 Ha peruntukannya terdiri dari berbagai kepentingan beri-

kut.  

 

Tabel 3: Rencana Peruntukan Tanah Bekas HGU PTPN II 

No Rencana Peruntukan Kab. Deli 

Serdang 

Kab. 

Langkat 

Kota 

Binjai 

Jumla Luas 

(Ha) 

1 Tuntutan Rakyat 909,72 467,40 - 1.377, 12 

2 Garapan Rakyat 302,26 120,90 122,90 546,12 

3 Masyarakat Melayu 200,00 200,00 50.00 450,00 

4 Perumahan 

Pensiunan Karyawan 

441,99 114,04 2,32 558,35 

5 RUTRWK 2.219,70 308,47 133,30 2.641,47 

6 Pengembangan USU 300,00 - - 300,00 

JUMLAH 5.873,06 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 42, 43, 44/HGU/BPN/2002 dan SK Nomor 

10/HGU/BPN/2004, jumlah luas 5.873,06 Ha yang tidak diberi lagi 

perpanjangan yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Langkat dan 

Kota Bijai yang ditegaskan bahwa “tanah tersebut menjadi tanah 

yang dikuasai langsung oleh negara dan menyerahkan pengaturan, 

penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan pengunaan tanah kepada 

guernur Sumatra Utara, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah memperoleh 

ijin pelepasan aset dari menteri yang berwenang”. 

 

2. Upaya Penyelesaiannya 

Sesuai SK Kepala BPN Nomor 42,43,44/HGU/BPN/2002 dan 

Nomor 10/HGU/BPN/2004, penanganan khusus pendistribusiannya 
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belum dapat dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara karena 

belum ada ijin pelepasan aset dari Menteri yang berwenang. Tanpa 

ijin pelepasan aset dari Menteri Negara BUMN, maka status 

tanah/aset PTPN-II tersebut tetap dalam keadaan status-quo. 

Menindaklanjuti SK Kepala BPN Nomor 42, 43, 

44/HGU/BPN/2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004, terkait dengan 

pelepasan aset, Gubernur Sumatera Utara telah 5 (lima) kali 

menyurati Menteri Negara BUMN melalui Direktur Utama PTPN-II 

memohon ijin pelepasan aset,17  dan juga telah membentuk kelom-

pok kerja (Pokja) bedasarkan SK Nomor 188.44/236/ KPTS/2011 

tanggal 11 Maret 2011 yang bertugas melakukan inventarisasi atas 

tanah yang dikeluarkan dari HGU dan melakukan seleksi terhadap 

masyarakat yang mendapatkan prioritas atas areal 5.873,06 Ha. 

Demikian juga upaya penyelesaian masalah untuk pencoretan 

aset telah dilakukan rapat 2 (dua) kali di Kantor Wakil Presiden RI 

yakni: 

1) Rapat pada tanggal 8 Maret 2012 yang dipimpin oleh Deputi 

Seswampres Bidang Politik, Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar 

dengan kesimpulan: (a) sepakat masalah tanah ex HGU PTPN II 

dapat diselesaikan; (b) dibentuk tim penangangan permasalahan 

penghapusan aset yang terdiri dari pemerintah pusat, Pemerin-

tah Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/kota. 

2) Rapat pada tanggal 21 Maret 2012 yang dipimpin oleh Staff Ahli 

Wapres Sofyan Jalil (kini menteri ATR/BPN) dan  Dewi Fortuna 

Anwar dihadiri Deputi II BPN-RI, Kakanwil BPN Provinsi 

Sumatera Utara, Direktur Utama PTPN-II, dengan kesimpulan: 

(a) Direktur Utama PTPN-II segera membuat rekomendasi 

kepada Wapres mengenai pencoretan aset atas tanah eks. 

HGU PTPN-II seluas 5.873,06 Ha dengan catatan  seluas 

1.900 Ha yang dikuasai oleh PTPN-II  di areal eks. HGU 

PTPN-II dapat dimohonkan menjadi HGU. 

(b) Rekomendasi pencoretan aset eks. HGU PTPN-II sudah 

dapat diselesaikan dan dikirim kepada Wapres paling lama 2 

minggu sejak pertemuan di atas. 

                                                           
17 Surat Gubernur No. 593/2582/2003, No. 593/0763, No. 593/6193, No. 

593/6969, No. 593/11900. 
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Namun demikian sampai sekarang belum ada hasil tindak 

lanjutnya mengenai rapat-rapat yang telah dilakukan, sehingga 

permasalahan sengketa tanah/aset eks. PTPN-II tersebut makin 

tidak jelas penyelesaiannya karena sikap dari PTPN-II atau Menteri 

Negara BUMN yang tidak bersedia melepaskan tanah/aset PTPN. 

Lambatnya penerbitan ijin pelepasan aset dari Menteri BUMN 

mengakibatkan permasalahan semakin sulit diselesaikan, karena 

penggarapan oleh masyarakat semakin luas termasuk dalam areal 

HGU yang diperpanjang, juga mengakibatkan pemerintah Kabu-

paten/kota ada yang telah menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan 

(IMB) kepada pengembang dan ada pembangunan perumahan di 

areal PTPN-II baik yang diperpanjang maupun yang telah dikelu-

arkan dari HGU. 

Secara yuridis, tanah/aset eks.HGU PTPN-II sesuai Undang-

Undang No.86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Peru-

sahaan Milik Belanda, sebagaimana Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958 

jo. PP No. 2 Tahun 1959 dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) serta SK Kepala BPN Nomor 42, 43 dan 

44/HGU/BPN/ 2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004, memang 

merupakan tanah/aset Negara dan baru dapat dilepas apabila ada 

pelepasan dan pencoretan aset.  

Upaya penyelesaian masalah pertanahan PTPN II salah satunya 

adalah Landreform yang pada hakikatnya adalah redistribusi tanah 

yang bertujuan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan dan 

pemafaatan tanah untuk petani. Pada dasarnya kondisi areal 

5.873,06 Ha tersebut sudah tidak seluruhnya merupakan tanah 

pertanian, sebagian sudah masuk areal perkotaan. Maka perlu 

disiapkan strategi dan perangkat hukum penyelesaian untuk tanah-

tanah yang sudah masuk perkotaan, antara lain dengan pengga-

bungan program redistribusi dengan konsolidasi tanah perkotaan.  

 

D. Bekas HGU PTPN III  di Martoba, Pematang Siantar 

PTPN III (Persero) Kebun Bangun (dahulu PTP IV) merupakan 

bekas konsesi perkebunan Simbolon eks Perusahaan Horison dan 

Crossfield (perusahaan perkebunan Inggris) yang menerima konsesi 

dari perusahaan perkebunan Belanda kemudian terkena nasionali-
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sasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959. Pengelolaannya 

kemudian diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Negara-Baru 

(PPN-Baru), terakhir kepada PTP IV (sekarang PTPN III (Persero) 

Kebun Bangun terletak di Kecamatan Siantar Kabupaten Sima-

lungun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah 

Tingkat II Pematangsiantar dan Daerah Tingkat II Kabupaten 

Simalungun, tanah perkebunan tersebut masuk menjadi wilayah 

administrasi Desa Martoba Kecamatan Siantar Martoba Kota Pema-

tangsiantar. 

Selama berdirinya Perkebunan di areal Martoba ini telah terjadi 

peralihan perusahaan/penggantian nama perusahaan sebagai 

berikut.   

 

Tabel 4: Kronologi PTPN III 

No Tahun Nama Perusahaan/pengelola 

1 1910 - 1942 Dikelola Perusahaan Perkebunan Horrison 

Crosfield LTD 

2 1942 - 1945 Dikuasai bala tentara Jepang 

3 1948 – 1953 Diusahakan kembali oleh Horrison Crosfield 

LTD 

4 1953 - 1960 Dikelola Perusahaan-perusahaan Perkebunan 

BIN 

5 1960 - 1964 Dikelola Perusahaan Perkebunan Negara Sumut 

6 1964 - 1969 Dikelola Perusahaan Perkebunan PNP VI  

7 1969 - 1996 Dikelola Perusahaan Perkebunan PTP IV 

8 1996 - Sekarang Dikelola Perusahaan Perkebunan PTPN III 

 

Areal konsesi perkebunan Simbolon (PTPN III) di areal HGU 

Nomor 1 Khusus Afdeling III Martoba semula seluas 3.858,52 hektar. 

Berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 

SK.42/HGUDA/80.  Luas areal ini secara terus menerus mengalami 

penciutan karena pendudukan dan penggarapan rakyat atas areal 

tersebut. Pendudukan dan penggarapan tanah-tanah perkebunan 

ini marak terjadi pada saat pendudukan Jepang. Sebagaimana 

dikemukakan Mubyarto dkk, (1991: 45) bahwa Jepang telah 

mengakibatkan rusaknya sejumlah perkebunan. 
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Sejak Jepang masuk ke Indonesia (tahun 1942), perkebunan 

tersebutditinggalkan pengelolanya dan menjadi tanah terlantar, 

sehingga menyebabkan kaum buruh perkebunan tersebut 

mengalami pengangguran dan terlantar. Akibat peristiwa ini, para 

kaum buruh yang mayoritas transmigran tempo doeloe asal Jawa 

Tengah dan Jawa Timur mulai melakukan penggarapan setahap 

demi setahap di atas tanah perkebunan tersebut untuk memenuhi 

kebutuhan mereka. Jepang juga memobilisasi para pendatang untuk 

menanam padi dan jagung akibat krisis pangan yang dihadapinya 

(Budi Agustono dkk, 1997: 49). 

Setelah pendudukan Jepang berakhir, dikeluarkan Staatsblaad 

1948-110 dengan maksud agar semua okupan tanah perkebunan 

segera meninggalkan garapan baru. Akan tetapi dalam 

kenyataannya reklaiming terus berkembang ke areal perkebunan. 

Areal HGU PTPN III (Persero) Kebun Bangun yang terletak di 

Kecamatan Siantar Martoba direklaiming oleh masyarakat/pengga-

rap yang tidak memiliki lahan pertanian. Tingginya tingkat 

kepadatan penduduk di sekitar areal perkebunan dengan pemilikan 

tanah pertanian yang sangat kecil tidak cukup untuk memberikan 

penghidupan yang layak bagi petani. Oleh karena itu, pada areal 

perkebunan di daerah ini banyak terdapat penggarapan-pengga-

rapan liar (reklaiming). 

Penggarapan tanah secara liar terus berlangsung dan semakin 

meluas ke areal perkebunan Simbolon sejak zaman Jepang (Tahun 

1942) sampai dengan Tahun 1968 hingga mencapai luas 2.566,40 

hektar. Sampai dengan tahun 1968, luas areal perkebunan Simbolon 

yang masih diusahai pihak perkebunan Simbolon adalah seluas 

1.292,12 hektar terdiri dari Afdeling I Simbolon seluas 452,63 hektar, 

Afdeling II Bah Kapul seluas 431,08 hektar dan Afdeling III Martoba 

seluas 408,41 hektar. Begitu tingginya intensitas garapan masyarakat 

di areal perkebunan Simbolon pada masa itu terjadi karena 

banyaknya areal perkebunan yang dibiarkan terlantar akibat 

ditinggalkan oleh pengusaha Belanda. 

Reklaiming areal perkebunan Simbolon dilakukan oleh masya-

rakat baik secara terorganisasi maupun secara perorangan. Organi-

sasi yang ada salah satunya adalah Panitia Pembentukan Tali Air 
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Sibatu-batu Martoba yang diketuai oleh T. Sy. Purba.  Usaha para 

penggarap menanami padi mendapat dukungan dengan diberikan-

nya izin pembentukan irigasi secara swadaya untuk mengairi sawah 

seluas ± 90 hektar dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daswa-

ti II Simalungun tanggal 15 Oktober 1959 No.63/1959. Sejak saat itu 

sebagian areal perkebunan Simbolon yang berada di Afdeling III 

Martoba telah diusahai oleh penggarap dengan tanaman padi. 

Peluang para penggarap untuk mendapatkan hak atas tanah 

kian menguat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Panitia 

Landreform Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1/II/10/LR/ 

68/PP tanggal 26 Pebruari 1968 yang menyatakan bahwa sebagian 

tanah-tanah perkebunan Simbolon yang telah digarap masyarakat 

menjadi objek landreform. Berdasarkan Surat Keputusan ini, Panitia 

Landreform Daerah Kabupaten Simalungun kemudian mengelu-

arkan Surat Izin Mengerjakan Tanah Bekas Tanah Perkebunan 

Simbolon kepada para penggarap. Namun 21 bulan kemudian 

dikeluarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Kabupaten 

Simalungun Nomor 1/II/10/LR/69/PP tanggal 27 Nopember 1969 

yang isinya antara lain mencabut Surat Keputusan Panitia Land-

reform Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1/II/10/LR/68/PP 

tanggal 26 Pebruari 1968 beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaan-

nya dan pengembalian tanah-tanah garapan masyarakat kepada 

pihak perkebunan karena adanya rencana Wens-Areal. Berdasarkan 

wawancara diketahui bahwa Wens-Areal adalah luas areal yang 

dicadangkan untuk memenuhi persyaratan sebuah perusahaan 

dapat mendirikan sebuah pabrik, untuk perkebunan Simbolon 

disyaratkan mempunyai areal sekurang-kurangnya 1500 hektar.  

Pengembalian tanah-tanah yang disetujui panitia landreform 

karena Wens-Areal ini dengan kewajiban bahwa pihak perkebunan 

harus memberikan ganti rugi dan ongkos pindah bangunan kepada 

para penggarap. Luas tanah garapan penduduk dan perluasan kota 

di areal perkebunan Simbolon seluas 2.566,40 Hektar, kemudian 

setelah dikeluarkannya surat keputusan karena ada rencana Wens 

Areal . Sehingga Luas garapan penduduk menjadi berkurang karena 

harus di kembalikan ke pihak Perusahaan, Secara rinci Sisa luas 

garapan dapat dilihat pada Tabel 5  berikut: 
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Tabel 5: Luas Areal Garapan Penduduk dan Perluasan Kota 

di Areal Perkebunan Simbolon setelah Pengembalian Tanah 

Garapan ke Pihak Perkebunan 

No. Letak Tanah 

Luas Garapan 

Rakyat dan 

Perluasan Kota 

(Ha) 

Pengembali

an Wens-

Areal 

(Ha) 

Sisa Luas 

Garapan 

Rakyat dan 

Perluasan 

Kota (Ha) 

1. Afdeling   I Simbolon  796,12 106,73 689,39 

2. Afdeling  II Bah Kapul  822,07 25,08 796,99 

3. Afdeling III Martoba  948,21 124,84 823,37 

4. J u m l a h  2566,40 256,65 2.309,75 

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Tahun 2006 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa luas areal perkebunan 

menjadi 1.548,77 Hektar (telah memenuhi ketentuan Wens Areal), 

selanjutnya luas garapan penduduk dan perluasan kota yang 

dikeluarkan dari perkebunan Simbolon adalah seluas 2.309,75 

hektar. Sebagian dari tanah-tanah garapan ini telah ditegaskan 

menjadi tanah obyek landreform dengan Surat Keputusan Menteri 

Dalam Negeri tanggal 2 September 1983 No.SK.192/DJA/1983 dan 

kemudian diredistribusikan kepada petani penggarap berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi 

Sumatera Utara tanggal 7 September 1985 No. 592.1-205/sim/IX/85 

seluas 170,82 hektar yaitu tanah yang terletak di Desa Martoba 

Kecamatan Siantar Martoba. 

 

1. Adanya Rencana Umum Tata Ruang Wilayah/Kota 

(RUTRW) 

Luas areal Perkebunan PTPN III yang diusahakan perusahaan 

setelah adanya pengembalian rencana ketentuan Wens Areal masih 

terus mengalami perubahan-perubahan antara lain karena adanya 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, yakni didasarkan pada Pera-

turan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1986 tentang  

pemekaran kota. Berdasar Berita Acara Serah Terima Perubahan 

Batas Wilayah Administrasi antara Pemerintah Daerah Tingkat II 

Kotamadya Pematangsiantar dan Pemerintah Daerah Tingkat II 

Kabupaten Simalungun tanggal 18 Mei 1987 Nomor 136/5353, areal 
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HGU PTPN III (Persero), maka Kebun Bangun masuk dalam 2 (dua) 

wilayah yaitu Kota Pematangsiantar seluas 700 hektar dan sisanya 

seluas 895,8 hektar masuk dalan wilayah Kabupaten Simalungun. 

Sebagian areal perkebunan yang semula berada di Kabupaten 

Simalungun menjadi masuk dalam wilayah Kota Pematangsiantar, 

sehingga rincian areal perkebunan menjadi sebagai berikut. 

 

Tabel 6: Luas Areal Perkebunan Setelah Perubahan Batas Wilayah 

Administrasi Karena Adanya Rencana Tata Ruang 

No Letak Tanah Luas awal (Ha) 

1. Kab. Simalungun 895.80 

2. Kota Pematangsiantar 700,00 

 J u m l a h 1.595,80 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, 2016 

 

Penyusunan RTRW  sesuai UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Tata Ruang. Selanjutnya RTRW yang digunakan di Kota Pematang-

siantar saat ini berdasarkan Perda no 7 tahun 2003 tentang RTRW. 

Hanya saja ada perbedaan dengan RTRW yang akan disusun nanti. 

Jika dalam Perda no 7 belum  diatur pola ruang dan strukturnya. 

Sementara di RTRW yang dirancang sudah diatur dengan jelas, 

seperti 30% dari lahan yang ada harus diperuntukkan untuk ruang 

terbuka hijau (RTH). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 

Pematangsiantar tahun   2011 – 2031.  

Dengan belum ditetapkannya RTRW Kota Pematangsiantar 

menjadi kendala bagi penyelesaian masalah terkait dengan penga-

turan tanah-tanah eks HGU PTPN III tersebut. Hal ini disebabkan 

karena Proses pengajuan RTRW melalui persetujuan substansi dari 

Menteri Pekerjaan Umum (PU), disini sudah diajukan sejak tahun 

2011 dan masih berlanjut dengan penggodokan Rancangan Pera-

turan Daerah (Ranperda) RTRW dan diajukan ke DPRD. Kondisi 

Kota Pematangsiantar secara strukturnya terdiri dari 30% perke-

bunan. 30% pertanian, 10% fasilitas umum, dan sisanya untuk 

pemukiman, perkantoran dan transportasi. Namun kenyataannya 

RTRW  tahun 2011 – 2031 Kota Pematansiantar sampai saat ini belum 

disetujui. Sehingga berpengaruh pada kepentingan rakyat berkaitan 

dengan hak-hak yang dapat dikuasai dan dimiliki atau dapat dibe-
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rikan oleh Negara kepada rakyatnya atas obyek tanah tertentu yang 

berada di atas areal tanah bekas HGU.  

Dalam hal ini kepentingan rakyat berkaitan dengan hak-hak 

yang dapat dikuasai dan dimiliki atau dapat diberikan oleh negara 

kepada rakyatnya atas obyek tanah tertentu yang berada di atas 

areal tanah bekas HGU. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 

pasal 14 ayat (1) yang menyatakan   “Pemerintah membuat Rencana 

Umum persediaan, peruntukan bumi, air dan  ruang angkasa  serta 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

Idealnya atas dasar pasal 14 (1) dan (2) UUPA tersebut 

kemudian diterbitkanlah Undang-Undang tentang Penataan Ruang, 

yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 yang telah diperbaiki 

dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.  Kemudian dalam 

Pasal 14 ayat 2 : “Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) 

Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggu-

naan bumi, air dan  ruang angkasa  untuk daerahnya, sesuai dengan 

keadaan daerah masing-masing. Hal ini sebagai latar belakang 

pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya mengenai kewenangan 

daerah dalam mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan 

bumi, air dan  ruang angkasa  untuk daerahnya masing-masing. 

Hal ini tentunya menjadi kendala untuk memberikan kepastian 

hukum tentang penguasaan dan pemilikan tanah di Kota Pema-

tangsiantar. 

Demikian juga daerah-daerah lain, penetapan tata ruang wila-

yah provinsi dan kabupaten masih berjalan lambat karena sampai 

tahun ini saja masih banyak daerah yang belum menetapkan 

RTRWP maupun RTRWK. Sebagai solusinya, instansi terkait harus 

segera menuntaskan kebijakan ini sebagai acuan pembangunan dan 

alokasi ruang untuk kehidupan, yang dapat dijadikan dasar dalam 

penempatan perijinan, pemanfaatan ruang, dan administrasi perta-

nahan supaya dapat mendorong investor untuk berinvestasi. Begitu 

pentingnya, kepastian tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten 

ini untuk segera diselesaikan mengingat pelaku usaha perkebunan 

dan pertambangan seringkali dihadapkan kepada status lahan dan 

kawasan hutan. Dengan demikian penyelesaian RTRWP dapat men-
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jadi solusi untuk menekan konflik tumpang tindih lahan diantara 

sektor usaha. 

 

2. Perpanjangan HGU PTPN III dan Reklaiming Masyarakat 

Permohonan perpanjangan HGU areal PTPN III (Persero) Kebun 

Bagun (Eks. Perkebunan Simbolon) diajukan oleh pihak perkebunan 

pada tanggal 20 Desember 2002 No.III.11/X/1463/2002 dan diberikan 

perpanjangan HGU areal PTPN III (Persero) Kebun Bangun dengan 

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 8 Juli 

2005 No.102/HGU/BPN/2005 seluas 1.021,77 hektar terdiri dari 

126,59 hektar areal yang terletak di wilayah Kota Pematangsiantar 

dan 894,68 hektar areal yang terletak di wilayah Kabupaten 

Simalungun. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan perpan-

jangan HGU dikeluarkan dari areal HGU tanah seluas 574,53 hektar 

di wilayah Kota Pematangsiantar karena tidak dikuasai oleh pihak 

perkebunan akibat adanya penggarapan masyarakat (reklaiming) 

seluas 573,41 hektar dan untuk kepentingan umum seluas 1,12 hektar 

di wilayah Kabupaten Simalungun. Luas tanah yang dikeluarkan 

tersebut untuk masing-masing wilayah, lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel  berikut: 

 

Tabel 7: Luas tanah yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan 

Pemberian Perpanjangan HGU Areal PTPN III (Persero) Kebun 

Bangun (Eks. Perkebunan Simbolon) 
No Letak Tanah Luas awal 

(Ha) 

Dikeluar-

kan (Ha) 

Sisa Luas 

(Ha) 

Keterangan 

dikeluarkan 

1. Kab. Simalungun 895.80 1,12 894,68 Kepentingan 

Umum 

2. Kota Pematangsiantar 700,00 573,41 126,59 Reklaiming 

 J u m l a h 1.595,80 574,53 1.021,27  

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Tahun 2016 

 

Dengan arahan yang menekankan kebijakan pertanahan yang 

meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil dan 

transparan hendaknya penataan penguasaan tanah perkebunan 

PTPN III (Persero) Kebun Bangun sekarang ini harus akomodatif 

terhadap tuntutan penggarap yang dipandang dari segi kemanu-

siaan, hak asasi, dan riwayat pemilikan tanahnya itu sendiri pantas 
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untuk ditingkatkan dari garapan yang “ilegal” menjadi “semi legal” 

akhirnya menjadi “legal”. Namun demikian, dalam pengakuan hak 

keperdataan (hak prioritas), pihak perkebunan yang masih mem-

punyai legalitas yang melekat atas tanah perkebunan dalam melega-

lisasi tanah garapan rakyat meminta pemberian ganti rugi yang 

disepakati kedua belah pihak. 

Pemegang HGU diwajibkan melepaskan areal seluas 126,59 

hektar yang terletak di Kota Pematangsiantar dan atau diberi 

prioritas untuk menyesuaikan dengan penggunaan tanah yang 

sesuai Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kota Pema-

tangsiantar apabila pembangunan/ pengembangan segera dilaku-

kan. Areal HGU tersebut tidak disarankan lagi untuk penggunaan 

tanah perkebunan melainkan harus diubah ke penggunaan tanah 

sesuai RUTRW Kota Pematangsiantar. Menurut RUTRW Kota 

Pematangsiantar, areal tersebut akan dikembangkan menjadi areal 

permukiman penduduk. Hal ini berarti pihak PTPN III (Persero) 

Kebun Bangun harus memohon hak baru yang sesuai jika masih 

ingin menguasai tanah itu (misalnya Hak Guna Bangunan) atau 

dilepaskan dan diserahkan ke pihak lain dengan terlebih dahulu 

memperoleh ijin pelepasan aset dari Menteri yang berwenang. 

(sesiai Ketentuan diktum KETIGA butir a). 

Ketentuan diktum KEEMPAT menyatakan bahwa penerima hak 

wajib membayar uang pemasukan  selambat-lambatnya 6 bulan 

sejak keputusan ditetapkan sedangkan diktum KEENAM menya-

takan bahwa surat keputusan pemberian perpanjangan jangka 

waktu HGU harus didaftar selambat-lambatnya 3 bulan sejak dilu-

nasinya uang pemasukan. Diktum KETUJUH surat keputusan 

tersebut mengatakan bahwa surat keputusan pemberian perpan-

jangan jangka waktu HGU tersebut batal jika ketentuan diktum 

KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, dan KEENAM tidak dipenuhi. 

Adapun Persediaan tanah perkebunan Kota Pematangsiantar dapat 

dilihat pada  tabel  berikut ini.   
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Tabel 8: Persediaan Tanah Perkebunan Kota Pematangsiantar 

No. 
Letah Tanah Nama 

Pemegang 

Penggunaan  

Tanah 
Luas (ha) Keterangan 

Kecamatan Kelurahan 

1. Siantar    

Marihat 

Simarimbun PTPN IV  

Bah Jambi 

Kebun 

kelapa 

sawit 

96 HGU 

diperpanjang 

2. Siantar 

Martoba 

Setia Negara PTPN IV  

Bah Jambi 

Kebun 

kelapa 

sawit 

60 HGU 

diperpanjang 

3. Iantar 

Martoba 

Gurilla PTPN III  

Kebun 

Bangun 

Kebun 

kelapa 

sawit 

124 HGU 

diperpanjang 

4. Siantar 

Martoba 

Pondok  

Sayur 

PTPN III 

Kebun 

Bangun 

Kebun 

kelapa 

sawit 

573,41 HGU Tidak 

diper-

panjang 

 Jumlah 853,41  

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Tahun 2006 

 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa areal perke-

bunan yang terdapat di Kota Pematangsiantar adalah seluas 853,41 

hektar. Areal perkebunan yang tidak diberikan perpanjangan 

haknya adalah areal seluas 573,41 hektar, yaitu areal yang terletak di 

Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba. Areal perke-

bunan ini sebelumnya terdaftar dengan Sertipikat HGU No.1/Talun 

Kondot terdaftar atas nama PT. Perkebunan IV Gunung Pamela. 

Areal perkebunan ini tidak diberikan perpanjangan haknya karena 

tidak dikuasai oleh pihak perkebunan akibat reklaiming yang 

dilakukan penggarap menjelang berakhirnya Status HGU areal 

perkebunan tersebut (HGU No.1/Talun Kondot).  

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satu diantaranya 

adalah karena adanya reklaiming liar pada areal yang dimaksudkan 

tersebut. Reklaiming yang terjadi pada areal perkebunan ini menye-

babkan penerima hak tidak dapat memanfaatkan areal yang dimak-

sudkan untuk usaha perkebunannya. Dari sisi pihak perkebunan, 

hal ini sangat memberatkan pihak perkebunan karena harus mem-

bayar uang pemasukan yang besar sebagai syarat pendaftaran HGU-

nya namun jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimohonkan 

bisa jadi tidak akan diterimanya.  

Adanya ketentuan dalam surat keputusan pemberian perpan-

jangan jangka waktu HGU yang mengeluarkan areal seluas 573,41 
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hektar di Kota Pematangsiantar menunjukkan bahwa pemerintah 

membuka peluang dan harapan bagi rakyat untuk dapat memiliki 

tanah yang didudukinya, karena rakyat memperoleh prioritas untuk 

itu. Penyelesaiaan seperti ini diilhami oleh Keppres Nomor 32 

Tahun 1979 dan Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 yang menya-

takan bahwa tanah-tanah yang diduduki rakyat tidak akan dilaku-

kan pembaharuan/perpanjangan hak melainkan harus diselesaikan 

terlebih dahulu tentang masalah penggarapan-penggarapannya. 

Para penggarap memperoleh prioritas pertama dan utama untuk 

memohon hak atas tanah yang didudukinya. Aspek keadilan menja-

di pertimbangan utama dalam penyelesaian tanah-tanah garapan 

disamping keseimbangan bagi kedua belah pihak. 

Dari sudut pemilik HGU, adanya ketentuan dalam surat kepu-

tusan pemberian perpanjangan jangka waktu HGU yang mengeluar-

kan areal seluas 573,41 hektar di Kota Pematangsiantar menunjuk-

kan bahwa pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan 

hukum bagi pemilik tanah perkebunan. Jika untuk setiap areal HGU 

yang akan berakhir haknya dan terdapat reklaiming, kemudian 

pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan areal yang direk-

laiming tersebut dari areal HGU, maka lambat laun tanah-tanah 

perkebunan yang ada dengan HGU akan habis. Hal ini sangat mere-

sahkan pihak pengusaha perkebunan karena tidak adanya jaminan 

kelangsungan usaha perkebunan, lemahnya jaminan keamanan, dan 

kepastian hak pemilik HGU. Akhirnya, untuk jangka panjang tidak 

saja merugikan pemilik HGU, tetapi juga bagi para penanam modal 

di bidang perkebunan sehingga tidak akan ada lagi pengusaha-

pengusaha yang berminat untuk berusaha di bidang perkebunan 

yang akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 

Pasal 10 ayat (3) secara tegas melarang pemindahan hak atas tanah 

usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha 

yang kurang dari luas minimum yang diperlukan. Ketentuan ini 

harus dilanggar pihak perkebunan jika harus melaksanakan ke-

wajiban yang ditegaskan dalam surat keputusan pemberian 

perpanjangan HGU diktum KETIGA butir a yang mewajibkan bahwa 

pihak perkebunan melepaskan areal seluas 126,59 hektar yang 
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terletak di Kota Pematangsiantar dan atau diberi prioritas untuk 

menyesuaikan dengan penggunaan tanah yang sesuai Rencana 

Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kota Pematangsiantar 

apabila pembangunan/pengembangan segera dilakukan. Hal ini 

menimbulkan polemik hukum tersendiri antara mempertahankan 

hak demi menjaga kepastian dan tertib hukum dengan memberi 

kemaslahatan bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah. 

Perlu kiranya memperhatikan penggarap yang dilakukan oleh 

masyarakat penggarap terhadap areal HGU PTPN III Kebun Bangun 

khususnya pada areal Afdeling III Martoba merupakan upaya 

masyarakat penggarap tersebut untuk menuntut pengembalian atas 

tanah yang diserahkan ke pihak perkebunan pada tahun 1969 

sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah 

Kabupaten Simalungun dengan surat tanggal 27 Nopember 1969 

No.1/II/LR/69/PP. Alasan penuntutan masyarakat bahwa mereka 

dahulu pada tahun 1969 dipaksa pindah oleh pihak perkebunan 

dengan dibantu aparat militer dari perkampungan yang ditempati 

tanpa pemberian gati rugi yang layak atas tanah dan bangunan 

mereka, bahkan ada yang tidak menerima ganti rugi karena tidak 

bersedia menyerahkan tanahnya kepada pihak perkebunan. Jumlah 

penggarap yang tidak mau menerima ganti rugi atas garapan rakyat 

di Afdeling III Martoba yang dikembalikan ke pihak perkebunan 

dilihat pada table berikut: 

   

Tabel 9: Penggarap di Afdeling III Martoba yang Tidak Bersedia 

Menerima Ganti Rugi Pengembalian Tanah ke Pihak Perkebunan 

Tahun 1969 

No. 
Letak 

Tanah 

Jumlah 

Penggarap 

Yang 

Menerima 

Ganti Rugi 

Yang Tidak Mau 

Menerima Ganti 

Rugi 

Luas Tanah Yang   

dikembalikan  

(Ha)  

1. Blok 28 7 orang 7 orang - 10,00 

2. Blok 29 17 orang 17 orang - 20,00 

3. Blok 30 39 orang 39 orang - 21,52 

4. Blok 31 70 orang 41 orang 29 orang 28,32 

5. Blok 40 36 orang 34 orang 2 orang 15,00 

6. Blok 47 27 orang 27 orang - 30,00 

  196 orang 165 orang 31 orang 124,84 

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar, Tahun 2006. 
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Dari hasil wawancara dengan Pihak Kantor Pertanahan Kota 

Pematangsiantar, diperoleh keterangan bahwa kesepakatan 

pengembalian tanah antara Bupati dan pihak Perkebunan pada 

tahun 1970 tidak bisa diterima oleh rakyat karena areal yang 

dimaksud sudah lebih dari 50% merupakan areal persawahan yang 

telah aktif dan produktif. Selain itu pada areal persawahan juga 

telah dibangun irigasi swadaya masyarakat. Namun dengan 

terpaksa, masyarakat harus mengembalikan tanah-tanah garapan 

tersebut karena adanya intimidasi yang mengatakan bahwa barang 

siapa yang tidak mau mengembalikan tanah dianggap sebagai 

elemen komunis atau anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Masyarakat tidak berdaya mencegah pihak perkebunan melakukan 

pentraktoran paksa terhadap tanah-tanah sawah garapan masya-

rakat pada waktu itu. 

Dari hasil wawancara di atas juga diketahui penyebab utama 

dari penggarapan yang dilakukan masyarakat karena adanya penun-

tutan pengembalian tanah (reclaiming) atas areal yang diambil 

secara paksa oleh pihak perkebunan pada tahun 1970. Penuntutan 

pengembalian tanah ini disebabkan karena proses ganti rugi yang 

belum tuntas. Pihak perkebunan dianggap belum menyelesaikan 

ganti rugi secara baik dan memaksa masyarakat menyerahkan 

tanahnya untuk dijadikan perkebunan. Ganti rugi yang diberikan 

pihak perkebunan dirasakan tidak adil namun masyarakat terpaksa 

harus menerimanya karena adanya intimidasi. Namun pihak perke-

bunan sesuai data yang dimiliki mengatakan bahwa pembebasan 

tanah sebagaimana dikemukakan para penggarap sudah diselesai-

kan melalui Panitia Landreform Daerah Kabupaten Simalungun 

pada tahun 1972 dengan penyelesaian secara musyawarah langsung 

dengan masyarakat. Jika pengakuan ini benar adanya, maka ten-

tunya pemberian HGU untuk dan atas nama PTP III Gunung 

Pamela (sekarang PTPN III (Persero) Kebun Bangun) sebenarnya 

terjadi di atas tanah-tanah yang sesungguhnya bermasalah. 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa reklaiming 

areal perkebunan dimulai secara nyata mulai tahun 1996. Jika 

dikaitkan dengan perencanaan pembangunan Kota Pematangsiantar 

dan situasi politik masa Reformasi di Indonesia serta status hukum 
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hak atas tanah perkebunan maka dapat dilihat adanya penyebab 

eksternal reklaiming areal HGU PTPN III Kebun Bangun pada tabel  

berikut:    

 

Tabel 10: Penyebab Eksternal Reklaiming Areal HGU PTPN III 

(Persero) Kebun Bangun 
No. Kurun 

Waktu 

Peristiwa Penyebab Reklaiming 

1. 1996 – 1998 Pembangunan terminal terpadu yang letaknya bersebelahan 

dengan areal perkebunan PTPN III (Persero) Kebun Bangun. 

2. 1998 – 2001 Era Reformasi yang disalahartikan oleh sebagian anggota 

masyarakat dan adanya pernyataan Kepala Negara 

Abdurahman Wahid di depan Konferensi Nasional 

Pengembangan Sumber Daya Alam tanggal 23 Mei 2000 yang 

mengatakan bahwa sepatutnya PT. Perkebunan (PTP) 

merelakan 40% tanah yang dikuasainya untuk dikembalikan 

kepada rakyat (dikutip dari SKH Kompas tanggal 24 Mei 2000). 

3. 2001 – 2004 Pembangunan prasarana jalan raya sebagai lanjutan dari 

pembangunan terminal terpadu yang membelah areal 

perkebunan PTPN III (Persero) Kebun Bangun yang kemudian 

mengaktifkan penggunaan terminal ini pada tahun 2005. 

4 2002 - 2004 Status HGU PTPN III  yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2004 

PTPN mengajukan Permohonan Perpanjangan HGU tahun 

2002 

5 2005 Adanya Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) 

Menjadi 2 wilayah administrasi, 700 Ha masuk Kota 

Pematangsiantar dan 895,80 Ha masuk Kab. Simalungun 

6 2005 Di P.Siantar 700 Ha dikeluarkan dari HGU: 573,41 Ha. Di 

Simalungun dikeluarkan 1,12 Ha untuk kepentingan Umum 

7 2005 Perpanjangan HGU disetujui dengan Surat Keputusan Kepala 

BPN tanggal 8 Juli 2005 No.102/HGU/BPN/2005 seluas 1.021,77 

hektar 

8 2005-2012 Luas 573,41 Ha HGU Kebun Bangun di Kota Pematang Siantar 

belum dapat Ijin Pelepasan Asset dari Menteri BUMN dan 

Menteri Keuangan 

9 2013 PTPN menunjuk KJPP untuk menaksir Nilai GR exs HGU 

seluas 573,41 Hektar 

10 2014 Direksi PTPN III mengeluarkan Persetujuan penghapusbukuan 

dan pemindahtanganan Lahan/Asset Exs HGU Kebun Bangun 

seluas 573.41 Ha. Yang akan dilakukan dengan rnekanisrne 

ganti rugi 

Pemerintah kota Pernatangsiantar dengan jangka waktu 1 

(satu) tahun. 

11 2014 Nilai Ganti Rugi yang ditetapkan oleh Tim Appraisal (KJPP) 
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sebesar Rp. 99.600.000.000 (99,6 M) dgn cara di tranfer ke 

PTPN III 

12 2014 Menteri BUMN : Persetujuan penghapusbukuan dan 

pemindahtanganan Lahan/Asset Exs HGU Kebun Bangun 

seluas 573.41 Ha. Daftar aktiva tanaman dan non tanaman 

senila = Rp.2,6 Miliar 

13 2015 surat Pemyataan Pelepasan Hak akan ditanda tangani setelah 

menerima Ganti Rugi  

14 2016 Nilai GR akan dimasukkan dalam RAPBD Kota 

Pematangsiantar. 

Sumber: Pengolahan data primer dan sekunder, Tahun 2016. 

 

Sebagaimana ditunjukkan pada table 10 di atas penyebab 

reklaiming selain adanya penuntutan kembali (reclaiming) tanah 

yang dikembalikan ke perkebunan, reklaiming juga dipicu oleh 

adanya aktivitas di sekitar areal perkebunan. Penulis berpendapat 

bahwa pembangunan terminal terpadu Kota Pematangsiantar yang 

bersebelahan dengan areal perkebunan dan prasarana jalan yang 

membelah areal perkebunan ikut memicu terjadinya reklaiming 

areal perkebunan di sekitar lokasi pembangunan. Hal ini karena 

pembangunan terminal terpadu itu menyebabkan nilai tanah 

meningkat sangat tinggi. Nilai tanah yang sangat tinggi ini menjadi 

daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengreklaiming areal 

perkebunan disekitar lokasi pembangunan terminal, lebih-lebih 

oleh para penggarap yang merasa pernah memiliki tanah di areal 

perkebunan dan telah diserobot oleh pihak perkebunan di waktu 

yang lalu.  

Penggarap tidak lagi menginginkan penambahan ganti rugi atas 

tanah yang pernah dikembalikan dan diambil pihak perkebunan, 

melainkan meminta kembali tanah yang telah dikembalikan itu. Hal 

itu karena sejak dibangun terminal baru disitu dan dibangun 

prasarana jalan menuju Terminal Terpadu Kota Pematangsiantar 

yang dibangun membelah areal perkebunan, sehingga harga tanah 

menjadi tinggi dan lokasi tanah menjadi strategis.  

Selaras dengan lahirnya masa Reformasi di Indonesia yang 

kental menyuarakan dan menghendaki demokratisasi, desentralisa-

si, dan transparansi, maka keberanian masyarakat untuk menggarap 

tanah perkebunan meningkat secara berarti. Masyarakat secara 

langsung “berani” mengajukan tuntutan-tuntutan atas tindakan-
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tindakan yang selama ini dianggap tidak benar atau merugikan. 

Secara umum dasar klaim dari masyarakat adalah (Laporan Hasil 

Kerja Sub Tim Penertiban Permasalahan Tanah Garapan Penduduk 

di Areal HGU PTPN III (Persero) Kebun Bangun dan masalah tanah 

lainnya di Kota Pematangsiantar, 2002): 

1. Bahwa masyarakat mengklaim atas dasar pengakuan merasa 

memiliki tanah perkebunan karena tanah tersebut dahulu 

kepunyaan nenek moyangnya tanpa didasari alat bukti tertulis. 

2. Bahwa masyarakat dahulu tinggal dan menetap di areal perke-

bunan, tetapi diusir dan diintimidasi oleh pihak perkebunan 

dengan menggunakan aparat militer. 

3. Bahwa masyarakat mengklaim atas dasar bukti di mana dahulu 

tanah-tanah perkebunan tersebut merupakan sebuah perkam-

pungan dengan bukti terlihat adanya bekas-bekas tapak 

bangunan rumah tinggal atau jaringan irigasi yang dibuat 

masyarakat, prasasti kuburan, dan bukti lainnya yang mengindi-

kasikan dahulu di areal perkebunan tersebut pernah ada ke-

giatan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat. 

4. Bahwa masyarakat didasari bukti tertulis antara lain atas dasar 

Surat Izin Mengerjakan Tanah Bekas Tanah Perkebunan Sim-

bolon atau surat-surat lain yang menurut anggapan mereka 

merupakan bukti pemilikan atas tanah. 

Beberapa kalangan di pihak perkebunan beranggapan bahwa 

maraknya penggarapan-penggarapan liar tanah-tanah perkebunan 

tersebut setelah Era Reformasi dipicu oleh statement Gus Dur 

(mantan Presiden Abdurahman Wahid) yang mengatakan bahwa 

perkebunan sebaiknya melepaskan 40% tanah-tanah yang mereka 

kuasai kepada rakyat, sebab pihak perkebunan memperoleh tanah 

tersebut dengan harga murah bahkan tidak membayar sama sekali 

(SKH. Kompas, tanggal 22 Mei 2000). 

Status HGU PTPN III (Persero) Kebun Bangun yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember 2004 juga memicu keberanian masyarakat 

untuk menggarap areal perkebunan PTPN III (Persero) Kebun 

Bangun. Berakhirnya HGU yang dimiliki pihak perkebunan diarti-

kan oleh masyarakat sebagai telah berakhir pula penguasaan tanah 
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oleh pihak perkebunan sehingga para penggarap merasa boleh 

menggarap kembali tanah-tanah perkebunan.  

Penyebab lain munculnya reklaiming areal perkebunan PTPN 

III (Persero) Kebun Bangun adalah kebutuhan rakyat atas tanah 

yang semakin meningkat. Hal ini diketahui berdasarkan wawancara 

yang dilakukan oleh salah seorang ketua penggarap yang menga-

takan bahwa sebagian besar anggotanya menggarap tanah perke-

bunan PTPN III (Persero) Kebun Bangun karena tidak memiliki 

tanah untuk tempat tinggal. Mereka ini (penggarap) datang dari 

daerah yang cukup jauh dari areal perkebunan. 

Sampai dengan tahun 2005, reklaiming-reklaiming baru areal 

perkebunan masih berpotensi terjadi secara lebih meluas ke seluruh 

areal HGU PTPN III (Persero) Kebun Bangun. Hal ini dapat dike-

tahui dengan banyaknya kelompok masyarakat/perorangan yang 

menuntut areal perkebunan dengan berbagai alasan. Kelompok 

masyarakat/perorangan yang menuntut tanah perkebunan pada   

tabel   berikut ini. 

 

Tabel 11: Kelompok Masyarakat yang Menuntut Tanah  

Perkebunan PTPN III (Persero) Kebun Bangun 

No. 
Nama 

Kelompok/Perorangan 
Tahun Alasan Penuntutan 

1. Legion Veteran RI Macab 

Pematangsiantar  

1996 Pengembalian tanah garapan 

yang diserobot oleh pihak 

perkebunan 

2. Yayasan Sinur 1999 Permohonan lahan perkebunan 

untuk usaha peternakan/ 

perikanan. 

3. Kelompok masyarakat 

Tambun Nabolon (Kestiono 

dkk) 

2001 Pengembalian tanah garapan 

yang diserobot oleh pihak 

perkebunan 

4. Kelompok masyarakat 

Tanjung Pinggir/Pondok 

Sayur (Musiman dkk) 

2001 Pengembalian tanah garapan  

yang diserobot oleh pihak 

perkebunan. 

5. Kelompok masyarakat 

Kandang Lembu/Pondok 

Sayur (M.H. Sitorus dkk) 

dengan nama organisasi 

Panitia Perjuangan 

Pengembalian Tanah Objek 

Landreform dan Persatuan 

1992, 

1994, 

1997,1998, 

2001 

Pengembalian tanah garapan  

yang diserobot oleh pihak 

perkebunan. 
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Petani Siantar Simalungun 

6. Kelompok masyarakat Gurilla 

(Jansen Purba Dasuha dkk) 

2001 Pengembalian tanah garapan  

yang diserobot oleh pihak 

perkebunan. 

7. Upaya Penyelamatan Aset 

Simalungun (UPAS) 

2001 Permintaan tanah-tanah untuk 

usaha pertanian. 

8. Persatuan Wirid Sosial 

Penanggulangan Kemalangan 

(PWSPK) 

2005 Permintaan lahan untuk 

perluasan kuburan dan Taman 

Pendidikan Islam. 

9. Forum Tani Sejahtera 

Indonesia (Futasi) 1025 KK 

2006 Pembagian tanah perkebunan 

yang telah berakhir HGU-nya 

pada tanggal 31 Desember 

2004. 

10. Barisan Ahap Simalungun 

(DPP-BAS) 110 KK 

2005 Pembagian tanah perkebunan 

yang telah berakhir HGU-nya 

pada tanggal 31 Desember 

2004. 

11. Forum Keadilan Masya-rakat 

Tani (FOKRAT) 

2005 Pengembalian tanah garapan  

yang diserobot oleh pihak 

perkebunan. 

12. T. Sy. Purba dkk 2001 Pengembalian tanah garapan  

yang diserobot oleh pihak 

perkebunan. 

13. Drs. Lencius Saragih 2005 Pengakuan penguasaan tanah 

sejak tahun 1986. 

14. Ansel Sihol Pasaribu 2006 Pengakuan penguasaan tanah 

sejak tahun 1992 

15. Binsar Simarmata dan Dj. 

Sipayung 

2005 Termasuk dalam anggota UPAS 

16. GKPS Simpang Tiga 2005 Permohonan lahan perkebunan 

untuk pembangunan Gereja 

17 SLB di Tanjung Pinggir Kota 

P.Siantar. 

2016 Permohonan lahan untuk 

pembangunan SLB 

   Sumber: Pengolahan data primer dan sekunder, Tahun 2016. 

 

Status HGU PTPN III (Persero) Kebun Bangun yang telah 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 merupakan “angin segar” 

bagi masyarakat penuntut tanah perkebunan untuk mendapatkan 

tanah tuntutannya. Tanah-tanah perkebunan menjadi sangat teran-

cam terhadap aksi reclaiming yang lebih besar jika masalah tun-

tutan masyarakat tersebut tidak segara diatasi. 
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3. Upaya Menyelesaikan Reklaiming 

Upaya pihak perkebunan yang diambil untuk menangani reklaiming 

yang merajalela ini adalah dengan meminta bantuan kepada 

Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan suratnya tanggal 15 

Desember 1998 No.BNG/X/310/1998 sehubungan dengan rencana 

masyarakat Pondok Tengah/Pondok Sayur akan menguasai areal 

perkebunan seluas 149,14 hektar terhitung mulai tanggal 18 

Desember 1998 sesuai surat Manatar Hasiholan Sitorus Pane tanggal 

14 Desember 1998 No.01/P3T/LR. Permintaan bantuan juga 

dimohonkan oleh pihak perkebunan kepada Kepolisian Resort 

Simalungun dengan suratnya tanggal 16 Desember 1998 

No.BNG/X/311/1998 sehubungan dengan pemasangan spanduk dan 

plakat-plakat di areal HGU PTPN III (Persero) Kebun Bangun oleh 

penggarap. Selain itu, pihak perkebunan juga melaporkan masalah 

penggarapan/pengrusakan areal HGU PTPN III (Persero) Kebun 

Bangun ke instansi terkait baik tingkat pusat maupun daerah.  

Untuk mengatasi dan mengantisipasi tingginya intensitas 

reklaiming tanah-tanah perkebunan pada Era Reformasi ini, maka 

Gubernur Sumatera Utara melalui Surat Keputusannya No.593.05/ 

2814/K/1998 tanggal 17 Desember 1998 dan No.593.05/1754/K/1999 

tanggal 2 Agustus 1999 membentuk Tim Terpadu Penelitian dan 

Pemecahan Masalah Sengketa Tanah Garapan antara Masyarakat 

dengan PT. Perkebunan Nusantara dan Perkebunan Swasta di 

Provinsi Sumatera Utara (lebih familiar disebut sebagai Tim Tanah 

Sumatera Utara). Tugas Tim Tanah Sumatera Utara ini adalah: 

menginventarisasi masalah tanah yang menyangkut areal HGU 

PTPN dan perkebunan swasta; melaksanakan penelitian baik data 

yuridis maupun data fisik areal yang dipermasalahkan; menganalisis 

masalah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta 

melaporkan hasilnya kepada Gubernur Sumatera Utara.  

Berdasarkan surat keputusan itu maka langkah awal yang 

diambil untuk menangani penggarapan di areal HGU PTPN III 

(Persero) Kebun Bangun adalah dengan mengadakan Rapat Terpadu 

di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 15 September 1999 

dengan kesimpulan: 
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a) Masalah tuntutan pengembalian tanah oleh masyarakat mengacu 

pada SK Panitia Landreform No.1/II/10/LR/69/PP. 

b) Areal 149,14 hektar yang dituntut oleh Saudara Manatar 

Hasiholan Sitorus Pane berada dalam Sertipikat HGU No.1/Talun 

Kondot terdaftar atas nama PTP IV Gunung Pamela (PTPN III 

(Persero) Kebun Bangun). 

c) Akan ada pertemuan ulang dengan PTPN III (Persero) Kebun 

Bangun untuk mencari penyelesaian dengan musyawarah mufa-

kat. 

d) Sambil menunggu penyelesaian, masyarakat dilarang melakukan 

pengrusakan terhadap tanaman PTPN III (Persero) Kebun 

Bangun. 

Selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara dengan suratnya tang-

gal 25 September 2005 No.593/15585 meminta kepada Walikota 

Pematangsiantar untuk menertibkan permasalahan ini sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menanggapi 

surat Gubernur Sumatera Utara ini, Walikota Pematangsiantar 

melalui Surat Keputusan No.593.05-131/WK-Tahun 2000 tanggal 22 

Juni 2000 membentuk Tim Penertiban Permasalahan Tanah Ga-

rapan Penduduk di Daerah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan 

Nusantara III (Persero) Kebun Bangun dan Lainnya di Kota Pema-

tangsiantar.  

Berdasarkan surat keputusan ini pada tanggal 8 Agustus 2000 

dilakukan musyawarah antara pihak PTPN III (Persero) Kebun 

Bangun dan masyarakat penggarap dan menghasilkan keputusan 

stanvast atas areal yang dipersengketakan yakni selama keputusan 

stanvast belum dicabut, pihak PTPN diminta menghentikan pena-

naman baru di areal yang dipersengketakan dan penduduk atau 

anggota masyarakat lainnya diminta menghentikan kegiatan yang 

sifatnya menguasai atau mengusahai tanah yang nyata-nyata di-

kuasai oleh PTPN III (Persero) Kebun Bangun. Keputusan stanvast 

diambil sebagai upaya pencegahan penyimpangan hukum dan 

mempertahankan kepentingan umum dengan adanya upaya-upaya 

reklaiming tanah perkebunan oleh penggarap.  

Selain keputusan di atas, terdapat berbagai upaya penyelsaian 

dari lembaga-lembaga terkait sebgaimana dalam daftar ini.  
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Tabel 12: Upaya Lembaga Negara dalam Menyelesaian Reklaiming 

dan Tuntutan Masyarakat 
No. Tahun Instansi/lembaga Saran Penyelesaian/Tanggapan 

1. 1992 DPRD Kota 

Pematang-siantar 

Pendekatan musyawarah/perdamaian. 

2. 1994 Sekretariat Wakil 

Presiden RI 

Intsruksi kepada Walikota Pematang-

siantar menanggapi tuntutan masyarakat 

penggarap. 

3. 1994 Kantor Pertanahan 

Kota 

Pematangsiantar 

Penjelasan mengenai status tanah yang 

dipermalasahkan. 

4. 1999 DPRD Kota 

Pematang-siantar 

Kesimpulan dengar pendapat Komisi A 

bahwa pihak eksekutif disarankan 

membentuk Tim Penyelesian sedangkan 

penyelesaian penebangan tanaman 

perkebunan agar diselesaikan secara 

musyawarah mufakat. 

5. 2000 DPR RI Penyelesaian sengketa tanah agar secara 

obyektif dan menurut rasa keadilan 

masyarakat sesuai dengan perturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

6. 2000 KOMNAS HAM RI Penyelesaian menurut hukum yang 

berlaku dan memperhatikan UU No.39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

7. 2001 Menteri Keuangan RI Penyelesaian melalui jalur hukum dengan 

menugaskan konsultan hukum untuk 

mendapatkan penyelesaian yang 

mempunyai kekuatan hukum yang pasti 

dan adil.  

8. 2004 Walikota Pematang-

siantar 

Usulan Pelepasan HGU PTPN III 

(Persero) Kebun Bangun seluas 700 Ha 

dan kesediaan memberikan ganti rugi 

kepada pihak PTPN. 

9. 2004 Badan Pertanahan 

Nasional 

Instruksi kepada Kakanwil BPN Provinsi 

Sumatera Utara untuk mengadakan 

penelitian dan mengupayakan 

penyelesaian masalah tuntutan 

masyarakat atas tanah yang dikuasai 

PTPN III (Persero) Kebun Bangun di Kota 

Pematangsiantar. 

Sumber: Pengolahan Data Sekunder, Tahun 2016. 

 

Pada akhirnya BPN memberi perpanjangan jangka waktu HGU 

PTPN III (Persero) Kebun Bangun dengan mengeluarkan areal 
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seluas 571,43 hektar di Kota Pematangsiantar dan 1,12 hektar di 

Kabupaten Simalungun. Keseluruhan areal tanah perkebunan PTPN 

III (Persero) Kebun Bangun yang telah dikeluarkan tersebut. Penga-

turannya lebih lanjut akan dilaksanakan oleh Walikota Pematang-

siantar dan Bupati Kabupaten Simalungun sesuai letak tanah yang 

dikeluarkan setelah mendapatkan ijin pelepasan aset dari menteri 

yang berwenang (Menteri BUMN). Ketentuan ini disebutkan dalam 

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 102/ 

HGU/BPN/2005 diktum KEDUA  yang menyebutkan bahwa tanah 

yang dikeluarkan tersebut dapat dimohonkan dengan sesuatu hak 

atas tanah sesuai RUTRW setelah mendapatkan ijin pelepasan aset 

dari menteri yang berwenang. 

Permohonan ijin pelepasan aset dapat diajukan oleh pihak 

PTPN III (Persero) Kebun Bangun kepada menteri BUMN atas usul 

dari Pemerintah Kota Pematangsiantar. Telah dilakukan pengha-

pusbukuan dan pemindahtanganan lahan/ aset PT. Perkebunau 

Nusantara III (Persero) Kebun Bangun sebagaimana dimaksud 

melalui Persetujuan dari Menteri BUMN dalam Surat Nomor: S-

690/MBU/10/2014  tanggal 17 Oktober 2014, perihal persetujuan 

penghapusbukuan dan pemindahtanganan laha  eks HGU Kebun 

bangun seluas 573,41 Ha  

 

E. Tanah Bekas HGU PT. London Sumatera Untuk Perluasan 

Kota Perdagangan, Simalungun, dan Absennya Otoritas 

BPN 

Berbeda dengan tanah bekas HGU perkebunan negara yang memer-

lukan ijin pelepasan aset dari kementerian BUMN, untuk perke-

bunan swasta prosesnya tidaklah demikian. Melalui mekanisme 

yang berlangsung dalam kebijakan alokasi tanah bekas HGU PT. 

London Sumatera untuk Perluasan Kota Perdagangan, Simalungun, 

ini akan tampak seberapa jauh dan kuatnya kewenangan BPN 

sebagai pemegang otoritas Hak Menguasai Negara.  

 

1. Mekanisme Pengalokasian Tanah 

Pada tanggal 25 November 1996, bupati Simalungun, Drs. Djabanten 

Damanik mengajukan permohonan pembebasan tanah HGU PT. 
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London Sumatera (PT. Lonsum) yang berlokasi di perkebunan Bah 

Lias. Pembebasan lahan itu untuk pengembangan kota kecil 

Perdagangan menjadi kota administrasi dan selanjutnya menjadi 

kotamadya. Hal ini sesuai dengan Perda Simalungun No. 7 Tahun 

1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang  Kota yang menyatakan 

bahwa Perdagangan harus diproyeksikan terjadi perluasan wilayah 

tahun 1994-2014. Dalam RTURK tersebut, perluasan perkotaan itu 

termasuk mengenai tanah PT Lonsum di perkebunan Bah Lias 

seluas 200 hektar. Oleh karena itu diperlukan pelepasan tanah oleh 

pihak swasta yang bersangkutan.  

Sementara itu masa HGU PT. Lonsum akan berakhir pada 

tanggal 13 Desember 1998. Berkaitan dengan ini, bupati Simalungun 

menyurati Kakanwil BPN Sumatera Selatan tertanggal 26 Maret 1997 

untuk memohon pembebasan lahan tersebut di atas. Menyikapi 

akan berakhirnya masa HGU PT. Lonsum yang diajukan perpan-

jangan haknya, serta menerima permohonan pembebasan lahan ini, 

maka Kakanwil BPN Sumatera Utara pada tanggal 25 April 1997 

menyusun laporan Konstatasi. Dalam laporan ini disebutkan bahwa 

PT. Lonsum menerima HGU sejak 7 Aaustus 1984, dengan kondisi di 

wilayah Bah Lias yang semula peruntukannya adalah untuk 

tanaman karet dan telah berubah menjadi tanaman kelapa sawit 

dan coklat pada tahun 1991 melalui ijin konversi Dirjen Perkebunan 

No. HK. 350/EA.118/02.91. Keberadaan tanah saat ini dijadikan ja-

minan hutang atau dihipotikkan. Dari areal luas  4.052,16 ha, seluas 

+ 200 ha yang saat itu penggunaannya adalah untuk perkebunan 

karet, tidak lagi sesuai dengan Tata Ruang Kota Perdagangan.   

Laporan konstatasi itu menyimpulkan bawa pengajuan perpan-

jangan hak dapat dikabulkan untuk 25 tahun sejak tanggal ber-

akhirnya HGU dengan ketentuan areal + 200 ha yang tidak sesuai 

dengan RTR Kecamatan Bandar yang akan diproyeksikan menjadi 

wilayah perluasan kota Perdagangan, “disarankan untuk diberikan 

dnegan Hak pakai bersyarat atau Hak Guna Usaha bersyarat 

(penekanan ditambahkan)”. Apabila pembangunan sesuai RTRK 

tersebut akan dijalankan maka “penerima hak diberikan untuk 

menyesuaikan penggunaan tanahnya sesuai dengan arahan RTRK 

Perdagangan tersebut”. Penerima hak juga diwajibkan melepaskan 
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tanah jika pihak ketiga (dalam hal ini Pemda Simalungun) bersedia 

membangun sesuai dengan RTRK yang ada. Kakanwil melaporkan 

hasil konstatasi ini untuk dimohonkan perpanjangan HGU PT. 

Lonsum tersebut kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI, 

pada tanggal 29 April 1997.  

Pada tanggal 10 Juli 1997 Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 

RI memutuskan memperpanjang masa HGU PT. Lonsum seluas 

4.052,16 ha dengan kewajiban (sebagaimana dalam bagian Memu-

tuskan, klausul f, SK. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 

64/HGU/BPN/97),  dan “pemegang HGU diwajibkan melepaskan 

sebagian areal tanah perkebunan tersebut (seluas + 200 ha) dan atau 

diberi prioritas untuk menyesuaikan penggunaan tanahnya, sesuai 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku” (dengan pene-

kanan ditambahkan penulis). Setelah perpanjangan hak, HGU ini  

dapat diperbaharui dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.  

Laporan Konstatasi Kanwil BPN Sumatera Utara dan Surat 

Keputusan perpanjangan hak dari Menteri Negara Agraria/Kepala 

BPN RI ini menarik untuk dianalisa. Perpanjangan hak diberikan 

utuh seluas 4.052,16 ha tersebut. Namun, pemegang hak ini 

diwajibkan melepas + 200 ha jika ada kepentingan lain (lihat model 

1). Di sini muncul pemahaman bahwa tanah seluas 4.052,16 ha 

(lengkap) ini prioritasnya jatuh ke pihak pemegang HGU lama. Jika 

ada kepentingan lain yang prioritas, maka menjadi urusan 

pemegang hak (perusahaan) dengan pihak lain tersebut. Jadi, 

keputusan BPN atas tanah ini bukan terlebih dahulu menyatakan 

bahwa tanah yang telah habis masa HGU-nya itu adalah tanah 

negara, lalu dengan otoritas HMN-nya ini BPN memberikan hak-

nya (kembali) kepada perusahaan (HGU), dan memberikan hak-nya 

yang lain (baru) kepada  pemerintah daerah (Hak Pakai) (lihat 

model 2). Berbeda dengan model 1 yang dipilih oleh BPN , pada 

model 2 ini sebetulnya justru akan tampak hadirnya kewenangan 

BPN sebagai pemilik otoritas pertanahan (HMN) yang bisa 

berhadapan langsung dengan pihak-pihak/subyek hak atas tanah.  
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Tabel 13: Ragaan Model Pemberian Hak atas Tanah 

Model 1 Model  2 

SK Ka. 

BPN 

PT. Lonsum Pemda 

Simalungun 

SK Ka. BPN PT. Lonsum Pemda 

Simalungun 

4.052,16 

ha  

(HMN) 

4.052,16 ha 

(HGU, 

prioritas) 

200 ha 

(Hak Pakai) 

4.052,16 ha  

(HMN) 

 

3.852,16 ha 

(HGU) 

200 

(Hak Pakai, 

prioritas) 

 

 

Maka yang terjadi selanjutnya adalah tindakan hukum atas 

tanah yang sama sekali tidak melibatkan BPN. Dilakukan serah 

terima tanah seluas 200 ha oleh G.E.M Brown, Presiden Direktur 

(Pihak I) kepada Drs. Djabanten Damanik, Bupati Simalungun 

(Pihak II). BPN hanya dilibatkan sebagai pelaksana pengukuran 

(kadastral) atas wilayah 200 ha tersebut. Pihak I menyerahkan 

tanah tersebut kepada Pihak II untuk perluasan kota Perdagangan, 

dan sepanjang belum dilakukan pembangunan, maka perusahaan 

masih berhak mengambil hasil sawit yang ada di tanah tersebut 

(lihat Berita Acara Serah terima, tertanggal 15-01-1998).  

Tidak jelas hak atas tanah apa yang kemudian dimiliki oleh 

Pemda Simalungun ini.. Pada gilirannya Pemda berdasarkan dari 

DPRD Simalungun (lihat SK DPRD Simalungun No. 03/DPRD/2000, 

tertanggal 26 Februari 2000) melakukan pengembangan kota 

perdagangan dengan mengalokasikan tanah 200 ha yang disebut 

menjadi “aset pemerintah daerah” tersebut untuk dilepaskan kepada 

beberapa pihak dengan peruntukan berikut.  

 

Tabel 14: Peruntukan Tanah 200 ha bekas HGU PT. Lonsum 

No Peruntukan Tanah (ha) 

1 Kepentingan Umum   130,18 ha 

 a. Perumahan/real-estate 57 ha  

 b. Pemukiman/rumah ibadah 46,18  

 c. Perkantoran/jasa/Rumah Sakit 5,22  

 d. Pendidikan 9,92  

 e. Indistri 11,86  

2 Pemakaman 2 
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3 Redistribusi kepada warga “kelompok 

Barajabat”  

50  

4 Jalan   

 Total  200 

 

Pihak swasta (developer) yang melakukan pembangunan peru-

mahan harus mendapatkan persetujuan prinsip lokasi dari peme-

rintah daerah dan diwajibkan membayar “biaya kontribusi tanah” 

kepada pemerintah daerah yang perolehan tersebut dicatat oleh 

dinas pendapatan kabupaten. Seperti persetujuan Bupati Sima-

lungun yang diberikan kepada Direktur PT. Martua Jaya Perkasa 

yang akan membangun perumahan seluas 96.350 m2 dengan kewa-

jiban membayar Rp. 48.000.000 (Rp. 500/meter) (Surat Bupati No. 

503/2598/K-PPT/2011, tentang Persetujuan Prinsip Lokasi Pem-

bangunan Perumahan di Perdagangan, tanggal 27 Mei 2011).  

Demikian pula kepada warga penerima redistribusi tanah akan 

dikenai biaya “retribusi” oleh pemerintah daerah. Setiap rumah 

tangga kira-kira membayar uang retribusi (kontribusi) sekitar Rp. 

450.000. untuk tanah yang diterima seluas 300 m2. Luasan tanah 

yang dimiliki masyarakat inilah yang kemudian oleh Kantor Perta-

nahan Kabupaten Simalungun ditetapkan sebagai sasaran obyek 

pendaftaran tanah (sertipikasi) melalui kebijakan Prona dengan 

target 200 bidang tanah. 

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan prioritisasi tanah berlang-

sung melalui kebijakan pemerintah daerah yang menetapkan luasan 

tanah bekas HGU tersebut mengikuti keputusan tentang Rencanan 

Tata Ruang. Tata Ruang menjadi unsur yang menentukan perun-

tukan tanah dan pelepasan hak atas tanah. Mekanisme perpan-

jangan masa HGU oleh BPN mengikuti prinsip hak prioritas yang 

ada pada pemegang hak semula, meskipun terdapat prioritas 

peruntukan dan hak bagi pihak lain. Pelepasan hak berlangsung 

antara pihak pemegang hak lama dengan calon pemegang hak baru. 

Dalam posisi seperti itu, BPN melepaskan diri dari otoritasnya 

sebagai pemegang Hak Menguasai Negara (Politik Pertanahan), dan 

hanya memfungsikan dirinya sebagai pelaksana penguukuran dan 

pendaftaran (Administrasi Pertanahan). BPN sebagai perumus dan 

pelaksana politik agraria absen dalam kebijakan tanah pasca-HGU 
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semacam ini. Dengan posisi saat ini sebagai kementerian, maka 

tidak tepat jika Kementerian ATR/BPN hanya akan menjadi pelak-

sana administrasi pertanahan.  

 

F. Kesimpulan 

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai problematika 

pelepasan eks-HGU PTPN II dan PTPN III (perusahaan BUMN) dan 

prioritisasi pemberian hak berikutnya, serta proses pelepasan tanah 

bekas HGU PT. London Sumatera serta kebijakan prioritas dalam 

alokasi tanah tersebut.  

1. Dalam kasus eks-PTPN II, secara singkat dapat kami simpulkan 

bahwa:  

a. Meskipun tanah seluas masih 5.873,06 ha eks-HGU PTPN II 

yang tersebar di berbagai kabupaten ini telah dikuasai dan 

diorientasikan untuk berbagai peruntukan (garapan masyara-

kat lama dan pendatang, penyesuaian dengan RTRW non-

pertanian, perumahan pensiunan karyawan, masyarakat Me-

layu, dan pengembangan USU), hal demikian belum dapat 

dilaksanakan sebab secara formal belum ada ijin pelepasan 

aset dari menteri BUMN.   

b. Keberadaan itu menempatkan posisi BPN sebagai pihak yang 

tidak memiliki kuasa, meskipun secara formal memegang 

prinsip Hak Menguasai Negara. Tanah bekas HGU PTPN 

tidak dengan sendirinya dapat menjadi tanah negara, namun 

dianggap sebagai aset pemerintah daerah, yang peruntukan 

berikutnya (termasuk pelepasannya) sangat tergantung pada 

kementerian BUMN. BPN hanya (memilih) menempati posisi 

sebagai pelaksana administrasi [ertanahan dengan mengelu-

arkan SK HGU atas tanah PTPN tersebut.  

c. Kebijakan prioritas pemberian hak belum diberikan kepada 

berbagai pihak pengguna tanah yang ada. Prioritisasi itu 

sangat tergantung pada kebijakan pelepasan aset serta kebi-

jakan tata ruang pemerintah daerah propinsi.  

2. Dari kasus II yakni Eks-HGU PTPN III, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut.  
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a. Bahwa  kebijakan prioritisasi atas tanah bekas HGU PTPN III 

dapat diberikan kepada masyarakat penggarap karena sudah 

ada penggarapan secara fisik dalam jangka waktu yang cukup 

lama (mulai tahun 1942) sehingga telah melahirkan hak milik 

atas tanah menurut UUPA 1960. Pemerintah juga memberi 

dukungan nyata. Dibentuk suatu pemerintahan desa/kelu-

rahan serta pemerintah membangun berbagai fasilitas sosial 

pada areal tersebut. Beberapa permukiman baru telah terben-

tuk karena adanya ijin dari pemerintah memberikan hak 

kepada para okupan atas tanah bekas perkebunan Simbolon. 

Fakta ini menunjukkan bahwa penetapan hukum yang dila-

kukan pemerintah tersebut menyesuaikan keadaannya 

dengan kenyataan penggunaan tanah baru untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Dapat dikatakan menguatnya hak 

atas tanah bagi masyarakat penggarap. 

b. Penghapusan Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) 

wilayah Kebun Bangun menggunakan Ketentuan UU Nomor 

86 Tahun 1958 jo. PP 19 Tahun 1959. Aturan ini menegaskan 

bahwa bekas hak konsesi adalah hapus demi hukum. Maka 

tidak ada kesulitan untuk memprioritaskan bekas hak ini 

kepada pihak lain.  

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah/Kota (RUTRW) Peme-

rintah Daerah Tingkat II Kotamadya Pematangsiantar dan 

Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun tahun 

1987 sangat menentukan nasib bekas tanah seluas 700 hektar 

(di Pematang Siantar) dan seluas 895,8 (di Simalungun). 

Dengan penetuan RUTRW ini maka Pendaftaran dan pener-

bitan Sertipikat HGU No.1/Talun Kondot yang dilakukan pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun mengandung ca-

cat administrasi.  

3. Dalam kasus eks-HGU Pt. Lonsum seluas 200 ha, dapat kami 

simpulkan sebagai berikut:  

a. Kebijakan prioritisasi tanah berlangsung melalui kebijakan 

pemerintah daerah yang menetapkan luasan tanah bekas 

HGU tersebut mengikuti keputusan tentang Rencanan Tata 

Ruang.  
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b. Tata Ruang menjadi unsur yang menentukan peruntukan 

tanah dan pelepasan hak atas tanah.  

c. Mekanisme perpanjangan masa HGU oleh BPN mengikuti 

prinsip hak prioritas yang ada pada pemegang hak semula, 

meskipun terdapat prioritas peruntukan dan hak bagi pihak 

lain. Pelepasan hak berlangsung antara pihak pemegang hak 

lama dengan calon pemegang hak baru.  

d. Dalam posisi seperti itu, BPN melepaskan diri dari otoritasnya 

sebagai pemegang Hak Menguasai Negara (Politik Perta-

nahan), dan hanya memfungsikan dirinya sebagai pelaksana 

pengukuran dan pendaftaran (Administrasi Pertanahan). BPN 

sebagai perumus dan pelaksana politik agraria absen dalam 

kebijakan tanah pasca-HGU semacam ini.  

e. Kebijakan prioritas yang diambil oleh BPN RI mengikuti arah 

kebijakan pemerintah daerah yang merencanakan tanah 

bekas perkebunan tersebut sebagai kawasan perluasan kota. 

Ketiga contoh kasus menunjukkan bahwa saat ini BPN hanya 

(memilih) posisi dengan menempatkan diri sebagai pelaksana admi-

nistrasi pertanahan. Dengan posisi saat ini sebagai kementerian, 

maka tidak tepat jika Kementerian ATR/BPN hanya berlaku demi-

kian. Sebagai pemegang Hak Menguasai Negara dan pelaksana dari 

kebijakan pengaturan  tanah (kuasa) negara, termasuk tanah untuk 

diberikan haknya sebagai hak Hak Guna Usaha dan Hak Pakai, 

maka Kementerian ATR/BPN harus berani dan berdaulat dalam 

mengelola tanah-tanah bekas HGU tersebut, sebagai wujud dari 

perumus dan pelaksana politik agraria Indonesia.  

Salah satu unsur penting yang berperan dari pengalaman tiga 

kasus di atas adalah keberadaan Perencanaan Tata Ruang. Ini men-

jadi wujud dari keberadaan pelaksanaan politik agraria, yang 

mengatur kemana arah bidang dan ruang wilayah Indonesia akan 

diperuntukkan dan bagi siapa tanah tersebut diberikan haknya. Di 

sinilah tepat bahwa lembaga pertanahan saat ini telah menjadi 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI, yang bukan hanya 

mengadministrasi bidang tanah, namnun mengatur ruang dan ben-

tang alam Indonesia. Dari pengalaman tiga kasus di atas, kita bisa 

belajar bahwa perumusan tata ruang itu dibangun dari bawah 
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(bottom up). Struktur Kementerian ATR/BPN yang menempatkan 

urusan tata ruang hanya ada di pusat (Direktorat Jenderal Ruang), 

perlu ditinjau ulang. Dalam struktur Kementerian ATR/BPN RI, 

penataan ruang harus ada di berbagai kabupaten/provinsi di 

Indonesia.  
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A. Latar Belakang 

Negara dan korporasi memiliki porsi penguasaan tanah yang lebih 

dominan dan formal, dibanding dengan porsi penguasaan tanah oleh 

mayoritas masyarakat di perdesaan.1 Di sektor kehutanan, luas hutan 

yang ditunjuk mencapai 136,4 juta hektar atau 69 persen dari total 

luas wilayah Indonesia. Ketimpangan penguasaan atas tanah yang 

saling terkait dengan pertentangan hukum dapat menjadi akar utama 

konflik sumberdaya agraria. Disatu sisi, masyarakat mempertahan-

kan fakta pengelolaan (tata kelola secara fisik) atas tanah secara 

turun temurun dan bersifat informal, sementara perusahaan atau 

kehutanan datang dengan sistem aturan formal yang mengklain 

mempunyai penguasaan (tata kuasa) atas hutan yang sama. Adanya 

perbedaan cara pandang dimaksud, perlu pengakuan yang mengarah 

pada kepastian penguasaan yang dianggap resmi atau formal. 

Perbedaan cara pandang penguasaan tanah (dan hutan) secara 

formal dan yang informal mulanya tidak nampak, namun tiba-tiba 

mencuat kepermukaan. HuMa mencatat sampai Tahun 2012 di 

Kalimantan Tengah terdapat 67 kasus (254.671 hektar) memendam 

masalah klaim atas sumberdaya alam dan agraria, yang 10% klaim di 

sektor kehutanan.2  Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2007 

                                                           
1 Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria, menyebut sekitar 64,2 juta 

hektar (33,7 %) tanah di Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan di 
sektor kehutanan, pertambangan gas, mineral dan batubara melalui ijin-ijin 
konsesi. 

2 Widiyanto, dalam Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN, No. 37 
Tahun 12, April 2013, Yogyakarta, hal. 17. 
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dan 2009, terdapat 31.957 desa yang teridentifikasi berada di sekitar 

dan dalam kawasan hutan masih menunggu proses kejelasan status. 

Ini mengindikasikan, terdapat masalah klaim penguasaan (penun-

jukan) hutan secara sepihak oleh negara (otoritas Kehutanan)3 pada 

tanah-tanah yang semula dikuasai komunitas lokal secara individu 

atau komunal. 

Hal menarik selanjutnya adalah bahwa proporsi kawasan hutan 

di Kalimantan Tengah terus berubah dari waktu ke waktu. 

Kecenderungan penurunan proporsi kawasan hutan, dan sebaliknya 

proporsi kawasan non-hutan menjadi semakin besar, dapat ditafsir-

kan karena secara bertahap terjadi pelepasan penguasaan dan 

pemanfaatan tanah kepada perusahaan, masyarakat atau Pemerintah 

Daerah mendasarkan pada fakta lapangan bahwa sebenarnya sejak 

berdirinya provinsi ini, kawasan non hutan bukan hanya 0,52%, 

namun lebih dari itu (menyesuaikan dengan penggunaan tanah 

eksisting). Hal ini mengindikasikan telah terjadi kekeliruan otoritas 

kehutanan dalam penunjukan kawasan hutan melalui TGHK 1982. 

Sampai saat ini belum ada pencabutan TGHK 1982 dan masih 

digunakan oleh otoritas Kehutanan sebagai dasar untuk menentukan 

kawasan hutan di Kalimantan Tengah. Bahkan dengan adanya 

Undang-undang Penataan Ruang, TGHK 1982 masih tetap diberla-

kukan karena belum dilakukan pemaduserasian.4 Apalagi otoritas 

                                                           
3 Hasil penelitian Guntur, dkk., “Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan 

Tanah dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, dalam Problem 
Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria-Pertanahan, 
Monografi Hasil Penelitian Sistematis STPN Tahun 2015, hal. 219-220, diketahui 
bahwa keberadaan Provinsi Kalimantan Tengah secara yuridis berdasar Undang-
undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1958, namun dari total wilayah seluas 15.380.000 hektar hampir seluruhnya (yaitu 
99,48 %) secara sepihak diklaim sebagai kawasan hutan berdasar Keputusan 
Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/Um/10/1982 tentang Penunjukkan Areal 
Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah atau Tata Guna 
Hutan Kesepakatan (TGHK) 1982. 

4 Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 404/Menhut-II/2003, menyatakan 
bahwa bagi setiap provinsi yang belum ada Keputusan Menteri Kehutanan 
tentang penunjukan kembali atas kawasan hutan yang didasarkan pada hasil 
pemaduserasian antara RTRWP dengan TGHK, maka kawasan hutan pada 
provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan 
tentang TGHK. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No: P. 50/Menhut-
II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, bagian 
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Kehutanan dapat menafsirkan secara sepihak bahwa penunjukan 

kawasan hutan mempunyai kepastian hukum yang sama dengan 

penetapan kawasan hutan.5 Penafsiran tersebut dipertegas dalam 

Surat Menteri Kehutanan Nomor S.426/Menhut-VII/2006, Perihal 

Penjelasan Menteri Kehutanan tentang status Kawasan Hutan antara 

lain ditentukan bahwa: a) Wilayah-wilayah tertentu yang telah 

ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dan 

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap adalah secara 

legal sudah merupakan kawasan hutan. b) Meskipun kawasan 

tersebut belum ditata batas, namun pemanfaatan dan penggunaan di 

atas kawasan tersebut sudah mempunyai akibat hukum yang terikat 

dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Itu sebabnya, dalam kerangka menjalankan amanat Tap MPR 

Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan 

Sumber Daya Alam perlu kebijakan pengakuan hukum yang berujung 

pada keadilan dan memberikan kepastian penguasaan tanah-tanah 

adat kepada kelompok masayakat yang lemah patut untuk menjadi 

pengarusutamaan saat ini. Guna penataan penguasaan dan peman-

faatan tanah yang adil dan berkelanjutan sebagai basis penguatan 

ekonomi rakyat, perlu kemauan politik yang sungguh-sungguh, 

konsisten dan jaminan perlindungan hukum atas ruang hidup masya-

rakat Dayak di Kalimantan Tengah yang nyata. Sesungguhnya, secara 

konstitusional eksistensi masyarakat hukum adat beserta tanah 

adatnya (dan hak ulayat) diakui dan dilindungi berdasar UUD 1945, 

                                                           
menimbang huruf f dinyatakan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah belum 
dilakukan paduserasi. 

5Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, menyatakan bahwa kawasan hutan adalah 
wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau (cetak miring oleh peneliti) ditetapkan 
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 
Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat 3 UU tersebut dinyatakan bahwa penetapan status 
hutan dilakukan oleh pemerintah.Pemerintah yang dimaksud di sini adalah 
pemerintah pusat (Pasal 1 angka 14 UU Kehutanan). Dalam Peraturan Peme-
rintah Nomor 44/2004 tentang Perencanan Kehutanan pada Pasal 15 dinyatakan 
bahwa pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri (dalam hal ini 
Menteri Kehutanan). Dengan ketentuan ini maka kewenangan penetapan 
kawasan hutan hanya berada ditangan Menteri Kehutanan, bukan ditangan 
pemerintah (pusat). 
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TAP MPR No. IX/MPR/2001, UUPA, UU No. 39 Tahun 19996, maupun 

beberapa daerah telah diterbitkan peraturan-peraturan daerah.  

Hubungan antara masyarakat adat dengan tanahnya merupakan 

pembahasan yang telah ada sejak dahulu, sehingga Pemerintah harus 

melakukan identifikasi terhadap tanah-tanah yang secara tradisional 

telah dikuasai oleh masyarakat adat dan menjamin perlindungannya 

secara efektif. Dalam hukum adat Indonesia, dikenal dua jenis hak 

yaitu hak persekutuan7 (sering disebut hak ulayat) dan hak 

perorangan atas tanah. Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan 

bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 

undang-undang”. TAP MPR No. IX/MPR/2001 juga mengakui, 

menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan 

keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya 

alam. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak 

ulayatnya juga diatur dalam Pasal 3 UUPA8. Menindaklanjuti Pasal 3 

UUPA, selanjutnya terbit PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 tentang 

Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum 

Adat. Berdasarkan kebijakan tersebut, telah terbit peraturan-

peraturan daerah yang mengatur masalah keberadaan hak ulayat 

seperti di Kabupaten Kampar (Provinsi Riau), Provinsi Bali, Provinsi 

                                                           
6 Dalam Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur 

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat yang berbunyi sebagai 
berikut: (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan 
kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi 
oleh hukum masyarakat, dan Pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat 
hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan 
perkembangan zaman. 

7 Van Vollenhoven menamakan hak persekutuan hukum ini “beschikking-
recht”, sedang Djojodigoeno menyebutnya dengan hak purba serta Soepomo 
menyebut hak pertuanan. 

8 Pasal 3 UUPA menentukan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-
ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa 
itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya 
masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional 
dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh berten-
tangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”. 
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Sumatera Barat, Kabupaten Lebak (Provinsi Banten), Kabupaten 

Tana Toraja (Provinsi Sulawesi Selatan), serta Kabupaten Nunukan 

dan Kabupaten Luwu Utara (Kalimantan Timur).9 

Provinsi Kalimantan Tengah telah mengakui, menghormati dan 

menghargai keberadaan hak-hak masyarakat adat Dayak seperti 

tanah adat maupun hak-hak adat di atas tanah baik dimiliki oleh 

perorangan atau milik bersama (sejajar dengan hak ulayat)10. Upaya 

Pemerintah Daerah mengakui dan menghargai keberadaan tanah-

tanah adat yang dimiliki oleh perorangan atau milik bersama (hak 

ulayat) dilakukan melalui Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 

16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan 

Tengah, yang ditindak-lanjuti dengan Peraturan Gubernur Kaliman-

tan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 dan diubah dengan Peraturan 

Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012. Dalam peraturan 

dimaksud, penghargaan dan pengakuan terhadap keberadaan tanah 

adat dan hak-hak adat di atas tanah dilakukan dengan pembuatan 

Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) oleh Damang Kepala Adat. 

SKTA dapat digunakan sebagai dasar (alas hak) atau petunjuk 

kepemilikan dan penguasaan tanah menurut hukum adat, sebagai 

dasar dalam pendaftaran tanah oleh otoritas pertanahan, melalui 

penegasan hak atau pengakuan hak. Hanya saja, dalam realitasnya 

SKTA dimaksud belum dapat digunakan dalam proses pensertipi-

katan tanah, karena untuk memastikan keberadaan tanah adat 

(perwatasan) yang dimiliki oleh individu harus dibuktikan dengan 

dokumen-dokumen tertulis atau pembukaan hutannya sebelum 

tahun 1960.11 

Saat ini, secara nasional pengaturan teknis pengakuan tanah-

tanah adat yang berada pada kawasan hutan didasarkan pada 

                                                           
9 Lihat Julius Sembiring, dkk, 2008, Pengaturan Hak Ulayat di Kabupaten 

Kampar Provinsi Riau, Suatu Tinjauan terhadap Eksistensi Peraturan Daerah 
Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, Laporan 
Hasil Penelitian (strategis) Dosen, hal. 3. 

10 Lihat Pasal 38 jo Pasal 1 butir 19 sampai dengan 20 Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 

11 Hasil wawancara dengan staf Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, 
tanggal 10 Juni 2015. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan ditindaklan-

juti dengan Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Men-

teri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN 

(sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN) Nomor 

79/2014, Nomor PB3/Menhut-II/2014, No. 17/PRT/M/2014, No. 

8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah 

yang Berada di Dalam Kawasan Hutan (selanjutnya disebut Perber 4 

Menteri), serta pengakuan hak ulayat (yang dipersamakan dengan 

hak komunal12) dilakukan melalui Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum 

Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Terbuka 

pendaftaran tanah hutan adat13 melalui Perber 4 Menteri. Peraturan 

bersama ini merupakan kesempatan baru terhadap pengakuan dan 

pendaftaran penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat 

(perorangan maupun komunal) di dalam kawasan hutan. Kebijakan 

ini merupakan langkah maju, sebab memungkinkan pendaftaran hak 

atas tanah (privat dan adat) di wilayah kehutanan yang semula 

dipahami sebagai hutan negara. 

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa tanah milik indivi-

du dan komunal masyarakat Dayak pada kawasan hutan di Kaliman-

tan Tengah diakui, namun secara teknis-operasional pengakuan 

hukum terhadap penguasaan tanah oleh otoritas pertanahan yang 

diawali dengan Program IP4T pada kawasan hutan Tahun 2015. 

Persoalan mendasar di Kalimatan Tengah dalam rangka pemulihan 

hak masyarakat adat adalah sulitnya pengajuan pelepasan kawasan 

hutan yang diklaim oleh negara melalui TGHK 1982, serta perubahan-

perubahan peraturan daerah turut pula  menjadi kendala. Untuk itu, 

penting dilakukan penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal 

sebagai berikut: 

                                                           
12 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 peraturan ini, yang dimaksud dengan hak 

komunal atas tanah adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat 
hukum adat atau hak bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat 
yang berada pada kawasan hutan atau perkebunan. 

13 Guntur, I Gusti Nyoman, Dyah Ayu Widowati, dan Ahmad Nashih Luthfi, 
2014, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di 
Kawasan Hutan Adat, Laporan Penelitian Sistematis, STPN, Yogyakarta. 
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1. Bagaimanakah kebijakan Pemda Kalteng dalam mengatur tata 

ruang terkait adanya klaim otoritas kehutanan selama ini?  

2. Bagaimanakah realisasi kebijakan pengakuan penguasaan tanah 

pada kawasan hutan masyarakat adat (Dayak) berdasar Perber 4 

Menteri dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 

2015? 

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dinamika revisi 

proporsi kawasan hutan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kaliman-

tan Tengah yang secara bertahap mengurangi proporsi luas kawasan 

hutan melalui penataan ruang, serta untuk mengetahui tindaklanjut 

pelaksanaan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah masyarakat 

adat Dayak oleh otoritas pertanahan. Dengan adanya penelitian ini, 

diharapkan bermanfaat untuk memberikan pengayaan studi di 

bidang pengakuan hukum terhadap tanah adat pada kawasan hutan, 

serta untuk rekomendasi bentuk terbaik pengakuan dan perlin-

dungan hukum penguasaan atas tanah masyarakat adat di kawasan 

hutan serta proses pendaftaran haknya oleh otoritas pertanahan. 

  

B. Carut Marut Pengaturan (Tata) Ruang di Kalimantan 

Tengah 

Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah mengalami proses 

penghilangan hak (kuasa) atas wilayahnya, sejak klaim negara 

melalui TGHK 1982. Klaim negara dalam TGHK meyebutkan bahwa 

luas kawasan hutan di Kalimantan Tengah mencapai lebih dari 90%. 

Terhadap kondisi tersebut, secara sporadis masyarakat adat mulai 

menggugat. Tahun 2012, merupakan tahun yang bersejarah bagi 

Masyarakat Hukum Adat karena adanya putusan Mahkamah Konsti-

tusi (MK) No. 35 mengenai hutan adat adalah bukan hutan negara. 

Hutan adat merupakan hutan masyarakat hukum adat. Putusan MK 

35 ini menjadi terobosan penting karena negara kemudian “meralat” 

kekeliruan selama ini yaitu klaim sepihak dengan melakukan 

pengukuhan wilayah masyarakat adat menjadi kawasan hutan 

negara.  

Ada banyak upaya proses pemulihan hak masyarakat adat pasca 

Putusan MK 35 ini, meski sangat lamban. Tahun 2014, diseleng-

garakan inkuiri nasional Komnas HAM tentang hak masyarakat adat 
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di dalam kawasan hutan. Inkuiri adalah proses penyelidikan, 

penelusuran, penelitian soal pelanggaran HAM masa lalu melalui 

proses pendidikan dan melibatkan masyarakat. Inkuiri ternyata 

cukup memberikan efek “kejut” bagi Pemerintah, baik Pemda 

maupun Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

hingga korporasi. Tahun ini pula, muncul Perber 4 Menteri yang 

bermaksud memberi peluang proses pemulihan hak-hak masyarakat 

adat di kawasan hutan.  Berbagai proses pengakuan hak atas 

masyarakat adat pasca Putusan MK 35 mulai banyak dilakukan, meski 

besar pula hambatannya. Salah satu proses pengakuan atas hak 

masyarakat adat Dayak tersebut dilakukan di Kalimantan Tengah 

melalui program IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggu-

naan, dan Pemanfaatan Tanah).  

Tulisan di bawah ini akan memaparkan bagaimana pola 

penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat adat Dayak 

yang pelan-pelan mengalami pereduksian akibat dari kebijakan tata 

ruang yang carut marut.  

 

1. Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah oleh Masyarakat 

Adat Dayak  

Dalam catatan etnografis Tjilik Riwut, masyarakat adat Dayak 

memiliki alam yang kaya (hasil hutan dan sungai) dan mudah 

didapatkan. Untuk kebutuhan papan, masyarakat tinggal menebang 

kayu, serta untuk mendapatkan makanan, masyarakat mengambil 

secara langsung berbagai hasil bumi seperti madu, rotan, kayu, atau 

mengambil ikan di sungai.  Tidak hanya mengambil manfaat, tanah 

bagi masyarakat Dayak merupakan identitas kesukuan yang salah 

satunya adalah dengan membangun kehidupan sosio-budaya.  

“Mendirikan kampung tidak tergantung kepada hubungan lalu 

lintas, hanya tergantung pada kesuburan tanah sekitarnya, ataupun 

kelebatan/kesuburan rimba-rimba, dimana banyak terdapat hasil 

hutan. Apabila keadaan tanah sudah mulai habis, maka kampung 

tersebut akan ditinggalkan dan orangnya pindah ke tempat lain. 

Sehingga di Kalimantan banyak ditemukan kampung-kampung, ada 

kampung baru dan ada pula kampung lama. Itulah sebabnya kadang-

kadang dalam hutann kita sering menemukan kebun durian, kelapa, 



60    IGN Guntur, Arief Syaifullah, Anna Mariana 

pinang. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan 

bekas kampung (namanya dokoh, laman)” (Riwut:2007[cet.2], 342-

343). 

Catatan Tjilik Riwut di atas menunjukkan bahwa pola 

penguasaan hutan (dan tanah) oleh masyarakat adat Dayak 

Kalimantan tidak hanya untuk berladang atau mengambil 

pemanfaatan hasil dari tanah, namun juga membangun satu unit 

sosial budaya yang kompleks, misalnya proses pembangunan sebuah 

kampung. Kampung Dayak bermula dari penguasaan atas wilayah 

hutan, dan membangun adat istiadat terkait penguasaannya 

tersebut. Dalam melangsungkan dan mempertahankan kehidupan, 

masyarakat adat Dayak tidak dapat dipisahkan dengan hutan. Hutan 

juga merupakan sebuah kawasan ekosistem dan menjadi kawasan 

habitatnya secara turun temurun. Kawasan hutan yang dikuasai 

secara de facto dimanfaatkan sebagai sumber-sumber kehidupan 

pokok. Kegiatan sosial ekonomi masyarakat adat Dayak meliputi 

mengumpulkan hasil hutan, berburu, menangkap ikan, perkebunan 

rakyat seperti kopi, lada, karet, kelapa, buah-buah serta kegiatan 

berladang. Kegiatan perekonomiannya (masih bersifat subsistensi) 

yang pokok berupa berladang sebagai usaha untuk menyediakan 

kebutuhan beras dan perkebunan rakyat sebagai sumber uang tunai 

yang dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang 

lain. 

Hubungan antara masyarakat adat Dayak dengan hutan berupa 

penguasaan tanah merupakan hubungan timbal balik. Di satu pihak 

alam memberikan kemungkinan-kemungkinan bagi perkembangan 

budaya, di lain pihak masyarakat adat Dayak senantiasa mengubah 

wajah hutan sesuai dengan pola budaya yang dianut. Bentuk 

penguasaan tanah ini melahirkan tradisi perladangan, sebagai salah 

satu ciri pokok kebudayaan Dayak merupakan mata pencaharian 

utama. Dalam setiap aktivitas berladang ini, selalu didahului dengan 

mencari tanah sebagai lokasi ladang, tidak bertindak secara 

serampangan, tidak pernah berani merusak hutan secara intensif, 

karena hutan, bumi, sungai, dan seluruh lingkungannya adalah 

bagian dari hidup sebagai ekosistem. 
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Menurut Guntur, dkk.14, bentuk hukum hak-hak penguasaan 

tanah oleh masyarakat adat yang masih ada dan berkembang dalam 

masyarakat yang secara formal dikenal dengan ”hak ulayat”,  namun 

dalam beberapa hasil penelitian digunakan istilah yang berbeda-

beda. Widjono15 mengklasifikasikan hutan berdasarkan fugsinya 

yaitu: Talutn Luatn, Simpukng Brahatn, Simpukng Ramuuq, 

Simpukng Umpaq Tautn, Simpukng Dukuh, dan Simpukng Munan. 

Tias Vidawati menemukan jenis-jenis tanah adat pada masyarakat 

suku Dayak Tobak yang merupakan milik perseorangan, keluarga 

dan persekutuan yaitu: Tanah Wakaf, Tanah Tembawang, Rimba, 

Meh/huma/ladang munggu, dan Jamin. Agustin Teras Narang 

menyatakan jenis-jenis hak adat suku Dayak di atas tanah meliputi: 

Tajahan Antang, Petak Kaleka, Petak Keramat, Petak Rutas, Sepan 

Pahewan dan Pukung Himba. Disamping itu, terdapat istilah (lokal) 

lainnya dalam pemanfaatan tanah masyarakat seperti: Eka Malan 

manan Satiar, Kaleka, Pahewan/Tajahan, Sepan, serta situs-situs 

budaya seperti Sandung, Pantar, dan Sapundu. Hanya saja batas-batas 

wilayah adat dapat berupa tanaman yang tumbuh di atasnya, tanda-

tanda alam seperti anak sungai dan bukit, pernyataan para saksi atau 

surat-surat pendukung, maupun surat penetapan oleh Damang 

Kepala Adat. 

Makna pengakuan terhadap masyarakat adat Dayak ini harus 

diasumsikan pengakuan (hukum) terhadap masyarakat adat sebagai 

suatu kesatuan hukum yang telah memiliki tanah (dan hutan) 

sebagai suatu bentuk hubungan hukum sehingga masyarakat 

memperoleh hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah, 

memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan berburu binatang-

binatang hidup di atas tanah lingkungan persekutuan. Di dalam 

hukum adat, obyek hak (ulayat) tidak sekadar tanah sebagai 

permukaan bumi sebagai tempat tanam tumbuh dan binatang, tetapi 

juga meliputi udara, air, dan bahan galian. Hutan menurut 

                                                           
14 Guntur, dkk, Op.Cit., hal. 206-212. 
15 Widjono dalam Maunati, Yekti. 2004. Identitas Dayak Komudifikasi dan 

Politik Kebudayaan: LkiS Yogyakarta, hal. 80 – 81. 
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Soesangobeng16 termasuk pada pengertian hak agraria karena 

merupakan hak usaha atas tanah. Obyek hukum tanah adat adalah 

hak-hak atas tanah adat. Hak atas tanah adat ini dapat dibedakan 

menjadi hak ulayat dan hak milik adat (individu). 

Berdasarkan pengertian hak ulayat, wilayah tanah yang menjadi 

obyek penelitian tidak termasuk kategori hak ulayat, karena di 

Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kalampangan tidak ada masyarakat 

hukum adat melainkan masyarakat pada umumnya, serta mereka 

membuka tanah yang berasal dari hak pengusahaan hutan (HPH) 

secara perorangan yang merupakan tanah negara17. Tidak dapat 

dipungkiri, ketika peneliti masuk ke wilayah Sabaru yang menjadi 

tempat penyelenggaraan IP4T tahun 2015, mencari-cari dimanakah 

penguasaan wilayah masyarakat adat Dayak, namun tidak 

didapatkan. Diduga, tergerusnya masyarakat adat bersamaan dengan 

tergerusnya hutan. Kondisi yang digambarkan oleh Tjilik Riwut di 

atas tentunya sudah mengalami perubahan yang sangat jauh 

berbeda. Pola penguasaan masyarakat adat Kalteng berubah sejak 

ditetapkannya wilayah Kalteng kedalam TGHK 1982, yang berisi 

pengaturan wilayah yang masuk ke dalam teri-tori kehutanan. 

Akibatnya, penguasaan masyarakat adat Dayak lama-lama meng-

hilang, karena otoritas negara sudah masuk melalui rangkaian 

birokrasi yang mengeksklusi penguasaan masyarakat atas tanah 

mereka.   

   

2. “Mengatur” (Ruang) Hidup Masyarakat Adat dalam 

Regulasi Tata Ruang  

Persoalan agraria yang berujung pada konflik agraria, salah satu 

penyebabnya adalah masalah klaim tanah negara, yang telah 

berlangsung sejak masa kolonial. Pernyataan domein verklaring yang 

dikeluarkan sebagai kebijakan agraria pemerintah kolonial melalui 

Agrarische wet tahun 1870, berisi pernyataan (domein) soal tanah 

                                                           
16 Herman Soesangobeng, Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan 

Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam. Prosiding Seminar Nasional 
Pertanahan 2002, Pembaruan Agraria, Keluarga Besar Mahasiswa Sekolah Tinggi 
Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 16 Juli 2002, hal.15. 

17 Wawancara dengan Bapak Edy, Sabtu tanggal 17 September 2016 di Desa 
Kareng Bangkarai. 
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yang tidak dapat dibuktikan eigendom (pemilik), maka tanah 

tersebut adalah milik negara. Melalui domein verklaring ini, 

keberadaan masyarakat yang tinggal di hutan adat dianggap tidak 

ada. Negara melakukan klaim atas wilayah hutan adat sebagai milik 

negara (Rachman dan Siscawati, 2014). Mereka yang sudah hidup 

menetap, menguasai dan memanfaatkan hutan adat, lalu tiba-tiba 

saja tanah mereka “diklaim” sebagai hutan negara, dan narasi yang 

kemudian dimunculkan oleh negara terhadap masyarakat hukum 

adat adalah bahwa mereka dianggap sebagai “perambah” hutan. 

Beberapa klaim mengenai domein verklaring antara lain menetapkan 

kawasan hutan masyarakat adat sebagai hutan lindung, hutan 

konservasi, hingga taman nasional yang pada akhirnya mengekslusi 

para pemilik tanah-airnya itu secara sistemik. Kondisi ini 

berlangsung puluhan tahun, dan bahkan pasca kolonial nasib 

masyarakat tidak berubah. Penyataan ini kemudian menyebabkan 

tanah-tanah ulayat masyarakat adat hilang, serta melanggar hak 

masyarakat adat selama setengah abad (Vollenhoven, 2013: 96), dan 

jika dihitung hingga hari ini, pelanggaran itu telah mencapai satu 

abad lebih. Masyarakat adat yang hidup di hutan mengalami beragam 

kekerasan dari masa ke masa. Pelanggaran yang sudah mereka alami, 

dalam kerangka HAM, pada masa lalu tentunya tidak dapat 

terungkap bila cerita-cerita yang mereka alami itu tidak muncul 

dalam ruang-ruang perebutan wacana penguasaan paska kolonial 

(masa kini). Posisi dilematis perundang-undangan pasca kolonial 

turut mempengaruhi bagaimana ruang hidup masyarakat adat, 

sehingga hak-hak masyarakat hukum adat tidak memiliki perubahan 

yang berarti meskipun Indonesia telah merdeka.  

Secara umum terdapat 2 fungsi ruang yaitu sebagai kawasan 

lindung dan kawasan budidaya. Bentuk pengaturan pemanfaatan 

ruang18 dengan fungsi perlindungan (kawasan lindung) seperti upaya 

                                                           
18 Menurut Ayat 2 dan 3 Pasal 1 UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik 
direncanakan maupun tidak. Sedangkan rencana tata ruang adalah hasil 
perencanaan tata ruang. Pasal 20 menyatakan bahwa penataan ruang berda-
sarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. 
Berdasarkan aspek administratif, penataan ruang meliputi ruang wilayah Nasio-
nal, wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, dan wilayah Kabupaten/Kotamadya 
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konservasi, rehabilitasi, penelitian, obyek wisata lingkungan dan 

sebagainya. Sedangkan pengaturan pemanfaatan ruang dengan 

fungsi (kawasan) budidaya seperti: upaya eksploitasi pertambangan, 

budidaya kehutanan, budidaya pertanian, kegiatan pembangunan 

permukiman, kegiatan industri, pariwisata, dan lain-lainnya. 

Mewujudkan keterpaduan dalam pemanfaatan ruang dimaksudkan 

untuk mencegah perbenturan kepentingan yang merugikan 

pembangunan antar sektor, antar daerah dan masyarakat dalam 

menggunakan tanah. Berdasarkan kewenangan Negara untuk 

mengatur kemudian menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan tanah, pemerintah membuat suatu 

rencana umum untuk berbagai kepentingan negara maupun 

kepentingan hidup rakyat sebagaimana amanat Pasal 13 dan Pasal 14 

UUPA. Rencana umum (nasional planning) dirinci lebih lanjut 

menjadi rencana khusus (regional planning) dari tiap-tiap daerah19, 

dengan harapan perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah 

dapat terpimpin dan teratur sehingga membawa manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat. Dapat diartikan bahwa 

pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, persediaan serta 

pemeliharaan tanah (dan ruang) merupakan kewenangan “Peme-

rintah” Pusat untuk rencana umum sedangkan untuk skala regional 

dibuat sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.20 

                                                           
Daerah Tingkat II. Sedangkan penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan 
aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan 
tertentu. 

19 Pengaturan tata ruang disusun secara berjenjang untuk skala nasional, 
propinsi dan kabupaten. RTRW Nasional berlaku sebagai dasar perencanaan 
ruang untuk 25 tahun ke depan, sedang RTRW Propinsi memberikan 
rekomendasi pengarahan investasi pembangunan untuk jangka waktu 15 tahun 
dan RTRW Kabupaten untuk jangka waktu 10 tahun. 

20 Perhatikan Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 34 Tahun 2004 yang menyatakan 
bahwa sebagian kewenangan Pemerintah (Pemerintah Pusat maksudnya: 
penulis) di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 
Selanjutnya, ayat (2) dari Pasal 2 Keppres merinci kewenangan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu: a) pemberian ijin lokasi; 
b) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; c) 
penyelesaian sengketa tanah garapan; d) penyelesaian masalah ganti kerugian 
dan santunan tanah untuk pembangunan; e) penetapan subyek dan obyek 
redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah 
absentee; f) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; g) pemanfaatan 
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Rencana struktur tata ruang merupakan alat efektif untuk 

memandu kegiatan-kegiatan pembangunan bagi pemerintah daerah. 

Agar menjadi lebih applicable dan sesuai kebutuhan, penataan 

struktur tata ruang wilayah haruslah sesuai dengan potensi dan fakta 

penggunaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat. Kegagalan 

rencana tata ruang selama ini adalah karena penyusunannya yang 

kurang bahkan cenderung tidak mempertimbangkan secara serius 

kenyataan pola tata guna tanah yang berkembang secara tradisional 

di masyarakat. Rencana tata ruang yang disusun pemerintah 

cenderung tidak merefleksikan kondisi dan kebutuhan masyarakat 

lokal, sehingga aplikasinya berbenturan dengan realitas di lapangan. 

Hal ini menjadi penghambat proses pembangunan karena terjadi 

benturan kepentingan baik antara masyarakat, pemerintah dan 

pengusaha sehubungan tata guna tanah. Demikian juga Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari 

upaya penyelenggaraan penataan ruang yang kewenangan 

pengelolaannya berada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Tengah merupakan arahan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha dengan 

berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. Seandainya kepentingan semua pihak dapat 

dipetakan secara adil dan transparan dan dituangkan dalam tata 

ruang, kemungkinan konflik dalam pemanfaatan tanah dapat 

dicegah. Hanya saja, sebelum Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Tengah berhasil membuat RTRW sebagaimana amanat UUPA serta 

UU Penataan Ruang, jauh sebelumnya terdapat pengaturan ruang 

secara sektoral dalam bentuk TGHK berdasarkan Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor 759/KPTS/Um/10/1982 tentang Penunjukkan Areal 

Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. 

Persoalan mendasar di Kalimatan Tengah dalam rangka 

pemulihan hak masyarakat adat adalah sulitnya pengajuan pelepasan 

kawasan hutan yang diklaim oleh negara sejak tahun 1982. 

Perubahan-perubahan peraturan daerah turut pula  menjadi kendala. 

                                                           
dan penyelesaian masalah tanah kosong; h) pemberian ijin membuka tanah; i) 
perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. 
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Carut marut penataan (tata) ruang dapat dilihat dari kronologi 

sebagaimana Tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1: Perkembangan Kawasan Hutan dan Non Hutan di 

Kalimantan Tengah 

Jenis 

Kawasan 

TGHK 

1982 

Perda 

5/1993 

Perda 

8/2003 

Usulan 

Revisi 

2007 

PerMenhut 

SK 529/2012 

Perda 

5/2015 

Kawasan 

Hutan 

99,48% 63,01% 67,04% 55,03% 82,47% 82,01% 

Non 

Kehutanan  

0,52% 36,99% 32,96% 44,97% 17,54% 17,99% 

Sumber: Pengolahan Hasil Penelitian, 2016 

 

Berdasarkan kronologi tersebut, pada awalnya  hampir seluruh 

wilayah (yaitu 99,48 % dari total wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 

seluas 15.380.000 hektar) “ditunjuk” sebagai kawasan hutan yang 

merupakan hutan negara. Mengingat kewenangan penataan ruang 

wilayah ada pada pemerintah daerah, selanjutnya terbit Perda 

Provinsi Kalteng secara berturut-turut yaitu No. 5 tahun 1993, diganti 

dengan Perda No. 8 tahun 2003 serta usulan revisi tahun 2007 yang 

mengalokasikan peruntukan kawasan hutannya cenderung semakin 

berkurang, sebaliknya peruntukan kawasan non kehutanan 

(budidaya) cenderung semakin luas. Di satu sisi, sudah ada Perda No. 

8 Tahun 2003 (pengganti Perda No. 5 Tahun 1993) yang mengatur 

peruntukan kawasan, namun otoritas kehutanan mengatur kembali 

klaim penguasaan hutan berdasarkan Permenhut No. 529 tahun 2012 

yang menentukan kawasan hutan sebanyak 82,47%.  

Menarik untuk dicermati, mengapa pada tahun 1982 dikeluarkan 

Peraturan Menteri Pertanian terkait TGHK? Hal ini dapat ditelusuri 

dan diduga untuk memudahkan perijinan untuk mengekpoitasi 

wilayah yang dikehendaki untuk diberikan ijin ekploitasi kehutanan. 

Adanya TGHK 1982 yang menentukan seluruh wilayah Kalimantan 

Tengah sebagai kawasan hutan, berarti pula hampir seluruh wilayah 

berada dalam pengelolaan hutan negara yang dilakukan oleh otoritas 
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kehutanan. Jika pada wilayah kawasan hutan akan dimanfaatkan oleh 

pihak lain guna melaksanakan usaha maka harus memperoleh ijin 

‘pinjam-pakai’ dari otoritas kehutanan21, karena terhadap wilayah 

yang diklaim sebagai kawasan hutan (hutan negara) merupakan 

kewenangan (tata kuasa) otoritas kehutanan.  

Disamping itu, juga perlu dicermati yaitu Perda No. 5 Tahun 2015 

mengalokasikan kawasan hutan yaitu 82,01%, diduga penyusunannya 

mengacu SK Permenhut No. 529/2012 dengan luas kawasan hutannya 

yaitu 82,47%, serta tidak konsisten mengacu pada Perda sebelumnya 

(Perda No. 5 Tahun 1993 dan Perda No. 8 Tahun 2003). Seharusnya 

Perda No. 5 Tahun 2015 merupakan penyempurnaan Perda 

sebelumnya, tetapi kawasan hutan malah bertambah dan kawasan 

non hutan berkurang (15,56%). Jika ini tetap dipertahankan banyak 

perijinan, kawasan transmigrasi, tanah permukiman (desa) atau 

perkantoran berada pada kawasan hutan. Menurut Artaban (Ketua 

Komisi D PRD Kalimantan Tengah): “Ternyata  Perda 5 tahun 1993 

dan Perda 8 tahun 2003 itu tetap tidak mau diakomodir oleh 

pemerintah pusat, karena ini bukan produk undang-undang, karena 

tidak pernah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, 

walaupun Perda ini sudah disahkan oleh provinsi”. Perda sebelumnya 

dianggap tidak sesuai dengan SK Menhut 529 Tahun 2012. Perda 

ternyata dapat dikesampingkan oleh suatu keputusan menteri? Jelas 

terindikasi, carut marutnya pengaturan ruang hidup masyarakat 

dalam kawasan hutan.   

                                                           
21 Menurut UU 41 Tahun 1999 Pasal 4, semua hutan di dalam wilayah RI 

termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara 
untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Masyarakat (sebagai masyarakat adat) 
mempunyai hak untuk memanfaatkan kawasan hutan tersebut (UU 41 pasal 67 
(1) b). Hak tersebut berupa ijin usaha, secara perorangan atau koperasi. Menurut 
Murdiyarso, D., Dewi, S., Lawrence, D. dan Seymour, F. 2011, dalam Moratorium 
Hutan Indonesia: Batu Loncatan untuk Memperbaiki Tata Kelola Hutan? 
Working Paper 77. CIFOR, Bogor, diketahui bahwa sejak 2008 terdapat 39 buah 
izin pinjam-pakai telah diterbitkan untuk pertambangan di Kalimantan Tengah. 
Sebagian besar izin diterbitkan pada tahun 2010, tetapi tujuh di antaranya 
diterbitkan pada tahun 2011 sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011 diundangkan. 
Secara keseluruhan, izin ini mencakup lahan seluas 161.502 Ha, dan seluas 8.895 
Ha diantaranya dialokasikan untuk pertambangan pada tahun 2011. 
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Permasalahan hukum yaitu disharmoni antara peraturan 

“RTRWP” dan Peraturan "TGHK", memiliki perbedaan terhadap 

penunjukkan kawasan hutan. Dalam RTRWP tahun 2003 terdapat 

banyak perubahan atas kawasan hutan menjadi Kawasan 

Penggembangan Produksi (KPP) dan Kawasan Pemukiman dan 

Penggunaan Lainnya (KPPL), sehingga bagi usaha pertambangan 

tidak diwajibkan untuk memperoleh ijin pinjam pakai kawasan 

hutan. Namun permasalahan timbul saat penunjukan kawasan hutan 

untuk suatu wilayah yang sama antara RTRWP dengan TGHK 

berbeda. Misalnya, berdasar RTRWP suatu wilayah itu dialokasikan 

sebagai KPPL/KPP sedang terhadap wilayah yang sama tersebut 

berdasar TGHK adalah sebagai kawasan hutan. Pemerintah daerah 

dan dinas yang terkait serta otoritas kehutanan memberikan 

pendapat yang berbeda atas keberlakuan TGHK dan RTRWP. 

Keberlakuan TGHK dan RTRWP terhadap status kawasan hutan 

menjadikan ketidakpastian dalam pemanfaatan tanah, akibatnya 

pengakuan atas penguasaan tanah masyarakat adat Dayak saat ini 

masih ditemui hambatan dan masalah. 

Disharmoni peraturan ini berpotensi menimbulkan konflik 

kepentingan dalam upaya otoritas pertanahan mengakui penguasaan 

tanah pada wilayah “kawasan hutan”. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) 

UU Kehutanan dijelaskan bahwa kepastian hukum atas kawasan 

hutan adalah dengan cara pengukuhan hutan oleh pemerintah. Pasal 

15 UU ini menjelaskan bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan 

dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah melalui tahapan: 

a) penunjukkan kawasan hutan, b) penataan batas kawasan hutan, c) 

pemetaan kawasan hutan dan d) penetapan kawasan hutan. Sesuai 

dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 

tentang Perencanaan Kehutanan disebutkan bahwa "penunjukkan 

kawasan hutan meliputi wilayah provinsi dan wilayah tertentu secara 

parsial". Selanjutnya berdasar Pasal 15 ayat (2) UU Kehutanan jo. 

Pasal 18 ayat (2) PP Nomor 44 tahun 2004 dijelaskan bahwa 

pengukuhan hutan yang diawali dengan penunjukan kawasan hutan 

untuk wilayah propinsi yang dilakukan oleh Menteri dengan 

memperhatikan RTRWP dan/atau pemaduserasian antara TGHK 

dengan RTRWP. Sesuai dengan penjelasan Pasal 18 ayat (2) PP 
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dimaksud, bahwa untuk penunjukan kawasan hutan provinsi yang 

dilakukan sebelum ditetapkan RTRWP tetap mengacu pada 

penunjukan kawasan hutan provinsi sebelumnya. Dengan demikian, 

TGHK 1982 secara hukum oleh otoritas kehutanan diasumsikan 

memiliki kekuatan hukum22 untuk diberlakukan dengan 

pertimbangan, TGHK sebagai suatu peraturan pelaksanaan 

perundang-undangan di bidang kehutanan belum dicabut/diubah23 

dan RTRWP dan/atau hasil pemaduserasian antara RTRWP dengan 

TGHK tidak menjadi dasar mutlak dalam penetapan kawasan hutan. 

Agar disharmoni tidak berlarut-larut hendaknya pemerintah 

menerbitkan peraturan pengukuhan kawasan hutan seperti apa yang 

maksud dalam UU Kehutanan. 

 

C. Program IP4T, Langkah Awal Perlindungan Hukum 

Pemilikan Tanah  

Sebelum membahas pelaksanaan IP4T, guna mengawali tulisan pada 

bagian ini akan dideskripsikan wilayah Kelurahan Sabaru yang 

menjadi fokus kajian penelitian ini. Karakteristik Sabaru perlu 

dipetakan ada dimana dalam wilayah Sungai Sebangau. Sabaru 

merupakan wilayah baru, pecahan dari Desa Kereng Bangkirei (yang 

berada di hulu Sungai Sebangau). Peneliti mencoba menjabarkan 

secara kronologi perjalanan perubahan wilayah Desa Kereng 

Bangkirei yang tumbuh dan berkembang bersandar pada perubahan 

fungsi Sungai Sebangau.    

 

1. Sabaru Dalam Rentang Sejarah 

Pulau Kalimantan, sesuai dengan arti namanya yang berasal dari dua 

kata yakni, “kali” artinya sungai dan “mantan” artinya besar,24 dapat 

                                                           
22 Wawancara dengan Kepala Bidang SPP Kanwil BPN Provinsi Kalimantan 

Tengah  tanggal 13 September 2016. 
23 Berdasarkan ketentuan Pasal 82 UU Kehutanan menyebutkan bahwa 

"semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang 
kehutanan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang 
ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang 
berdasarkan undang-undang ini." 

24 Tjilik Riwut, Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan, Yogyakarta: 
NR Publishing, 2007. 
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dikatakan merupakan pulau Sungai. Masyarakat di Kalimantan 

sangat erat dengan sungai yang mengalir di wilayahnya. Penamaan 

suatu wilayah berdasarkan pada aliran sungai yang dilaluinya. 

Kehidupan sosio-kultural masyarakat Kalimantan Tengah pun sangat 

erat dengan keberadaan sungai-sungai. Sebelum masifnya 

pembangunan “jalan darat”, alat transportasi yang menghubungkan 

satu wilayah di Kalimantan, baik dari hulu ke hilir maupun 

sebaliknya, adalah melalui sungai-sungai25. Sungai tidak hanya 

merupakan sarana penghubung transportasi, namun juga sumber 

kehidupan. Beragam aktifitas yang bernilai ekonomis, memenuhi 

pangan, hingga bermasyarakat, dilakukan di sungai. Peradaban 

dimulai dari sungai mendapatkan konteksnya secara nyata bagi 

masyarakat di Kalimantan. Begitu pula halnya kehidupan di 

Kecamatan Sebangau, dimulai dari Sungai Sebangau.  

Kecamatan Sebangau sebelum “diatur” secara administratif 

menjadi nama Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, merupakan 

nama sebuah sungai yaitu Sungai Sebangau memiliki panjang 200 

km, mengaliri Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan 

Kabupaten Pulang Pisau. Memahami sungai Sebangau bukan hanya 

dipotong berdasarkan luas administrasi pada masa kini, namun 

untuk memahami bagaimana Sebangau menjadi penghubung 

kehidupan masyarakat di sepanjang sungai tersebut, dari masa lalu 

hingga masa kini, maka ketatnya administrasi tidak menjadi variabel 

dalam bahasan pada bagian ini. Sebangau dilihat sebagai sebuah 

entitas dari masyarakat yang mendiami wilayah ini yakni masyarakat 

adat Dayak Ngaju.   

Berdasarkan keterangan narasumber dan penelusuran pustaka, 

awalnya beberapa masyarakat Dayak Ngaju tinggal di Pahundut Kota 

Palangka Raya berburu di wilayah Kereng Bangkirai sekitar Sungai 

Sebangau. Untuk mencapai wilayah ini, mereka menggunakan 

                                                           
25 http://yandisangdebu.blogspot.co.id/2016/09/11-sungai-besar-di-

kalimantan-tengah.html, diakses tanggal 20 November 2016, terdapat sebelas 
Sungai besar di Kalimantan Tengah yakni Sungai Barito (900 km), Sungai Kapuas 
(600 km), Sungai Kahayan (600 km), Sungai Sebangau (200 km), Sungai Katingan 
(650 km), Sungai Mentaya (400 km), Sungai Seruyan (350 km), Sungai Kumai 
(175 km), Sungai Arut (250 km), Sungai Lamandau (300),  dan Sungai Jelai (200 
km). 

http://yandisangdebu.blogspot.co.id/2016/09/11-sungai-besar-di-kalimantan-tengah.html
http://yandisangdebu.blogspot.co.id/2016/09/11-sungai-besar-di-kalimantan-tengah.html
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perahu kecil dan berjalan sejauh 2 km, dengan lama perjalanan 2-3 

jam. Tahun 1988, saat Henry Singarasa melakukan penelitian, 

diketahui bahwa penduduk yang pertama kali tinggal di desa ini 

dimulai tahun 1969 dan menetap, dipimpin Ayub Tiung (Singarasa 

1988; 25), diikuti oleh tiga keluarga, serta tahun 1972 bertambah 

menjadi 7 keluarga, dengan penduduk berjumlah 22 orang. Tahun 

1972 ini pula, pada wilayah ini ditetapkan sebagai tempat resettlemen 

penduduk sejumlah 100 keluarga. Dengan demikian, Kereng Beng-

kirai merupakan sebuah desa yang terbentuk dari adanya program 

pemukiman kembali yang digagas pemerintah (resettlement).26 

Maka, yang ditambahkan untuk mencapai target tersebut hanya 

tinggal 97 keluarga. Program “pemindahan” penduduk ini cukup 

signifikan mengubah kebiasaan lama masyarakat Ngaju yang asalnya 

melakukan perladangan berpindah, istilah waktu itu, untuk menjadi 

peladang menetap. Pola bertani dan menjalankan beragam “pem-

bangunan” desa. Hampir bersamaan dengan penetapan resettlemen, 

pada wilayah ini dikeluarkan hak pengelolaan hutan (HPH) kepada 

perusahaan-perusahaan.27 Penetapan wilayah HPH, berdampingan 

dengan upaya pemukiman kembali penduduk pada dasarnya meru-

pakan upaya untuk “mengatur” masyarakat Dayak Ngaju agar lebih 

mudah diatur serta disatukan dalam satu enclave tersendiri yang 

berimplikasi pada penguasan tanah masyarakat Dayak Ngaju menjadi 

terbatas.   

Menariknya kemudian, saat Program IP4T Tahun 2015 dilakukan 

oleh otoritas pertanahan, mendapat antusias dari warga, namun yang 

mengajukan permohonan bukan dari masyarakat Dayak Ngaju yang 

pada tahun 70-an mendiami wilayah ini paling awal. Justru para 

pemilik baru yang banyak yang mengajukan proses IP4T. Hal ini 

tentu menjadi catatan penting bahwa proses perubahan kepemilikan 

tanah di wilayah ini dipengaruhi oleh masuknya beragam kebijakan 

dari “atas”. Beberapa kebijakan yang menjadi dasar dari perubahan-

perubahan yang tersebut dapat disimak pada Tabel 2 berikut ini:  

                                                           
26 Henry Singarasa, “Pemukiman kembali penduduk di Desa Kereng 

Bangkirai Propinsi Kalimantan Tengah” Tesis pascasarjana Institut Pertanian 
Bogor tidak diterbitkan, Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, 1988.  Lihat:  

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/22716/1988hsi.pdf?s
equence=2&isAllowed=y, diakses tanggal 20 November 2016. 

27 Wawancara dengan Edy, 17 September 2016. 

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/22716/1988hsi.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/22716/1988hsi.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Tabel 2: Sebangau (Kereng Bangkirei) dalam Perubahan Kebijakan 

TAHUN PERUBAHAN 

1969 Masyarakat Dayak Ngaju dari Pahundut mulai menetap di 

Kereng Bangkirai    

1972 Ditetapkan sebagai wilayah Resettlemet, masyarakat Dayak 

Ngaju pindah ke Kereng Bangkirai sejumlah 97 keluarga   

 Munculnya perusahaan-perusahaan pemegang pemilik HPH  

1982 Penetapan TGHK, menyatakan seluas 99,48% wilayah Kalteng  

merupakan kawasan hutan negara      

1995 Diluncurkan proyek  “mega rice project” satu juta hektar lahan 

gambut untuk pangan. Wilayah Sebangau menjadi bagian dari 

projek satu juta hektar tersebut  

2004 Sebagian wilayah hilir Sebangau menjadi Taman Nasional 

Sebangau dengan luas ± 568.700 Ha ditunjuk berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.423/Kpts-II/2004 tanggal 

19 Oktober 2004. Penunjukan Taman Nasional ini dimaksudkan 

untuk mempertahankan sisa-sisa habitat hewan langka yang 

masih ada di wilyah ini dan rusaknya lingkungan karena 

banyaknya illegal logging serta penebangan hutan pada masa 

ijin-ijin HPH dikeluarkan tahun 1970an.    

2015 Program IP4T dilaksanakan di Sabaru dan Kalampangan 

Kecamatan Sebangau,  Kota Palangka Raya 

Sumber: Dari berbagai sumber yang diolah, 2016 

 

2. Perlindungan Hukum Penguasaan Tanah pada Kawasan 

Hutan Melalui IP4T 

Kegiatan IP4T sebagai sarana integrasi hak pemanfaatan dan 

penguasaan tanah masyarakat lokal dalam RTRWP sekaligus 

terintegrasi dalam pengukuhan kawasan hutan di Kalimantan 

Tengah menjadi penting untuk menjamin masyarakat setempat tidak 

dipinggirkan serta wujud hadirnya negara28. Pengakuan penguasaan 

tanah tradisional dalam RTRWP dan/atau pengukuhan kawasan 

hutan akan mengurangi benturan antara para pihak. Kejelasan 

penguasaan tanah antara berbagai pemangku kepentingan yang 

dipetakan dan diakui oleh semua pihak juga dapat mengurangi biaya 

sosial pembangunan. Diskusi pada saat peneliti di lapangan, 

                                                           
28 Lihat juga pendapat dari Didik Suharjito, Guru Besar Fakultas Kehutanan, 

Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat, dalam Koran Tempo yang terbit hari Kamis, 
8 September 2016 terlampir. 
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memperlihatkan bahwa warga setempat mengetahui dan mengakui 

tanah-tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat, 

namun di sisi lain terdapat kendala pengakuan secara hukum oleh 

otoritas pertanahan karena ada klaim otoritas kehutanan.  

Pengaturan hubungan-hubungan hukum dilakukan melalui 

lembaga pemberian dan atau penetapan hak-hak atas tanah jelas 

merupakan wewenang Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

(saat ini pengemban wewenang tersebut adalah Kementerian 

ATR/BPN). Terhadap pemberian dan atau penetapan hak-hak atas 

tanah termasuk dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan 

tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk pemberian jaminan 

kepastian hukum bagi pemegang haknya. Untuk dapat diberikan 

jaminan kepastian hukum dan legitimasi dari Negara, maka setiap 

penguasaan dan pemanfaatan atas tanah harus didasarkan pada 

hukum, yang secara yuridis-teknis dengan melaksanakan pendaf-

taran tanah. Pemberian jaminan kepastian hukum melalui pendaf-

taran tanah yang bersifat rechtskadaster sebagaimana amanat UUPA, 

termasuk terhadap penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat 

pada kawasan hutan (-yang diklaim oleh otoritas kehutanan sebagai 

kawasan hutan-), merupakan salah satu tujuan pokok UUPA sudah 

tidak bisa ditawar lagi. Pasal 19 UUPA29, telah dengan tegas menga-

manatkan kepada Pemerintah agar di seluruh wilayah Indonesia 

dilaksanakan pendaftaran tanah, dengan tujuan untuk mencapai 

kepastian hukum. Dengan terdaftarnya hak-hak atas tanah akan 

tercipta jaminan kepastian hukum bagi subyek hak dalam kepemi-

likan dan penggunaan tanahnya.  

Sebagai dasar pengakuan30 penguasaan dan pemilikan tanah 

secara formal (de jure) melalui pendaftaran ini umum terjadi di dunia 

                                                           
29 Pasal 19 ayat (1) UUPA menentukan bahwa: “Untuk menjamin kepastian 

hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik 
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan 
Pemerintah”.   

30 Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 
1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia 
Atas Tanah ditentukan bahwa:    
(1) Mengenai hak-hak yang tidak ada atau tidak ada lagi tanda buktinya, sebagai 

yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan 3, maka atas permohonan yang 
berkepentingan diberikan pengakuan hak, atas dasar hasil pemeriksanaan 
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yang mengacu pada hukum barat, dimana suatu hak harus dapat 

dibuktikan melalui sebuah bukti (tertulis) otentik. Namun, bagai-

mana mengenai penguasaan dan pemilikan yang diklaim sebagai 

kawasan hutan? Hukum adat sendiri merupakan suatu aturan yang 

berkembang dan diaplikasikan di masyarakat adat dan tidak tertulis. 

Tidak tertulis disini adalah tidak ada kodifikasi sebagaimana hukum 

positif barat yang berlaku. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang 

berkaitan dengan hak-hak atas tanah serta kegiatan ekonomi yang 

berkaitan dengan tanah tersebut. 

Terdapat beragam pola penguasaan tanah oleh masyarakat adat 

Dayak, namun jika disederhanakan terdapat penguasaan tanah 

                                                           
Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut dalam Keputusan Menteri Negara 
Agraria No. Sk.113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334). 
Pengakuan hak tersebut diberikan sesudah hasil pemeriksaan Panitia itu 
diumumkan selama 2 bulan berturut-turut di Kantor Kepala Desa, Asisten 
Wedana dan Kepala Agraria daerah yang bersangkutan dan tidak ada yang 
menyatakan keberatan, baik mengenai haknya, siapa yang empunya maupun 
letak, luas dan batas-batas tanahnya.  

(2) Pengakuan hak yang dimaksudkan di dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh 
Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan. Jika menurut Keputusan Menteri 
Negara Agraria No. Sk.112/Ka/1961 jo SK 4/Ka/62 (TLN Nomor 2333 dan 2433) 
yang berwenang memberikan hak yang diakui itu instansi yang lebih rendah, 
maka instansi itulah memberikan pengakuan tersebut. 
Sedangkan dalam Pasal 24 ayat 2 (PP Nomor 24 Tahun 1997) menyatakan: 

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan 
berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 
20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaf-
taran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut 
dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai 
yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat 
dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat 
hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.  

Demikian juga yang diamanatkan pada Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 
Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 
(IP4T) Dalam Kawasan Hutan, yang dibuat oleh Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, bahwa dalam pembuktian Hak Pihak Ketiga 
di dalam kawasan hutan, Kementerian Kehutanan mengadopsi ketentuan dalam 
PP 24 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-
II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan jo.P.62/Menhut-II/2013 Tahun 2013. 
Kemenhut kesulitan dalam mengimplementasikan pembuktian hak pihak ketiga 
(orang perorangan, Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, sosial ke-
agamaan) dalam proses pengukuhan kawasan hutan. 
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secara bersama oleh komunitas adat (disebut Binua) serta penguasa-

an tanah secara individu termasuk keluarga (disebut perwa-

tasan/ayungku). Penguasaan tanah secara de facto dengan bukti 

tanam tumbuh31, diawali dengan pencarian lokasi melalui suatu ritual 

adat, pembukaan hutan primer dan pemanfaatan secara tradisional 

sehingga muncul hak milik adat atas tanah, diakui dan dilindungi 

secara adat32. Pencarian calon lokasi garapan melalui ritual adat, 

memunculkan penguasaan tanah secara adat, merupakan titik awal 

mulai adanya kewajiban hubungan antara tanah dengan orang 

(penggarap), baru pada tahap berikutnya muncul hak. Keberadaan 

tanah dan hutan merupakan bagian penting dari identitas 

masyarakat Dayak, tercermin pada pola pemanfaatan tanah selain 

sebagai sumberdaya ekonomi (memenuhi kebutuhan hidup) juga 

merupakan basis kegiatan budaya, sosial, politik dan spiritual, 

dimanfaatkan secara langsung (alami) dan atau melalui pengolahan 

tanah33. Pola pemanfaatan dan penguasaan tanah tersebut diakui 

dalam konteks lokal, tetapi tidak secara hukum formal. Menurut 

Lurah Sabaru: “Warga sulit untuk mendapat jaminan hukum atas 

penguasaan tanah, meskipun secara lokal terdapat pengakuan 

pemanfaatan ini. Lemahnya jaminan hukum karena tanpa status 

tanah formal penguasaan tanah ini berarti pula mempunyai posisi 

yang lemah manakala tanah diperlukan untuk proyek (pem-

bangunan, penulis). Warga disini (di Sabaru, penulis) jarang yang 

mempunyai sertipikat. Permohonan sertipikat harus membayar biaya 

mahal dan waktu lama, sehingga praktis warga merasa enggan untuk 

mengurus sertipikat. Waktu lama karena harus mengurus APL dulu”. 

                                                           
31 Menurut Dina Megawati (Lurah Sabaru) dan Mathius (Sekretaris Lurah 

Sabaru) diketahui bahwa sejak adanya (dibukanya) trans jalan Kalimantan 
Tengah yang melewati wilayah Kecamatan Sabangau sekitar Tahun 1980 sampai 
dengan saat ini, selama masyarakat menggarap tanah, tidak pernah 
dipermasalahkan. Sebagai ciri menggarap tanah (adat) yaitu terdapat sandung, 
kebun durian, karet, kelapa, dan sebagainya sebagai bukti tanam tumbuh, serta 
beberapa penggarapan dimaksud didukung dengan surat garap yang diketahui 
oleh Kepala Desa Kereng Bingkirae. Wawancara tanggal 16 September 2016 di 
Kantor Kelurahan Sabaru. 

32 Wawancara dengan Ibu Dina Megawati, Lurah Sabaru, tanggal 16 
September 2016. 

33 Guntur, dkk, Op.Cit. hal. 219-220. 
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Masyarakat lokal berpegang pada kondisi de facto sementara 

otoritas kehutanan berpegang pada kondisi de jure. Kenyataan-

kenyataan seperti ini memunculkan pemikiran mengenai perlunya 

pengakuan pemanfaatan dan penguasaan tanah masyarakat lokal 

dalam perencanaan formal pemerintah. Keberadaan penguasaan 

tanah pola tradisional harus dihargai. Penghargaan ini akan mengun-

dang simpati yang seimbang dari masyarakat setempat, sehingga 

terjadi sinergi positif yang menguntungkan semua pihak. Menurut 

Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999, semua hutan di dalam wilayah Repub-

lik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Selanjutnya Pasal 67 ayat (1) b menyatakan: “Masyarakat (sebagai ma-

syarakat adat) mempunyai hak untuk memanfaatkan kawasan hu-

tan“. Hak tersebut berupa ijin usaha, baik secara perorangan maupun 

sebagai koperasi. Tetapi proses perijinan itu memerlukan prosedur 

birokrasi yang rumit dan melelahkan untuk warga desa yang tidak 

terbiasa berurusan dengan sistem administrasi pemerintahan. Hal ini 

merupakan kendala bagi warga desa yang tidak mempunyai modal 

dan akses informasi yang terbatas. Kondisi ini membatasi peluang 

memiliki hak penguasaan tanah bagi masyarakat lokal. 

Pengakuan hak penguasaan tanah penduduk lokal menjadi 

semakin penting sehubungan semakin giatnya proses pembangunan. 

Pemerintah daerah secara aktif berupaya mengundang investasi dan 

memanfaatkan tanah secara ekstensifikasi. Hal ini tertuang dalam 

Rencana Strategis (Renstra) Kota Palangka Raya di bidang ekonomi, 

khususnya sektor pertanian34 yakni memperluas (ekstensifikasi) 

tanah pertanian dan mengusahakan pemanfaatan optimal (inten-

sifikasi) untuk tanah pertanian yang belum diusahakan terutama 

pada kawasan dengan irigasi teknis secara produktif serta memper-

tahankan tanah pertanian produktif dari kegiatan investasi lain. Di 

bidang industri dan perdagangan, rencana strategis Kota Palangka 

Raya adalah meningkatkan arus dan volume investasi. 

                                                           
34 Pada Bab III LAKIP 2013, ternyata pertumbuhan perekonomian Kalimantan 

Tengah triwulan III - 2013 terhadap triwulan II - 2013 secara siklikal mengalami 
pertumbuhan sebesar 4,98 %. Sektor paling tinggi pertumbuhannya adalah 
sektor Pertanian (9,73%) dan terendah pada sektor Industri Pengolahan (0,84%). 
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a. Pelaksanaan IP4T di Kalimantan Tengah dan 

Permasalahannya 

Kegiatan pemetaan IP4T merupakan salah satu bentuk hadirnya 

negara dalam mengakui hak-hak atas tanah terkait ruang hidup 

masyarakat. Idealnya proses identifikasi atau pemetaan penguasaan 

tanah lebih optimal jika dilakukan bidang demi bidang tanah (dari 

unit ekonomi terkecil yaitu setiap rumah tangga) pada seluruh desa 

secara penuh (mirip desa lengkap pada PP 10 Tahun 1961). Selanjut-

nya, peta penguasaan bidang-bidang tanah per-desa ini dioverlaykan 

dengan peta desa tetangga untuk menjadi peta kecamatan. Proses 

yang sama di kecamatan sehingga memunculkan peta penguasaan 

tanah tingkat kabupaten. Dengan pemetaan dimaksud diharapkan 

diketahui batas-batas penguasaan bidang-bidang tanah jelas, sesuai 

kondisi di lapangan, dan diakui secara resmi baik oleh pemerintah 

dan masyarakat diperlukan oleh semua pihak. Hasil pemetaan dapat 

dijadikan dasar untuk mengurangi konflik pertanahan dan bagi 

masyarakat, pengakuan secara formal (dan dilegalisir melalui 

kegiatan pendaftaran tanah) hasil pemetaan dalam kaidah-kaidah 

hukum tertulis mengenai kepemilikan tanah oleh masyarakat lokal. 

Hal ini harus dilakukan untuk menjamin agar kepentingan masyara-

kat dalam memanfaatkan tanah pada kawasan hutan tidak dikesam-

pingkan, tetapi terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah 

baik dalam RTRWP dan/atau pengelolaan kawasan hutan. Dengan 

demikian, proses pembangunan dapat berjalan seimbang, adil dan 

untuk kepentingan rakyat banyak, terutama masyarakat setempat. 

Pemetaan IP4T memerlukan waktu dan biaya serta potensi 

konflik35 terbuka, terlebih jika terdapat potensi sumberdaya alam. 

Proses pemetaan penguasaan tanah ini dilakukan oleh Tim dengan 

                                                           
35 Sektor kehutanan memiliki bagian yang banyak didalamnya diantaranya 

adalah sektor minerba dan hunian masyarakat, sehingga berpotensi 
menimbulkan beberapa masalah. Kenyataannya bahwa sudah banyak terjadi alih 
fungsi lahan berada dalam kawasan hutan, seperti pemukiman, perkebunan, 
tegalan dan lain sebagainya. Apalagi beberapa masyarakat sudah menguasai 
tanah dalam kawasan hutan (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, 
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dalam Kawasan Hutan, 
2015, hal 1). 
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dukungan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Secara teknis 

operasional proses pemetaan penguasaan tanah dalam wilayah desa 

di lapangan memerlukan waktu lama, sementara otoritas pertanahan 

sebagai inisiator kegiatan terkendala batas waktu perencanaan dan 

pembahasan. Untuk itulah, pada Tahun 2015 otoritas pertanahan di 

lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan IP4T dengan 

target sebanyak 9.300 bidang dengan lokasi yang tersebar pada 13 

kabupaten dan 1 kota (lihat Tabel 3, Lampiran 1). Dari target dimak-

sud per bulan Agustus 2016 baru terealisasi sampai tahap kegiatan 

akhir 1.000 bidang (10,75 %) yaitu di Kota Palangka Raya, sedang 

target pada kabupaten lainnya baru mencapai tahap penyuluhan, 

pengumpulan data di lapangan atau tahap pengolahan data.  

Tahun 2016 jumlah target meningkat menjadi 12.500 bidang36 

yang tersebar di 10 kabupaten/kota, serta difokuskan IP4T hanya 

pada kawasan non-hutan, dengan alasan menunggu Perpres.37 Berda-

sarkan target lokasi, IP4T di Kalimantan Tengah Tahun 2015 awalnya 

bidang-bidang tanah pada non-kawasan, namun kemudian berubah 

menjadi bidang-bidang tanah pada kawasan hutan. Berdasarkan 

Tabel 3, dapat diketahui bahwa pelaksanaan IP4T pada kawasan 

hutan Tahun 2015 belum selesai secara tuntas sampai akhir tahun 

anggaran 2015, bahkan sampai dengan Agustus 2016 target belum 

terselesaiakan. Hingga bulan Agustus 2016, dari target IP4T sebanyak 

9.300 bidang pada 14 kabupaten/kota (29 desa/kelurahan) hanya 

terealisasi pelaksanaan kegiatan fisiknya sebanyak 6989 bidang (atau 

75 %). Realisasi pelaksanaan kegiatan fisiknya 100 % terdapat pada 7 

kabupaten/kota, serta tidak melaksanakan kegiatan (realisasi fisiknya 

0 %) sebanyak 3 kabupaten yaitu Pulang Pisau, Katingan dan 

Sukamara.  

Dilihat dari tahapan penyelesaian IP4T (lihat kolom 5 Tabel 3, 

Lampiran 1), dapat dikelompokkan menjadi: a) Telah melaksanakan 

IP4T hingga sampai dibahas oleh Tim IP4T Provinsi hanya 5 

kabupaten/kota. Dari lima kabupaten/kota tersebut per-bulan 

                                                           
36 Wawancara dengan Dana Dilaya, Kepala Seksi Landreform pada Kantor 

Pertanahan Kota Palangka Raya, tanggal 14 September 2016. 
37 Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tanggal 

15 September 2016. 
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Agustus 2016, hanya pelaksanaan IP4T di Kota Palangka Raya (1.007 

bidang atau 10,83 %) yang realisasi kegiatan fisiknya selesai sampai 

pada tahap akhir yaitu menyerahkan Rekomendasi Hasil Pemba-

hasan Tim IP4T Provinsi kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provin-

si Kalimantan Tengah untuk diteruskan usulan pelepasan kawasan 

hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. 

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan38. b) Penyelesaian pelak-

sanaan IP4T sampai pada tahap pengolahan data dan analisis IP4T 

terdapat 6 kabupaten yaitu: Kabupaten Barito Utara, Kabupaten 

Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabu-

paten Seruyan, dan Kabupaten Lamandau; c) Penyelesaian sampai 

pada tahap penyuluhan yaitu Kabupaten Katingan; dan d) Tidak 

melaksanakan terdapat 2 kabupaten yaitu: Kabupaten Pulang Pisau 

dan Kabupaten Sukamara.   

Berdasarkan tahapan kegiatan IP4T tersebut, juga diketahui 

bahwa walaupun pelaksanaan IP4T berada pada kawasan hutan yang 

terletak hanya dalam satu kabupaten/kota (tidak lintas kabupa-

ten/kota) tetap menjadi tugas Tim IP4T Provinsi39 untuk melakukan 

kajian dan verifikasi data, dengan harapan rekomendasi yang diha-

silkan menjadi lebih sempurna. Tim IP4T Kawasan Hutan dibentuk 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 

188.44/264/2015, yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekre-

taris dan Anggota. Sedangkan Pembentukan Sekretariat Tim IP4T 

dalam kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor 

Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12/KEP-

400.14.62/V/2015 terdiri dari Ketua, Sekretariat, Sekretaris, dan 

Anggota. Salah satu tugas Tim40 adalah menerima rekomendasi dari 

                                                           
38 Wawancara dengan Kabid PPP Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah, 

14 September 2016. 
39 Dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada 

di dalam kawasan hutan yang terletak pada lintas kabupaten/kota Gubernur 
membentuk Tim IP4T, melalui Surat Keputusan Gubernur sebagaimana amanat 
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, 
Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN (sekarang Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala BPN) Nomor 79/2014, Nomor PB3/Menhut-II/2014, Nomor 
17/PRT/ M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan. 

40Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan IP4T Dalam Kawasan Hutan, 
Tugas Tim IP4T: 1) Menerima pendaftaran permohonan IP4T dari Pemerintah 
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Tim IP4T Kabupaten/Kota yang merupakan hasil analisis yaitu ana-

lisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di 

dalam kawasan hutan. Terhadap rekomendasi tersebut, dilanjutkan 

dengan analisa dan pembahasan oleh Tim IP4T Provinsi, yang 

hasilnya menguatkan rekomendasi Tim IP4T Kota Palangka Raya.  

Menurut peneliti, dilihat dari tahapan pelaksanaan IP4T, 

kegiatan verifikasi dan pembahasan yang dilakukan oleh Tim IP4T 

Provinsi ini berarti menambah panjang jalur birokrasi, namun dari 

sisi substansi dapat berfungsi untuk menghasilkan rekomendasi yang 

lebih baik dan komprehensif. Disamping itu, perlu juga diperhatikan 

masalah ketatalaksanaan IP4T, utamanya penyerahan hasil berupa 

rekomendasi dari Tim IP4T Provinsi. Berdasarkan diktum KEEMPAT 

Keputusan Gubernur tersebut, dinyatakan bawa: “Dalam melaksa-

nakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU 

bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah”, namun 

kenyataannya rekomendasi hasil pembahasan Tim ini diserahkan 

kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah 

untuk diteruskan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.    

 

b. Kegiatan IP4T pada Kawasan Hutan di Kota Palangka Raya 

Tahun 2015 

1) Penetapan Lokasi IP4T pada Kawasan Hutan  

Berdasarkan hasil observasi peneliti, lokasi IP4T pada kawasan hutan 

Tahun 2015 di Kota Palangka Raya merupakan hamparan wilayah 

rawa (tanah kosong atau terbuka, tumbuhan rumput), tanah berpasir 

dengan medan datar, berada di pinggir Sungai Sabangau serta dekat 

                                                           
Provinsi atau Kabupaten /Kota; 2) Melakukan verifikasi permohonan; 3) Menso-
sialisasikan kegiatan IP4T pada tanah yang berada di dalam kawasan hutan 
kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan/desa; 4) Melaksa-
nakan pendataan lapangan; 5) Melakukan analisa data yuridis dan data fisik 
bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan; 6) Menerbitkan hasil 
analisis berupa rekomendasi dengan melampirkan Peta IP4T Non Kadastral dan 
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang ditandatangani 
oleh masing-masing pemohon serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah 
lainnya; 7) Menyerahkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada point 6 
kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota.  
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dengan Jalan Trans Kalimantan, namun sebagian sudah digarap seca-

ra efektif dengan penggunaan tanah berupa tanaman pertanian ta-

hunan seperti petai, kelapa, karet, mangga, dan lain-lainnya serta ta-

naman pertanian semusim seperti cabai, terong, semangka, melon, 

usaha ternak ayam maupun bangunan rumah tinggal (lihat gambar 

1). Hasil observasi jenis pemanfaatan tanah, memberikan pemaha-

man bahwa lokasi IP4T secara fisik tidak merupakan hutan41, namun 

secara de facto dinyatakan sebagai kawasan hutan (lihat Peta 

Lampiran 2).  

 

Gambar 1: Pemanfaatan Tanah Lokasi IP4T di Kota Palangka Raya 

Tahun 2015 

 
 

Alasan pemilihan lokasi IP4T42 di Kelurahan Sabaru dan 

Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau, berada pada wilayah 

perbatasan paling utara Kota Palangka Raya ke arah selatan, 

berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, dengan pertimbangan 

                                                           
41 Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. sedangkan, 
Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk 
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. (lihat Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 
Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 
(IP4T) Dalam Kawasan Hutan, 2015, hal 3-4). 

42 Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tanggal 
15 September 2016. 
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wilayahnya termasuk kawasan hutan dengan kategori Kawasan Suaka 

Alam (KSA), Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Kawasan Hutan yang 

Dapat Dikonversi (HPK) (Lihat Gambar 2) serta kondisi medan yang 

paling sulit (diawali pada lokasi yang dianggap mempunyai tingkat 

pelaksanaan paling sulit).  

 

Gambar 2: Peta Hasil Kegiatan IP4T di Kota Palangka Raya  

Tahun 2015 

 
Sumber: Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, 2016 

 

Dengan harapan, jika wilayah paling sulit dapat dilakukan, maka 

tahun berikutnya, pelaksanaan IP4T semakin kearah kota yang 

tingkat kesulitannya semakin berkurang. Bidang-bidang tanah tidak 

mengelompok secara penuh, tidak berbatasan langsung tetapi saling 

berdekatan, selain karena didasarkan pada inisiatif pemohon 

(tergantung pada minat masing-masing penggarap), juga bermanfaat 

bagi otoritas pertanahan. Walaupun lokasi bidang tanah yang 

terpencar (namun berdekatan), kemungkinan besar pelepasan dari 

kawasan hutannya akan dilakukan dengan cara deliniasi batas terluar 

bidang-bidang tanah. Dengan cara deliniasi tersebut, berarti terha-

dap bidang-bidang tanah yang berdekatan namun tidak merupakan 

target lokasi IP4T juga akan termasuk bidang tanah yang dilepaskan 
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dari kawasan hutan. Bidang-bidang tanah tersebut nantinya juga 

dapat menjadi target pensertipikatkan tanah oleh otoritas perta-

nahan, tidak lagi melalui pelepasan kawasan hutan, sehingga proses 

legalisasi dapat dilakukan lebih cepat.  

  

2) Tim IP4T pada Kawasan Hutan Kota Palangka Raya 

Adanya hutan pada suatu wilayah kota memang sangat penting 

untuk fungsi konservasi, jalur hijau atau taman rekreasi bagi warga 

kota pada umumnya. Hasil observasi sebagaimana dijelaskan di atas 

ternyata lokasi IP4T Tahun 2015 di Kota Palangka Raya secara de jure 

diklaim sebagai kawasan hutan, namun secara fisik tidak diman-

faatakan (fungsi) sebagai hutan dan penguasaan tanahnya berupa 

tanah garapan masyarakat. Dalam rangka penyelesaian hak-hak 

(garapan) masyarakat yang masih menguasai tanah yang berada 

(diklaim) dalam kawasan hutan serta sebagai solusi dalam menin-

daklanjuti permasalahan pertanahan yang terjadi di wilayah Kota 

Palangka Raya, telah dibentuk Tim IP4T dan Sekretariat Tim IP4T43. 

Pembentukan Tim IP4T Dalam Kawasan Hutan di Kota Palangka 

Raya melalui Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 

188.45/122/2015 tanggal 30 Maret 2015. Adapun susunan Tim IP4T 

dimaksud meliputi : a) Pembina (Walikota Palangka Raya dan Wakil 

Walikota Palangka Raya); b) Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah, 

Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, 

serta Asisten Administrasi Umum pada Sekretaris Daerah Kota 

Palangka Raya); c) Ketua (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka 

Raya); d) Sekretaris (Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota 

Palangka Raya) serta; e) Anggota terdiri dari: Kepala Balai Peman-

tapan Kawasan Hutan XXI Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala 

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota 

Palangka Raya, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota 

Palangka Raya, Camat se-Kota Palangka Raya dan Lurah se-Kota 

Palangka Raya.  

Tim IP4T dimaksud mempunyai tugas yaitu: a) menerima 

permohonan, b) melakukan verifikasi permohonan, c) melakukan 

                                                           
43 Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tanggal 

15 September 2016. 
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pendataan lapangan, d) melakukan analisa data fisik dan data yuridis, 

e) membuat rekomendasi yang dilampiri dengan peta IP4T non 

kadastral dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah 

(SP2FBT) serta bukti-bukti penguasaan tanah dan; f) menyerahkan 

hasil analisis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. 

Dalam menjalankan tugasnya, Tim ini dibantu dari aspek hukum dan 

administrasi oleh Sekretariat Tim IP4T yang terdiri dari: a) Ketua 

(Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya; b) 

Wakil Ketua (Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Peme-

rintahan Desa  Kota Palangka Raya; c) Sekretaris (Kepala Bagian 

Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Palangka 

Raya; dan d) Anggota terdiri dari: Kepala Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah Kota Palangka Raya, Kepala Bidang Fisik pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Desa Kota Palangka Raya, Kepala Sub 

Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah Kota Palangka Raya, Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Batas 

Wilayah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat 

Daerah Kota Palangka Raya, dan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum 

pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.  

Disamping ada Sekretariat Tim IP4T berdasarkan Keputusan 

Walikota Palangka Raya tersebut di atas, ternyata Kepala Kantor 

Pertanahan Kota Palangka Raya juga membentuk Sekretariat Tim 

IP4T dalam Kawasan Hutan di Kota Palangka Raya pada tanggal 13 

April 2015, Nomor 243.a.400.09.62.71/ IV/2015 yang terdiri dari: a) 

Koordinator yaitu Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor 

Pertanahan Kota Palangka Raya, dan b) Anggota yang berasal dari 

instansi: 1) Balai Pemantapan Kawasan Hutan XXI Provinsi Kaliman-

tan Tengah, 2) Bappeda Kota Palangka Raya, serta 3) Kasubsi Land-

reform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kota Palangka 

Raya. Sekretariat Tim ini mempunyai tugas selama 6 (enam) bulan 

yaitu: a) menerima pendaftaran pemohon IP4T; b) melakukan verifi-

kasi permohonan, c) melakukan pendataan lapang, d) melakukan 

analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah, e) mener-

bitkan hasil analisis berupa rekomendasi dengan melampirkan peta 

IP4T non kadastral dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang 

Tanah (SP2FBT yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon 
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serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya, dan f) menye-

rahkan hasil analisis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota 

Palangkaraya. Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat Tim ini 

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka 

Raya.  

Guna memperlancar teknis pelaksanaan tugas Sekretariat Tim 

IP4T pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, selanjutnya 

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya menunjuk Petugas 

guna menyiapkan peta IP4T secara non kadastral atas bidang-bidang 

tanah serta Petugas dari Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan 

guna melakukan pengecekan surat-surat atau dokumen pemilikan 

dan atau penguasaan tanah yang diajukan oleh pemohon IP4T.   

Berdasarkan struktur dan tugas-tugas Tim IP4T tersebut, dapat 

diketahui beberapa hal yaitu: 

a) Dilihat dari struktur Tim IP4T, terdapat penambahan dalam 

unsur Pembina dan Penanggung jawab serta dibentuknya 

Sekretariat Tim oleh Walikota Palangkaraya (disamping diben-

tuknya Sekretariat Tim oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 

Palangka Raya), yang merupakan penyesuaian terhadap petunjuk 

pelaksanaan44. Penambahan unsur dari Pemerintah Kota ini 

dimaksudkan agar Tim dapat melakukan koordinasi secara baik, 

                                                           
44 Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam 

kawasan hutan di Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Tim IP4T 
melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan sebagai 
berikut: 1) Ketua: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (merangkap 
Anggota); 2) Sekretaris: Unsur Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan 
dibidang Kehutanan (merangkap Anggota); 3) Anggota: a) Unsur Balai 
Pemantapan Kawasan Hutan; b) Unsur Dinas/Badan Kabupaten/ Kota yang 
menangani urusan dibidang Tata Ruang; c) Unsur Pemerintahan Kabupaten / 
Kota; d) Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk; e) Lurah/Kepala Desa 
setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu. (Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 
Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 
(IP4T) Dalam Kawasan Hutan, 2015, hal 7). Dengan demikian menurut juklak 
dimaksud, pelaksana IP4T pada kawasan hutan di kabupaten/kota adalah a) Tim 
IP4T (Ketua, Sekretaris, dan Anggota) dan b) Sekretariat yang merupakan 
Petugas (tenaga teknis) data  yuridis dan data fisik yang ditunjuk Ketua Tim 
IP4T. 
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apalagi pendanaannya perlu support dari Pemerintah Kota 

Palangka Raya.  

b) Pembentukan Sekretariat Tim oleh Walikota Palangka Raya, yang 

unsurnya hampir sama (instansi yang sama) dengan Tim IP4T. 

Menurut Petunjuk Pelaksanaan IP4T, Sekretariat Tim IP4T diben-

tuk oleh Ketua Tim IP4T yang dalam pelaksanaan tugasnya diban-

tu oleh Tenaga teknis data yuridis dan data fisik. Sekretariat Tim 

terdiri dari: a) Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan pada 

Kabupaten/Kota. b) Unsur Dinas/Badan Kabupaten yang me-

nangani urusan di Bidang Tata Ruang pada Kabupaten/Kota. c) 

Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan. d) Kepala 

Subseksi di lingkungan Pengaturan dan Penataan Pertanahan. 

Adanya 2 (dua) Sekretariat Tim ini, diduga akan berpotensi me-

nambah panjangnya birokrasi dan dapat menimbulkan rancunya 

tugas dan fungsi masing-masing Sekretariat Tim dalam opera-

sional IP4T dimaksud.  

c) Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 

188.45/122/2015 tersebut, Sekretariat Tim bertugas membantu dari 

aspek hukum dan administrasi, yang dalam menjalankan tugasnya 

bertanggung jawab dan wajib melaporkan aktivitas harian secara 

lisan dan tulisan kepada Walikota Palangka Raya. Sedangkan 

Sekretariat Tim IP4T yang dibentuk oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Palangka Raya mempunyai tugas yang sama dengan 

tugas Tim IP4T, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 

jawab dan menyerahkan hasil analisisnya berupa rekomendasi 

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. 

 

3) Pelaksanaan IP4T pada Kawasan Hutan Tahun 2015 

a) Peserta 

Secara teknis proses pemetaan IP4T memerlukan waktu lama, se-

mentara otoritas pertanahan ada batas waktu perencanaan kegiatan. 

Dengan pertimbangan adanya keterbatasan tersebut, maka pelaksa-

naan IP4T di Kota Palangka Raya Tahun 2015 ditarget sejumlah 1.000 

bidang tanah, dengan lokasi di Kecamatan Sabangau yang meliputi 2 

(dua) kelurahan yaitu Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kalam-

pangan. Setelah dilakukan sosialisasi oleh Tim kepada masyarakat, 
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selanjutnya masing-masing pemilik tanah menyiapkan surat-surat 

dan dokumen pendukung permohonan sebagai peserta IP4T Tahun 

2015. Berdasarkan permohonan IP4T pada kawasan hutan yang 

diajukan oleh pemohon melalui Surat Lurah Kalampangan tanggal 30 

Oktober 2015 Nomor 100.140/204/KL-KLG/X/2015 perihal Permo-

honan IP4T dalam Kawasan Hutan dan Surat Lurah Sabaru Nomor 

140.590/114-125/KL-SBR/VIII/PEM/2015 perihal Formulir Permo-

honan IP4T dalam Kawasan Hutan, rincian jumlah bidang dan luas 

bidang tanah yang diajukan permohonan IP4T dapat dilihat pada 

Tabel 4 berikut.  

    

Tabel 4: Rekapitulasi Permohonan IP4T Tahun 2015 Kawasan Hutan 

di Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kalampangan Kecamatan 

Sabangau Kota Palangka Raya 

No No  

Surat 

Atas Nama Jumlah 

Bidang Pemohon Luas (Ha) 

1 204 Cipto Wiharjo, dkk      210       180 1.451,000 

2 114 TPU 3           3 18,000 

3 115 HM Budi, dkk 59 56 2,000 

4 116 Hatta T Lumbah, dkk 15 12 16,700 

5 117 Raya Bety, dkk 50 50 8,000 

6 118 Ade Supriadi, dkk 200 200 20,000 

7 119 Sukirno, dkk 80 80 6,000 

8 120 Jumiati, dkk 67 67 19,400 

9 121 Sukarni, dkk 560 558 226,000 

10 122 Basid, dkk 5 5 20,000 

11 123 Ardiyansyah L Usup, 

(Poktan Tangkasiang  

Sejahtera) 

50 52 40,000 

12 124 Dimuk, dkk 3 3 48,000 

13 125 Dwi Sunyoto, dkk 22 21 22,000 

Jumlah 1.324 1.287 1.897,100 

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, diolah, 2016. 

 

Berdasarkan Tabel 4 di atas, diketahui jumlah pemohon IP4T 

Tahun 2015 sebanyak 1.324 bidang yang dimiliki oleh 1.287 orang 

dengan luas 1.897,100 hektar. Pemohon yang terbanyak adalah 

perorangan, sedangkan fasilitas sosial berupa kuburan (TPU) 3 
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bidang yaitu TPU bagi warga Muslim, TPU bagi warga Kristen dan 

TPU bagi warga penganut Kaharingan, masing-masing 1 bidang. Rata-

rata luas permohonan adalah 1,4329 hektar per bidang tanah, serta 

permohonan paling luas adalah 5 hektar dan permohonan paling 

kecil adalah seluas 0,02 hektar. Menurut informasi dari petugas 

pelaksana kantor pertanahan yang informasinya juga disampaikan 

oleh Lurah Sabaru, dikatakan bahwa pemilihan peserta sepenuhnya 

dilakukan oleh pihak kelurahan berdasarkan permohonan dari yang 

berkepentingan atas tanah (penggarap), tanpa adanya pembatasan-

pembatasan misalnya apakah penduduk atau bukan penduduk 

desa/kelurahan setempat, jumlah dan luas penguasaan bidang tanah, 

jenis penggunaan tanah dan sebagainya. Dengan demikian, diduga 

target pelaksanaan IP4T adalah jumlah bidang (kuantitas) tanah 

yaitu 1000 bidang, dan tidak memperhatikan apakah mengelompok 

atau tidak mengelompok (terpencar) namun dalam 2 kelurahan yang 

berdampingan.   

 

b) Tahapan Pelaksanaan 

Kegiatan inventarisasi pemilikan, penguasaan dan penggunaan dan 

pemanfaatan tanah menurut Perber pada hakekatnya dilaksanakan 

oleh Tim IP4T Kabupaten/Kota untuk cakupan wilayah kabupa-

ten/kota, sedangkan untuk cakupan wilayah yang meliputi lebih dari 

satu kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim IP4T Provinsi. Di atas 

telah dijelaskan bahwa untuk pelaksanaan IP4T di Provinsi Kaliman-

tan Tengah dibentuk Tim IP4T dan Sekretariat Tim dengan Surat 

Keputusan Gubernur sedangkan untuk pelaksanaan ditingkat kota 

dibentuk Tim IP4T dan Sekretariat Tim dengan Surat Keputusan 

Walikota Palangka Raya serta Sekretariat Tim dan Petugas Teknis 

data Yuridis dan data Fisik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 

Palangka Raya. Disamping pembentukan Tim juga sebagai langkah 

awal dilakukan penetapan lokasi pelaksanaan IP4T pada kawasan 

hutan di Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kalampangan Kecamatan 

Sabangau. Setelah pembentukan Tim dilakukan penyuluhan pada 

tingkat kelurahan, baru dilanjutkan pendataan lapangan oleh petu-

gas pelaksana dari Kantor Pertanahan. Adapun tahapan pelaksanaan 

IP4T pada kawasan hutan Tahun 2015 di Kota Palangka Raya, setelah 
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kegiatan pembentukan Tim, Sekretariat, Petugas, serta penunjukan 

lokasi dan kegiatan penyuluhan pada masyarakat, sebagaimana 

uraian berikut. 

  

(1) Penyiapan berkas oleh masyarakat dan penyerahan melalui 

Lurah  

Masing-masing penggarap tanah, dengan difasilitasi oleh pihak kelu-

rahan menyiapkan dokumen identitas diri dan dokumen pero-

lehan/penguasaan tanah. Berkas permohonan ini direkap oleh Lurah 

dan diserahkan kepada Tim IP4T Kota Palangka Raya melalui 

Sekretariat Tim. Surat Lurah Sabaru diajukan kepada Walikota 

Palangka Raya dengan No. 140.590/114-125/KL-SBR/VIII/PEM/2015 

perihal Formulir Permohonan IP4T dalam Kawasan Hutan, sebanyak 

1.114 bidang (1.107 pemohon) seluas ± 446,100 hektar sedangkan Surat 

Lurah Kalampangan tanggal 30 Oktober 2015 No. 100.140/204/KL-

KLG/X/2015 perihal Permohonan IP4T dalam Kawasan Hutan 

disampaikan berkas permohonan atas nama Cipto Wiharjo, dkk 

sebanyak 210 bidang (180 orang) dengan luas 1.451 hektar, dengan 

dilampiri: a) Peta Kawasan Hutan, b) Peta Penggunaan Tanah 

Eksisting, c) SP2FBT, d) Fotocopy KTP, e) Peta Sket Lokasi, g) Daftar 

Pemohon (penggarap), dan h) dokumen penunjang lainnya.  

Terhadap permohonan tersebut, selanjutnya Sekretaris Daerah 

atas nama Walikota Palangka Raya menyerahkan Berkas Permo-

honan IP4T dari Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kalampangan 

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tanggal 9 

November 2015 berdasar surat No. 100/145/ADPUM/ 2015. Dalam 

surat dimaksud disampaikan bahwa terhadap sasaran pengumpulan 

berkas IP4T pada 2 (dua) kelurahan sebanyak 1.000 bidang, hanya 

terealisasi sebanyak 837 berkas yaitu Kelurahan Sabaru sejumlah 537 

bidang dan Kelurahan Kalampangan sejumlah 300 bidang. Berkas 

permohonan dimaksud dilampiri antara lain: (1) Daftar permohonan 

IP4T secara kolektif yang diketahui oleh Lurah; (2) Foto copy 

identitas pemohon (KTP dan Kartu Keluarga) masing-masing yang 

bersangkutan; (3) Alas hak atau Surat Pernyataan Penguasaan Tanah 

(SPPT) masing-masing yang bersangkutan; (4) Sket bidang-bidang 

tanah yang dikuasai oleh pemohon yang berada dalam kawasan 
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hutan; (5) Surat Penyerahan/Ganti Rugi Sebidang Tanah (jika ada), 

atau surat-surat pernyataan perolehan tanah lainnya. 

Penyampaian berkas permohonan IP4T oleh Walikota kepada 

Kapala Kantor pertanahan, dimaksudkan agar dapat dilakukan 

verifikasi dan analisis, sehingga hasilnya dapat dilaporkan kepada 

Walikota Palangka Raya melalui Kepala Bagian Administrasi 

Pemerintahan Umum Setda Kota Palangka Raya. Disini terlihat 

adanya penambahan jalur birokrasi dan kerancuan penyelesaian 

administrasi teknis pelaksanaan IP4T. Berkas permohonan diserah-

kan oleh Lurah  kepada Walikota (peneliti menafsirkan dalam hal ini 

Walikota sebagai Pembina Tim IP4T), baru kemudian berkas 

disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya 

(peneliti menafsirkan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Tim 

IP4T). Demikian juga terlihat dari surat pengantar penyampaian 

berkas permohonan bahwa hasil analisis dilaporkan kepada 

Walikota, padahal berdasar hasil wawancara dengan Petugas pelak-

sana rekomendasi sebagai hasil verifikasi dan analisis IP4T disam-

paikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan 

Tengah (selaku Ketua Tim IP4T Provinsi). 

 

(2) Peninjauan lokasi 

Selang dua hari setelah berkas permohonan IP4T diterima oleh 

Kepala Kantor Pertanahan melalui Sekretariat Tim IP4T Kantor 

pertanahan, dilakukan peninjauan lokasi tanggal 11 November 2015, 

yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 08/BA-

IP4T/400.10.62.71/XI/2015. Dalam peninjauan lokasi diketahui bahwa 

nama pemohon Yulianti, dkk, letak tanah di Jalan Mahir Mahar (Jalan 

Negara Lintas Trans Kalimantan) Kelurahan Sabaru dan Kelurahan 

Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya. Adapun 

berkas yang dilampirkan oleh masing-masing pemohon adalah: (1) 

Daftar permohonan IP4T kolektif yang diketahui oleh Lurah dan 

Camat setempat; (2) Foto copy identitas pemohon berupa: KTP, Kar-

tu Keluarga, atau kartu identitas lain masing-masing pemohon; (3) 

Alas hak/surat keterangan riwayat tanah/SPPT; (4) Surat pernyataan 

sudah memasang tanda batas bidang tanah; dan (5) Sket bidang 

tanah dikuasai oleh pemohon yang berada dalam kawasan hutan. 
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(3) Inventarisasi P4T 

Guna keperluan verifikasi data IP4T, diawali dengan melaksanakan 

kegiatan inventarisasi oleh Tim IP4T yang ditunjuk berdasarkan 

Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/122/2015 

tanggal 30 Maret 2015 dan peninjauan lokasi. Guna kelancaran 

kegiatan inventarisasi data fisik dan data yuridis dimaksud, secara 

teknis dilaksanakan oleh Petugas pelaksana dari Kantor Pertanahan 

Kota Palangka Raya terkait informasi/data seperti identitas pemo-

hon, letak tanah, keterangan subyek dan keterangan obyek maupun 

keterangan sekitar obyek tanah yang dimohonkan. Petugas pelak-

sanaan teknis yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota 

Palangka Raya, sebanyak 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) orang Petugas 

guna melakukan inventarisasi data fisik di lapangan melalui pengu-

kuran dan pemetaan secara non kadastral, serta 2 (dua) orang Petu-

gas dari Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan dengan tugas 

melakukan pengecekan surat-surat atau dokumen pemilikan dan 

atau penguasaan tanah yang diajukan oleh pemohon IP4T, utamanya 

difokuskan dalam hal jangka waktu penguasaan tanah yaitu apakah 

penguasaannya sudah lebih dari 20 tahun atau kurang dari 20 tahun. 

Klasifikasi berdasarkan jangka waktu penguasaan tanah ini akan 

dijadikan dasar/pertimbangan dalam proses penetapan hak apakah 

melalui pengakuan hak atau melalui pemberian hak, pada reko-

mendasi Tim IP4T.  

Berdasarkan hasil inventarisasi yaitu pemeriksaan berkas-berkas 

permohonan diperoleh data pemohon telah memenuhi persyaratan. 

Secara lengkap hasil inventarisasi tersebut dituangkan dalam Bertia 

Acara IP4T Nomor 09/BA-IP4T/400.10.62.71/ XII/2015 tanggal 17 

Desember 2015 yang dilampiri dengan: Peta IP4T Non Kadastral, Peta 

Kawasan Hutan, dan Peta Penggunaan Tanah. 

 

(4) Rapat Tim IP4T 

Terhadap permohonan tersebut di atas, tanggal 21 Januari 2016 Tim 

IP4T mengadakan rapat persiapan dalam rangka verifikasi dan 

inventarisasi P4T dengan hasil bahwa dalam peninjauan lapang akan 

dipandu oleh Lurah Sabaru dan Lurah Kalampangan. Adapun hal-hal 

yang akan diverifikasi antara lain data IP4T, penggunaan tanah, 
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penguasaan tanah serta tanda-tanda batas bidang tanah. Hasil rapat 

dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Persiapan Lapang IP4T 

Nomor 01/BA-IP4T/400.10.62.71/I/2016 tanggal 21 Januari 2016. 

 

(5) Verifikasi Lapangan 

Verifikasi lapangan dilakukan tanggal 25 Januari 2016 oleh Tim IP4T 

dari Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya bersama BPKH, Pemda, 

Kehutanan, Camat dan Lurah. Dalam verifikasi lapangan ini, 

pendanaan dilakukan oleh masing-masing Satker, kecuali kegiatan 

penyuluhan yang didanai oleh Kantor Pertanahan45. Dari BPKH 

Wilayah XXI, saat verifikasi lapangan selain observasi juga sekaligus 

melakukan pengecekan beberapa sampel dengan menggunakan alat 

GPS (Global Positionning System). Dalam verifikasi dilakukan 

pengecekan data subyek dan data obyek di lapangan yang hasilnya 

dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Data IP4T di 

Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kalampangan Nomor 02/BA-

IP4T/400.10.62.71/I/2016 tanggal 25 Januari 2016. 

Saat verifikasi lapangan, selain dilakukan pemetaan menggu-

nakan GPS, juga dilakukan penelusuran riwayat penguasaan tanah 

pada kawasan hutan. Hampir semua penguasaan bidang-bidang 

tanah oleh pemohon, tidak ada dokumen (alas hak) tertulis 

sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, 

melainkan hanya didukung surat-surat pernyataan penguasaan dan 

atau pembelian. Dilihat dari penguasaan tanahnya, permohonan 

IP4T dapat dikategorikan yaitu: 

(a) Penguasaan tanah secara kelompok; Misalnya Kelompok Tani 

Perkebunan Kopi/Hortikultura Kereng Bengkirai sebanyak 20 

orang.  

(b) Penguasaan tanah secara perorangan. 

(c) Penguasaan tanah untuk Tempat Pemakaman (Muslim, Kristen 

dan Hindu Kaharingan). 

(d) Sebenarnya tim menemukan juga permohonan dari PLN yang 

dimanfaatkan untuk tower, namun karena pihak kehutanan 

yaitu BPKH mengajukan keberatan (secara lisan) dengan 

                                                           
45 Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tanggal 

15 September 2016. 
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pertimbangan masuk kategori korporasi (badan hukum) maka 

bidang tanah dimaksud dikeluarkan dari rekomendasi.   

Dalam verifikasi lapang ini juga dilakukan pengecekan 

surat/dokumen pemilikan/penguasaan tanah yang difokuskan 

apakah penguasaannya ≥ 20 tahun atau < 20 tahun dilakukan tim, 

dengan pertimbangan antara lain: keyakinan dan kepercayaan, 

disesuaikan dengan KTP dan KK yang dimiliki (tanggal lahir) masuk 

akal atau tidak penguasaan dimaksud, yang didukung oleh saksi serta 

ada tidaknya tanaman dan atau bangunan pada tanah dimaksud. 

Berdasarkan dokumen tersebut di atas, diketahui bahwa tanah yang 

digunakan untuk pemakaman berasal dari tanah negara sedangkan 

tanah yang dikuasai oleh perorangan merupakan tanah milik adat. 

Hanya saja dalam kajian tim, tidak memperhatikan aspek 

penguasaan: absentee, atau ketentuan batas maksimal pemilikan 

tanah.  

 

4) Hasil Pelaksanaan IP4T  

Hasil verifikasi lapangan oleh Tim IP4T selanjutnya dibahas dalam 

rapat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi 

Data IP4T di Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kalampangan Nomor 

02/BA-IP4T/400.10.62.71/I/2016 tanggal 25 Januari 2016. Dari rencana 

1.000 bidang tanah sebagai target berdasarkan hasil verifikasi 

teridentifikasi obyek IP4T seluas 7.027,125 hektar, namun berda-

sarkan hasil rapat Tim disepakati yang diusulkan (direkomendasi-

kan) oleh Tim IP4T untuk dilepaskan dari kawasan hutan sebanyak 

seluas 916,400 hektar. Adapun data umum dan data subyek serta 

obyek berdasar hasil identifikasi dan verifikasi lapangan sebagaimana 

uraian berikut.  

(a) Secara umum, dilihat dari luas wilayah dan jumlah:  

(1)  Luas wilayah Kelurahan Sabaru sekitar 15.183 hektar jauh 

lebih luas daripada luas wilayah Kelurahan Kalampangan 

yaitu sekitar 4.229 hektar.  

(2)  Jumlah penduduk Kelurahan Kalampangan yaitu 7523 jiwa, 

hampir dua kali lipat dari jumlah penduduk Kelurahan 

Sabaru yaitu 3806 jiwa. 
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Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kepadatan 

penduduk geografis Kelurahan Kalampangan (yaitu 1,78 

jiwa/hektar) lebih padat dari pada kepadatan penduduk 

geografis Kelurahan Sabaru (yaitu 0,25 jiwa/hektar).  

(b) Dilihat dari penggunaan tanah bidang-bidang tanah obyek IP4T 

pada kawasan hutan terdiri dari tanah terbuka, tanah pertanian, 

tanah permukiman, tanah garapan dan sebagainya, sebagaimana 

Tabel 5 berikut. 

 

Tabel 5: Jenis Penggunaan Tanah Hasil Verifikasi Data IP4T  

Tahun 2015 

No Penggunaan Tanah Luas (Hektar) Persentase (%) 

1 Tanah terbuka 457,600 6,51 

2 Tanah pertanian/kebun 417,700 5,94 

3 Tanah permukiman 0,300 0,01 

4 Tanah garapan masyarakat 6.131,300 87,25 

5 Fasilitas umum (jalan: negara, 

kelurahan dan lingkungan 

16,400 0,23 

6 Fasilitas umum Tower/sutet 3,825 0,06 

Jumlah 7.027,125 100 

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, diolah, 2016 

 

Berdasarkan Tabel 5 di atas, diketahui kriteria jenis penggunaan 

tanah yang digunakan tidak menggunakan klasifikasi penggunaan 

tanah pada umumnya yaitu tanah pertanian dan tanah non 

pertanian. Misalnya tanah terbuka atau tanah garapan masyarakat 

apakah termasuk tanah pertanian atau tanah non pertanian. Dengan 

mengacu pada klasifikasi pada tabel tersebut, dari total luas tanah 

obyek IP4T sejumlah 7.027,125 hektar, sebagian besar 6.131,300 hektar 

(atau 87,25%) berupa tanah garapan masyarakat dan jenis 

penggunaan tanah yang terkecil adalah permukiman yaitu seluas 

0,300 hektar (atau 0,01%).   

 

(c) Dilihat dari klasifikasi kawasan hutan, bidang-bidang tanah obyek 

IP4T merupakan Kawasan Hutan Konversi, Kawasan Hutan 

Lindung dan Kawasan Suaka Alam, sebagaimana Tabel 6 berikut.  
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Tabel 6: Hasil Verifikasi IP4T Berdasarkan Klasifikasi Kawasan 

Hutan 

No Kawasan Hutan Luas (Ha) Persentase (%) 

1 Kawasan Hutan yang Dapat 

Dikonversi (HPK) 

0,300 0,01 

2 Kawasan Hutan Lindung (HL) 895,525 12,74 

3 Kawasan Suaka Alam (KSA) 6.131,300 87,25 

Jumlah 7.027,125 100 

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, diolah, 2016 

 

Berdasarkan Tabel 6, obyek IP4T sebagian besar yaitu 6.131,300 

hektar (87,25 %) merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA), dan yang 

paling sedikit berupa Kawasan Hutan yang Dapat Dikonversi (HPK) 

yaitu seluas 0,300 hektar (0,01 %).  

 

(d) Analisa IP4T 

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh Tim IP4T, dari total luas 

tanah obyek IP4T sejumlah 7.027,125 hektar  (lihat Tabel 5 dan Tabel 

6), dalam rapat Tim diputuskan terhadap bidang-bidang tanah yang 

digarap masyarakat dan memenuhi syarat untuk direkomendasikan 

(diajukan) pelepasan dari kawasan hutan sebagaimana Tabel 7 dan 

Tabel 8 berikut.  

 

Tabel 7: Hasil Verifikasi Data IP4T Tahun 2015 di Kota Palangkaraya 

diperinci berdasarkan Jenis Penguasaan Tanah per Kelurahan 

 

 

No 

Penguasaan Tanah Jumlah SPT 

Bidang Luas (Hektar) 

1 Kel. Sabaru 704 483,300 

 a. Penguasaan tanah ≥ 20 tahun 516 309,400 

 b. Penguasaan tanah < 20 tahun 188 175,900 

2 Kel. Kalampangan 296 415,800 

 a. Penguasaan tanah ≥ 20 tahun 21 3,500 

 b. Penguasaan tanah < 20 tahun 275 410,300 

3   Penguasaan tanah oleh Instansi 

Pemerintah  

4 1,300 

4 Fasilitas Sosial/Kuburan 3 16,000 

Jumlah 1.007 916,400 

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, diolah, 2016 
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Berdasarkan Tabel 7 di atas, obyek IP4T di Kelurahan Sabaru 

sebanyak 704 bidang (atau 483,300 hektar) yang sebagian besar yaitu 

516 bidang (atau 309,400 hektar) merupakan penguasaan tanah oleh 

penggarap selama kurun waktu lebih dari 20 tahun. Berbeda halnya 

dengan kondisi di Kelurahan Kalampangan dari 296 bidang (atau 

415,800 hektar) obyek IP4T sebagian besar yaitu 275 bidang (atau 

410,300 hektar) merupakan penguasaan tanah oleh penggarap kurang 

dari 20 tahun. Jika data penguasaan tanah pada kedua kelurahan 

dimaksud digabungkan, perinciannya sebagaimana Tabel 8 berikut.   

 

Tabel 8: Hasil Verifikasi Data IP4T Tahun 2015 di Kota Palangkaraya  

diperinci berdasarkan Jenis Penguasaan Tanah 

No Penguasaan 

Tanah 

Bidang Persentase  

(%) 

Luas 

(Hektar) 

Persentase 

(%) 

1 ≥ 20 tahun 537 53,32 312,900 34,14 

2 < 20 tahun 463 45,98 586,200 63,97 

3 Instansi 4 0,40 1,300 0,14 

4 Kuburan 3 0,30 16,000 1,75 

Jumlah 1.007 100 916,400 100 

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, diolah, 2016 

 

Berdasarkan pertimbangan Tim IP4T menyimpulkan bahwa 

terhadap tanah yang dimohon untuk kegiatan IP4T seluas 916,400 

hektar direkomendasikan46 diproses melalui dua cara yaitu melalui 

penegasan/pengakuan hak dan melalui pemberian hak, dan hasilnya 

diusulkan agar dapat ditindaklanjuti ke Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan untuk pelepasan kawasan hutan. Pertama, 

permohonan dapat diteruskan melalui cara penegasan hak 

direkomendasikan terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh 

penggarap (perorangan dan atau kelompok) lebih dari 20 tahun, 

sejumlah 537 bidang dengan luas 312,900 hektar. Kedua, permohonan 

                                                           
46 Hasil kegiatan ini (IP4T, penulis) adalah rekomendasi dengan dilampirkan 

Peta IP4T Non Kadastral dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah 
(SP2FBT) yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon serta salinan 
bukti-bukti penguasaan tanah lainnya (Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 
Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 
(IP4T) Dalam Kawasan Hutan, 2015, hal 3). 
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dapat diteruskan melalui cara pemberian hak terhadap: a) Bidang 

tanah yang dikuasai kurang dari 20 tahun oleh penggarap 

(perorangan dan atau kelompok), dapat diberikan hak atas tanah 

dalam rangka reforma agraria/redistribusi tanah sebanyak 463 

bidang dengan luas 586,2 hektar, b) Bidang tanah yang dikuasai 

Instansi Pemerintah, dapat diberikan hak atas tanah sebanyak 4 

bidang dengan luas 1,300 hektar, dan c) Bidang tanah yang digunakan 

untuk fasilitas sosial (kuburan) dapat diberikan hak atas tanah 

sebanyak 3 bidang dengan luas 16 hektar. 

Hasil analisis berupa rekomendasi oleh Tim IP4T Kota Palangka 

Raya dengan dilampiri Peta IP4T Non Kadastral dan Surat Pernyataan 

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) serta salinan bukti-bukti 

penguasaan tanah lainnya, selanjutnya dilaporkan (diekspose) di 

Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, yang juga dihadiri 

oleh Tim IP4T Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil ekspose adalah 

bahwa Tim IP4T Provinsi setuju untuk ditindaklanjuti pengiriman 

hasil kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna 

dapat dilanjutkan dengan penetapan pengeluaran dari kawasan 

hutan.  

Keberhasilan pelaksanaan IP4T tahun 2015 di Kota Palangka 

Raya47 diduga karena posisi wilayah administrasinya berada di pusat 

pemerintahan Kalimantan Tengah sehingga Tim pelaksana dari 

Satker masing-masing instansi saat ke lapangan tidak memerlukan 

waktu yang lama (karena lokasinya dekat) dan biaya transportasi 

(yang tidak ada dalam anggaran masing-masing Satker) juga ringan 

(masih dalam satu kota). Sedangkan jika pelaksanaan IP4T di 

kabupaten lain, umumnya terdapat keluhan dari Satker masing-

masing instansi bahwa mereka tidak dapat melakukan verifikasi 

lapangan karena tidak didukung operasional (biaya) transportasi 

serta menunggu petunjuk teknis.  

Awalnya, keluhan ini juga dialami saat verifikasi lapangan di 

Kota Palangka Raya, namun Kepala Kantor Pertanahan Kota 

Palangka Raya berulang kali mencoba melakukan pendekatan 

utamanya kepada BPKH (harus sabar dan harus selalu koordinasi 

                                                           
47 Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tanggal 

15 September 2016. 
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dengan BPKH), yang akhirnya bersedia ikut ke lapangan. Agar 

pelaksanaan verifikasi lapangan tidak bolak-balik, maka sebelum ke 

lapangan didahului dengan kesepakatan lisan oleh BPKH 

menyangkut hal-hal teknis seperti: a) metode pemetaan oleh Tim 

dari pertanahan sudah disesuaikan dengan metode pemetaan pada 

BPKH, b) menggunakan peta dasar dari kehutanan, c) standar alat 

ukur yang digunakan, d) serta penyajian hasil pemetaan yang 

meliputi aspek kartografi, pewarnaan serta skala peta.  Disamping itu, 

pada IP4T tahun 2015 para pihak terlihat antusias utamanya 

penngarap, pihak RT, kelurahan serta Pemerintah Kota maupun 

BPKH.  

 

D. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan uraian hasil kajian yang dibahas sebelumnya, dapat 

diringkaskan beberapa hal yaitu: 

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penguasaan tanah 

pada kawasan hutan oleh masyarakat menurut adat-kebiasaan 

diakui, namun secara teknis-operasional pengadministrasian 

kepemilikan bidang-bidang tanah (pengakuan secara formal) 

masih terkendala karena adanya disharmoni dalam pengaturan 

peruntukan/pemanfaatan tanah antara RTRW Provinsi 

Kalimantan Tengah dengan TGHK (dan SK Menhut No. 529 

Tahun 2012), serta adanya perbedaan persepsi penguasaan tanah 

antara masyarakat (penggarap) dengan otoritas kehutanan. 

2. Hasil pelaksanaan IP4T pada kawasan hutan berupa rekomendasi 

kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar 

penguasaan tanah masyarakat dilepaskan dari kawasan hutan 

merupakan langkah awal upaya perlindungan hukum oleh Peme-

rintah.  

a. Pelaksanaan IP4T pada kawasan hutan di Kalimantan Tengah 

Tahun 2015 belum dapat diselesaikan secara tuntas karena dari  

target  9.300 bidang pada 14 kabupaten/kota, sampai dengan 

Agustus 2016 yang terealisasi sampai dengan pengiriman 

rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan hanya pelaksanaan IP4T di Kota Palangka Raya 
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sebanyak 1.007 bidang (atau 10,83 %), dengan lokasi terpencar 

(sporadis). 

b. Keberhasilan pelaksanaan IP4T di Kota Palangka Raya, baru 

akan dapat dilanjutkan dengan proses pensertipikatan hak atas 

tanahnya oleh otoritas pertanahan melalui pengakuan hak dan 

melalui pemberian hak, dengan catatan rekomendasi (pada 

point a di atas) ditindaklanjuti dengan pelepasan dari kawasan 

hutan oleh otoritas Kehutanan.  

c. Keberhasilan pelaksanaan IP4T di Kota Palangka Raya karena 

lokasinya di Ibu Kota Provinsi serta didukung adanya koordi-

nasi dengan BPKH yang intensif. Koordinasi sebelum ke la-

pangan berupa kesepakatan menyangkut hal-hal teknis seper-

ti: metode pemetaan, sumber peta dasar, standar peralatan, 

serta penyajian hasil pemetaan. Disamping itu, pelaksanaan 

IP4T di Kota Palangka Raya didukung oleh Sekretariat yang 

ada di Pemerintah Kota Palangka Raya dan Sekretariat di 

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. 

Dengan memperhatikan masalah-masalah yang masih dite-

mukan dalam pelaksanaan IP4T pada kawasan hutan sebagaimana 

dibahas sebelumnya, maka direkomendasikan antara lain:  

1. Perlu segera dilakukan harmonisasi alokasi pemanfaatan ruang 

antara Pemerintah Daerah dengan otoritas kehutanan. 

2. Pelaksanaan IP4T dilakukan secara sistematik, desa demi desa 

terhadap semua bidang-bidang tanah yang sudah dikuasai oleh 

masyarakat dan saat pemetaan bidang-bidang tanah sebaiknya 

melibatkan partisipasi masyarakat lokal, serta koordinasi secara 

intensif dalam verifikasi lapangan utamanya dengan otoritas 

kehutanan.  

3. Sebelum pelaksanaan IP4T, perlu dilakukan penelitian intensif 

mengenai pola-pola perolehan, peralihan serta penguasaan dan 

pemanfaatan tanah oleh masyarakat setempat. 

4. Agar lebih efektif, pendanaan kegiatan IP4T ditempatkan pada 

salah satu Satker/instansi. 

5. Perlu diatur secara tegas, bahwa dasar pemetaan pemilikan atau 

penguasaan atas tanah oleh masyarakat utamanya kenyataan 

penguasaan fisik atas bidang tanahnya, serta saat pelaksanaan 
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pensertipikatan tanah nantinya perlu mempertimbangkan keten-

tuan-ketentuan terkait landreform dan tata ruang.  

6. Data pemilikan tanah hasil IP4T yang sudah disetujui oleh Ke-

menterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus segera dipa-

kai sebagai dasar untuk melakukan revisi tata ruang.  
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Lampiran 1: 

Tabel: 3 

Realisasi IP4T pada Kawasan Hutan di Kalimantan Tengah  

Anggaran 2015, sampai dengan Agustus 2016 
No Lokasi a. Target 

b. Realisasi 

c. Persentase 

(%) 

Tahapan 

Kegiatan a. Kabupaten/Kota  

b. Kecamatan 

Desa/Kelurahan 

1 a. Palangka Raya 

b. Sabangau 

 

  b.1. Sabaru (700 bid) 

 b.2. Kalampangan (300 

bid) 

a. 1.000 bid 

b. 1.000 bid 

c. 100 % 

Pengiriman 

berkas ke 

Dirjen 

Planologi 

Kemen LHK 

2 a. Barito Selatan 

b. 1. Dusun Hilir. 

 

 

 

b.2. Kurau Kuala 

 

b.1.1. Batampang (191 

bid) 

b.1.2. Batilap (220 bid) 

b.1.3. Muara Puning (285 

bid) 

b.1.4. Simpang Telo (68 

bid) 

b.2.1. Talio (232 bid) 

a. 750 bid 

b. 750 bid 

c. 100 % 

Verifikasi 

hasil 

Rekomendas

i Tim IP4T 

Kab ke Tim 

IP4T Kanwil 

3 a. Barito Utara  

b. Teweh Selatan 

 

b.1. Trinsing 

a. 650 bid 

b. 500 bid 

c. 76,92 % 

Pengolahan 

Data & 

Analisis 

IP4T 

4 a. Barito Timur 

b. Patangkep Tutui 

 

b.1. Bentol 

a. 650 bid 

b. 650 bid 

 c. 100 % 

Pengolahan 

Data & 

Analisis 

IP4T 

5 a. Gunung Mas 

b. 1. Kurun 

 

 2. Mahuning  

 

b.1.1. Harung Bunut 

b.1.2. Teluk Nyatu 

b.2.1. Tumbang Talakan 

a. 650 bid 

b. 650 bid 

c. 100 % 

Pengolahan 

Data & 

Analisis 

IP4T 

6 a. Kapuas  

b. Timpah 

 

b.1. Tumpang Randang 

b.2. Danau Pantau 

a. 650 bid 

b. 650 bid 

c. 100 % 

Pengolahan 

Data & 

Analisis 

IP4T 

7 a. Pulang Pisau 

b. Kahayan Hilir 

 

b.1. Gohong 

a. 650 bid 

b. – 

c. 0 % 

Tidak 

dilaksanakan 

8 a. Katingan 

b. Katingan Tengah 

 

b.1. Tumbang Kalamei 

a. 650 bid 

b. – 

c. 0 % 

Penyuluhan 

9 a. Kotawaringin Timur 

b. Teluk Sampit 

 a. 650 bid 

b. 200 bid 

Verifikasi 

hasil 
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b.1. Kuin Permai (200 

bid) 

c. 30,77 % Rekomendas

i Tim IP4T 

Kab ke Tim 

IP4T Kanwil 

10 a. Seruyan  

b. Seruyan Raya 

 

 

b.1. Selunuk 

a. 650 bid 

b. 650 bid 

c. 100 % 

Pengolahan 

Data & 

Analisis 

IP4T 

11 a. Kotawaringin Barat  

b.1. Kumai 

b.2. Kotawaringin Lama 

 

b.1.1. Kapitan (151 bid) 

b.2.1. Kondang (287 bid) 

b.2.2. Rungun (191 bid) 

b.2.3 Ipu Bangun Jaya 

(21 bid) 

a. 650 bid 

b. 650 bid 

c. 100 % 

Verifikasi 

hasil 

Rekomendas

i Tim IP4T 

Kab ke Tim 

IP4T Kanwil 

12 a. Sukamara 

b. Sukamara 

 

b.1. Kertamulia (250 bid) 

b.2. Nibung Terjun ( - ) 

a. 650 bid 

b. – 

c. 0 % 

Tidak 

dilaksanakan 

13 a. Lamandau 

b. Bulik 

 

b.1. Guci (153 bid) 

b.2. Tumiang (495 bid) 

b.3. Suja 

a. 650 bid 

b. 339 bid 

c. 52 % 

Pengolahan 

Data & 

Analisis 

IP4T 

14 a. Murung Raya 

b.1. Murung 

b.2. Tanah Siang 

 

b.1.1. Bahitom (100 bid) 

b.2.1. Osom Tompok 

(300 bid) 

a. 400 bid 

b. 300 bid 

c. 75 % 

Verifikasi 

hasil 

Rekomendas

i Tim IP4T 

Kab ke Tim 

IP4T Kanwil 

Jumlah a. 9300 bid 

b. 6989 bid 

c. 75 % 

 

Sumber: Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 
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MENATA TANAH KOTA BATAM:  

JALAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH KAMPUNG TUA 

Tjahjo Arianto 

Asih Retno Dewi 

Harvini Wulansari 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Masalah tanah merupakan masalah yang paling krusial di Indonesia. 

Banyak sekali terjadi konflik dan sengketa karena masalah tanah. 

Masalah tersebut karena terkait dengan fungsi-fungsi yang melekat 

pada tanah. Menurut Pasal 6 Undang-Undang No 5  Tahun 1960 

bahwa hak atas tanah memiliki fungsi sosial yang dapat diartikan 

bahwa tanah sebagai lahan hidup manusia untuk berinteraksi sosial 

dan juga dapat berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan sosial 

manusia. Selain itu tanah juga memiliki fungsi ekonomi yang dapat 

diartikan bahwa tanah dapat memberikan nilai ekonomi karena 

tanah dapat diperjualbelikan, disewakan, dihibahkan, dan diwaris-

kan. Hal-hal tersebutlah yang menjadi faktor manusia saling berebut 

dan akhirnya menimbulkan konflik dan sengketa. Salah satu wilayah 

di Indonesia yang masih terjadi polemik  dalam masalah pertanahan 

ini adalah di Kota Batam.     

Pulau Batam dimana terdapat Kota Batam, merupakan pulau 

yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau. Pulau seluas 415 km2 

dengan populasi jumlah penduduk dari hasil Sensus 2010 sekitar 

944.285 jiwa1. Letaknya sangat strategis yaitu di jalur pelayaran 

internasional paling ramai kedua di dunia setelah Selat Dover di 

Inggris2. Hal ini menyebabkan Kota Batam menjadi daerah yang 

                                                           
1  Dapat dilihat dalam https://batamkota.bps.go.id/website/pdf_publikasi/ 

Batam-Dalam-Angka-2015.pdf. 
2 BP Batam, Laporan Badan Pengusahaan Batam Semester I Tahun 2013, lihat  

http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/689/
676. 

https://batamkota.bps.go.id/website/pdf_publikasi/%20Batam-Dalam-Angka-2015.pdf
https://batamkota.bps.go.id/website/pdf_publikasi/%20Batam-Dalam-Angka-2015.pdf
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/689/676
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/689/676
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sangat pesat perkembangannya dalam bidang perekonomian dan 

perdagangan, juga karena pengaruh-pengaruh negara sebelahnya 

yaitu Singapura dan Malaysia. 

Batam awalnya mulai dikembangkan sejak awal tahun 1970-an 

sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas 

bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden 

No. 41 Tahun 1973, pembangunan Batam diberikan kepada lembaga 

pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau 

Batam atau lebih dikenal dengan Otorita Batam yang melaksanakan 

tugasnya tanpa campur tangan pemerintah daerah.  

Sejak dikeluarkannya Undang–Undang Nomor 59 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kota Batam yang dilandasi dengan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka 

selanjutnya Otorita Batam dalam mengembangkan kawasan Pulau 

Batam harus bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batam. Namun 

dalam pelaksanaannya masih terjadi kurang koordinasi antara ke-

duanya, dengan banyaknya kawasan terbuka hijau dan kawasan 

hutan maupun hutan lindung yang sudah ditentukan Tata Ruang 

Wilayah diberikan ijin oleh Otorita Batam penggunaan dan peman-

faatannya kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan tata ruang, 

hingga terjadi menurut tata ruang merupakan kawasan terbuka hijau 

namun dibangun perumahan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2007 mengatur Badan Otorita Batam berubah nama menjadi 

Badan Pengawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  

(BP3 Batam) hal ini sesuai dengan fakta kegiatan di lapangan. Seluruh 

Pulau Batam dan sekitarnya termasuk Pulau Rempang dan Pulau 

Galang telah dinyatakan diberikan Hak Pengelolaan kepada BP3 

Batam. Kemudian pada tahun 2011 dikeluarkan Peraturan Pemerintah 

RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Peme-

rintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas Batam, hal ini menyebabkan penambahan area 

HPL menjadi semakin luas meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, 

Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau 

Galang Baru, serta Pulau Janda Berias dan gugusannya. 

Keberadaan Kampung Tua di kota Batam juga merupakan 

masalah serius yang harus segera dicarikan solusinya. Kampung Tua 
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saat ini sedang diperjuangkan untuk terlepas dari Hak Pengelolaan 

BP Batam. Rumpun Khasanah Warisan Batam (RKWB), Lembaga 

Swadaya Masyarakat, sangat gigih memperjuangkan  hal ini. Kepu-

tusan Walikota Batam yang menyatakan bahwa wilayah Kampung 

Tua tidak direkomendasikan untuk diberikan Hak Pengelolaan 

kepada Otorita Batam apabila dikaji bertentangan dengan Keputusan 

Presiden Nomor 41 Tahun 1973 yang menetapkan seluruh areal Pulau 

Batam diberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Batam. Oleh 

karena itu masyarakat masih belum merasa nyaman karena wilayah 

pemukimannya belum mempunyai kepastian hukum. Masyarakat 

yang pernah menguasai Kampung Tua dan sekitarnya yaitu 39 titik 

Kampung Tua di Kota Batam dan 98 titik Kampung Tua di sekitar 

Batam melalui organisasi RKWB berkirim surat ke Presiden Joko 

Widodo dengan suratnya Nomor 053/RKWB/IV/2015 tanggal 21 April 

2015 yang isinya menuntut hal-hal sebagai berikut: 

1) Menuntut Badan Pengusahaan  Batam agar mengeluarkan 33 titik 

Kampung Tua di Kota Batam dari Hak Pengelolaan BP Batam dan 

menyerahkan penyelesaian kepada Pemerintah Kota Batam; 

2) Menuntut agar legalitas dan sertipikasi 33 Kampung Tua sudah 

selesai paling lambat 6 (enam) bukan setelah Hari Marwah II 

Kampung Tua dilaksanakan; 

3) Apabila kedua butir tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka 

masyarakat 33 Kampung Tua menuntut BP Batam dibubarkan. 

Atas surat dari masyarakat Kampung Tua yang diwakili oleh 

Rumpun Khasanah Waris Melayu tersebut Presiden Joko Widodo 

menanggapi melalui surat yang ditanda tangani oleh Deputi Bidang 

Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekreta-

riat Negara Nomor B.2593/Kemensetneg/D-3/DM.05/05/2015 tanggal 

12 Mei 2015 yang intinya memerintahkan Gubernur Kepulauan Riau, 

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau, 

dan Kepala Badan Pengusahaan Batam untuk membuat kajian dalam 

rangka penyelesaian.  

Penelitian tentang permasalahan pertanahan di Kota Batam 

telah dilaksanakan oleh Tim Peneliti STPN pada Tahun 2015. Pene-

litian tersebut menghasilkan kesimpulan, antara lain: 
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Pertama: 

a) Pengamatan di lapangan terhadap Lokasi Kampung Tua dari 

vegetasi, sejarah, budaya, cagar budaya yang keberadaannya 

sudah sejak sebelum terbitnya Keputusan Presiden Nomor 41 

Tahun 1973 walaupun ada yang haknya sudah dialihkan kepada 

pendatang, maka dasar penguasaan tanah dan alasan tuntutan 

masyarakat Kampung Tua agar  tanahnya dikeluarkan dari Hak 

Pengelolaan BP  Batam secara hukum dapat dibenarkan. 

b)  Penguasaan, penggunaan,dan pemanfaatan tanah yang tidak 

sesuai dengan tata ruang secara hukum memang tidak dapat 

dibenarkan dan kasus ini tidak sepenuhnya kesalahan dari 

masyarakat.  Kurangnya publikasi yang jelas batas tata ruang di 

lapangan oleh pihak BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dan 

kurangnyan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan 

belum adanya Peta Kadastral Penggunaan tanah  ikut berperan 

atas berdirinya perumahan di lokasi yang direncanakan untuk 

dipertahankan sebagai hutan.  

c) Informasi pendaftaran tanah dan tata laksana pendaftafan tanah 

yang kabur seperti: penulisan HGB di atas HPL; Akta Jual Beli yang 

tidak mencantumkan keberadaan HGB tersebut di atas HPL 

menyebabkan pemahaman yang keliru dari masyarakat penda-

tang yang membeli rumah dan masih banyaknya bidang tanah 

terdaftar yang belum terpetakan. Hal tersebut menambah ruwet-

nya permasalahan penguasaan tanah di wilayah Batam. 

Kedua: 

Model penyelesaian sengketa penguasaan tanah antara masyarakat 

dengan BP Batam harus diawali dengan penelusuran riwayat tanah 

melalui:  sejarah,  budaya, tanda-tanda fisik alam seperti usia pohon 

atau tanaman keras yang ditanam, pengakuan dan kesaksian masya-

rakat dan lembaga adat. 

Ketiga: 

Perubahan rencana peruntukan dari hutan ke bukan hutan seba-

gaimana Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehu-

tanan Nomor SK 76/MenLHK–II/2015 tentang Perubahan Perun-

tukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 

207.569 ha, merupakan langkah penyelesaian sengketa yang populis.  
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Keempat: 

Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 105/HR/ III /2004 tanggal 

23 Maret 2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di 

Kota Batam yang salah satu isinya tidak merekomendasikan Kam-

pung Tua untuk menjadi bagian dari Hak Pengelolaan merupakan 

langkah penyelesaian sengketa yang bijak dan adil. 

Ada beberapa pihak yang ingin menghapuskan hak atas tanah 

Hak Pengelolaan, hal ini karena belum secara tuntas memahami 

hakekat tentang Hak Pengelolaan. Hak Pengelolaan yang merupakan 

tanah asset pemerintah sangat perlu dipertahankan karena selain 

menghindari tanah dikuasai pemodal hanya sekedar spekulasi tanah. 

Hak Pengelolaan juga sebagai  bukti  politik pertanahan Pemerintah 

Indonesia yang bukan kapitalis tetapi sosialis Pancasialais.  Tanah-

tanah di lokasi strategis akan lebih mudah mengatur penggunaan dan 

pemanfaatan tanahnya bila tanah tersebut menjadi aset pemerintah 

dengan Hak Pengelolaan yang berfungsi juga sebagai Bank Tanah. 

Permasalahan yang diteliti terkait dengan tindak lanjut dari peneli-

tian Tim Peneliti STPN Tahun 2014 dan Tahun 2015 khususnya 

mengenai saran dari Tim Peneliti tersebut yaitu: 

1. Bagaimana tindak lanjut surat Presiden melalui Deputi Bidang 

Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian 

Sekretariat Negara Nomor B.2593/Kemensetneg/D-3/DM.05/05/ 

2015 tanggal 12 Mei 2015 sebagai jawaban surat tuntutan masya-

rakat Kampung Tua yang intinya Gubernur Kepulauan Riau, 

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan 

Riau dan Kepala Badan Pengusahaan Batam untuk membuat 

kajian dalam rangka penyelesaian. Seharusnya kajian ini segera 

dibuat dan mengusulkan ke Presiden untuk membuat Keputusan 

Presiden yang isinya mengeluarkan Kampung Tua dari Hak 

Pengelolaan, karena Kampung Tua masuk areal Hak Pengelolaan 

oleh Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973.  

2. Apakah Publikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh BP 

Batam, Pemerintah Kota Batam sudah jelas batas-batasnya di 

lapangan? 

3. Apakah administrasi pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kota 

Batam sudah ditertibkan antara lain terkait dengan masalah :  
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a. Apakah Hak Milik yang sudah terlajur diterbitkan di atas Hak 

Pengelolaan dicatat pada Buku Tanah Hak Pengelolaan. 

b. Apakah perubahan nama pemegang Hak Pengelolaan dari 

Otorita Batam ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sudah  dicatatkan pada 

Buku Tanah dan sertipikatnya?  

c. Apakah Kantor Pertanahan Kota Batam sudah melakukan 

pembinaan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar 

dalam membuat akta jual beli HGB di atas HPL dipertegas 

bahwa jual beli ini bukan jual beli pemilikan tanah tetapi hanya 

jual beli hak atas tanah? 

d. Apakah sudah ada Peta Kadastral untuk penggunaan tanah? 

Penelitian ini bertujuan membuat analisis hukum terhadap 

administrasi penguasaan tanah oleh masyarakat di atas Hak Penge-

lolaan Otorita Batam. Selanjutnya dari penelitian ini diharapkan akan 

diperoleh titik terang untuk menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi di areal Hak Pengelolaan tersebut.  

 

B. Kondisi Penguasaan  Tanah di Kota Batam 

Pembangunan kawasan Batam berkembang secara cepat dan pesat 

menjadi daerah industri, perdagangan bahkan daerah pariwisata 

yang memberikan banyak lapangan pekerjaan. Batam memang diha-

rapkan menjadi saingan Singapore atau menjadi Singapore kedua. 

Sebagai daerah yang berkembang dapat dipastikan banyak muncul 

berbagai permasalahan antara lain masalah penguasaan dan pemi-

likan tanah dalam rangka pengembangan kawasan Pulau Batam dan 

pulau-pulau di sekitarnya. Ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf a Keppres 

No. 41 Tahun 1973 menyatakan seluruh areal yang terletak di Pulau 

Batam diserahkan dengan Hak Pengelolaan (HPL) kepada Otorita 

Batam.  Keppres tersebut harus ditindak lanjuti dengan kegiatan 

pendaftaran tanahnya. Hak Pengelolaan yang akan diberikan kepada 

Otorita Batam harus diikuti jelas letak batas-batasnya dan terbebas 

dari penguasaan, pemanfaatan atau pemilikan tanah masyarakat.  

Hak Pengelolaan merupakan objek pendaftaran tanah sebagai-

mana tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 

1965 yang selanjutnya diatur lebih tegas lagi di Peraturan Menteri 
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Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak 

Pengelolaan. Menurut ketentuan tersebut, HPL merupakan salah 

satu objek pendaftaran tanah. Seharusnya HPL tersebut segera didaf-

tarkan ke Kantor Pertanahan, setelah terlebih dahulu dibebaskan 

dari pihak-pihak yang menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan 

bidang tanah tersebut. Penguasaan fisik bidang tanah yang sudah 

dinyatakan menjadi HPL ini antara lain: 

1. Ditemukan lokasi masyarakat adat yang terkenal dengan sebutan 

Kampoeng Toea yang keberadaannya sudah turun temurun sejak 

zaman Kerajaan Lingga, Kerajaan Riau dan Kerajaan Johor. Pada 

tahun 2014 masih terlihat tanda-tanda fisik di lapangan seperti 

keberadaan pohon kelapa, dan pohon lainnya yang sudah ber-

umur di atas seratus tahun. 

2. Penguasaan fisik penggunaan pemanfaatan tanah untuk perke-

bunan dengan membuka hutan sebelum Indonesia merdeka dan 

selanjutnya setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 

1960 (UUPA)  diberikan hak atas tanah dengan Hak Guna Usaha. 

3. Penguasaaan fisik penggunaan pemanfaatan tanah untuk perke-

bunan dengan membuka hutan sesudah Indonesia merdeka 

sebelum lokasi tersebut dinyatakan sebagai HPL BP3 Batam. 

4. Penguasaaan fisik penggunaan pemanfaatan tanah untuk perke-

bunan dengan membuka hutan sesudah lokasi tersebut dinya-

takan sebagai HPL BP3 Batam. 

 

C. Permasalahan terkait Kampung Tua di Kota Batam 

Menurut Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2004 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 yang 

mencantumkan tentang pengertian kampung tua. Definisi perkam-

pungan tua adalah “kelompok rumah yang berfungsi sebagai ling-

kungan tempat tinggal penduduk asli Kota Batam saat Batam mulai 

dibangun, yang mengandung nilai sejarah, budaya tempatan, dan 

atau agama yang dijaga dan dilestarikan keberadaannya”. 

Pemerintah Kota Batam menetapkan kriteria Perkampungan 

Tua sebagai berikut: 

1. Perkampungan tersebut telah ada sebelum Otorita Batam didiri-

kan pada tahun 1971; 
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2. Belum pernah dilakukan ganti rugi oleh Otorita Batam, dengan 

catatan ganti rugi yang diberikan harus tepat sasaran dan disertai 

dengan dokumen yang lengkap; 

3. Mempunyai bukti-bukti antara lain surat-surat lama, tapak per-

kampungan, situs purbakala, kuburan tua, bangunan bernilai 

budaya tinggi, tanaman budidaya berumur tua, silsilah keluarga, 

yang tinggal di kampung tersebut serta bukti-bukti lain yang men-

dukung; 

4. Ditandai dengan batas–batas fisik pemukiman, kebun, batas alam 

seperti jalan, sungai, laut, batas pengalokasian lahan, dan batas 

hak pengelolaan lahan, serta batas administratif yang dibuktikan 

dengan peta dan bukti fisik lapangan; 

5. Mengacu kepada Perda No. 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2004-2014. 

Menurut kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui 

Surat Keputusan Walikota Batam Nomor SKPT.105/HK/2004 (SK 

Wako 105/2004), ada 33 titik kampung tua yang perlu dilestarikan di 

Pulau Batam. Luas total wilayah Kampung Tua di Pulau Batam lebih 

kurang 1.200 ha atau 3% dari luas Pulau Batam. Negosiasi dengan BP 

Batam hingga saat ini baru menghasilkan legalisasi kampung tua 

sebanyak 7 titik. Sebanyak 26 kampung belum memperoleh kata 

sepakat dengan BP Batam, dengan alasan bahwa luasan area 

kampung tua yang tertera di SK Wako 105/2004 perlu diteliti dengan 

seksama. 

Upaya melestarikan dan mempertahankan kelestarian budaya 

Melayu oleh Walikota Batam dilakukan dengan melakukan pengu-

kuran dan pemetaan kampung tua. Kegiatan ini telah dimulai sejak 

tahun 2006. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 

melestarikan kampung tua yang bernuansa Melayu dan perlindungan 

hak masyarakat Melayu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari 

Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 tentang Pene-

tapan Wilayah Perkampungan Lama/Tua di Kota Batam.  

Keberadaan Kampung Tua di Pulau Batam telah ada jauh sebe-

lum awal pembangunan anjungan pengeboran minyak oleh perusa-

haan Amerika di Batam pada tahun 1969. Menurut Laporan Hasil 

Penelitian Tim STPN (2015), kampung tua merupakan pemukiman 
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masyarakat yang tinggal dengan mendirikan rumah-rumah semi 

apung di laut atau rumah semi permanen di daratan. Penduduk  

Kampung Tua mayoritas adalah nelayan dan bersuku bangsa Bugis, 

dan selebihnya Melayu. Pada umumnya mereka berprofesi sebagai 

petani atau nelayan.  

Letak Kampung masuk di dalam areal yang ditunjuk oleh 

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, hal ini menjadi perma-

salahan khusus apakah keberadaan Kampung Tua harus hilang 

dengan adanya Keppres tersebut ataukah keberadaan Kampung Tua 

dipertahankan. Fakta lapangan di areal Kampung Tua masih tumbuh 

berbagai macam pohon seperti pohon kelapa, pohon  lainnya yang 

diprediksi berumur lebih dari 70 tahun atau sudah tumbuh sebelum 

adanya Keppres 41 Tahun 1973. Ketika Tim Peneliti mengunjungi 

Kampung Tua  Bagan di Sei Bedug, dijumpai adanya vegetasi dengan 

ciri-ciri tersebut, selain itu adanya makam keluarga tetua adat, Raja 

Mahmud, serta komplek pemakaman warga yang telah berusia 

puluhan tahun. Ciri lain dari adanya kampung tua adalah Situs 

Gapura Adat Melayu. Gapura ini dibangun oleh  Pemerintah Kota 

Batam sebagai prasasti  bahwa di situ lokasi  Kampung Tua Batam. 

 

 
Gambar 1. Salah satu pohon kelapa yang sudah berusia lebih dari 

delapan puluh tahun serta Tugu Kampung Tua Bagan 
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Gambar 2. Makam Keluarga Raja Muhammad 

 

 
Gambar 3. Gerbang TPU Bagan dan Gapura Adat Kampung Tua 

Tanjung Bemban 

 

Pemerintah  Kota Batam berkomitmen akan melestarikan semua 

kampung tua yang ada di Pulau Batam. Dalam rangka melindungi, 

melestarikan, dan sekaligus sebagai upaya mempertahankan nilai-

nilai budaya masyarakat asli Batam, terhadap Kampung Tua ini 

Walikota Batam telah membuat Keputusan Nomor KPTS. 

105/HR/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang Penetapan Wilayah 

Perkampungan Tua di Kota Batam. Isi dari keputusan tersebut antara 

lain, menetapkan: 

a) Pertama, Pemerintah Kota Batam telah meresmikan sebanyak 33 

Kampung Tua Di Kota Batam. 
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b) Kedua, Terhadap wilayah Kampung Tua yang telah ditetapkan 

sebagaimana diktum pertama, tidak direkomendasikan kepada 

Otorita Batam untuk diberikan Hak Pengelolaan. 

Terhadap Keputusan Walikota tersebut Ketua Otorita Batam 

minta penjelasan tentang Kampung Tua dengan surat Nomor: 

B/119/K.OPS/L/IV/2005 tanggal 5 April 2005. Pemerintah Kota Batam 

melalui Dinas Pertanahan menjawab surat tersebut dengan surat 

Nomor: 331/591/DP/IV/2005 Tanggal 25 April 2005 yang isinya 

tentang kriteria Kampung Tua, yaitu: 

a) Perkampungan tersebut telah ada sebelum Otorita Batam 

didirikan dan keberadaannya sampai saat ini masih ada. 

b) Belumpernah dilakukan penggantirugian oleh Otorita Batam, 

dengan catatan ganti rugi yang diberikan harus tepat sasaran dan 

disertai dokumen yang lengkap. 

c) Perkampungan tua tersebut punya bukti-bukti antara lain surat-

surat lama, tapak perkampungan, situs purbakala, kuburan tua, 

tanaman budidaya berumur tua, bangunan bernilai budaya tinggi, 

silsilah keluarga yang tinggal di kampung setempat, serta bukti 

bukti lain yang mendukung. 

Rapat bersama Badan Pertanahan Nasional, Pemko Batam, 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, BP Batam, dan RKWB pada 

tanggal 25 Agustus 2016 menyatakan, jumlah Kampung Tua pada 

tahun ini akan diusulkan bertambah dari 33 titik menjadi 37 titik.3 

Hal ini juga diamini oleh Bapak Machmur Ismail (Ketua RKWB). 

Sebenarnya ada 39 titik kampung tua di Kota Batam, yaitu: 4 

Kecamatan Batu Ampar : 4 kampung tua 

Kecamatan Bengkong  : 4 kampung tua 

Kecamatan Batam  : 1 kampung tua 

Kecamatan Lubuk Baja  : 1 kampung tua 

Kecamatan Sekupang  : 3 kampung tua 

Kecamatan Nongsa  : 15 kampung tua 

Kecamatan Sungai Bedug : 3 kampung tua 

                                                           
3 Dapat dilihat di http://www.posmetro.co/read/2016/08/25/2420/Lika-liku-

Kampung-Tua-Batam#sthash.Aj9QWA1H.dpuf 
 
4 Catatan Lapangan Tim Peneliti Batam 2016. 

http://www.posmetro.co/read/2016/08/25/2420/Lika-liku-Kampung-Tua-Batam#sthash.Aj9QWA1H.dpuf
http://www.posmetro.co/read/2016/08/25/2420/Lika-liku-Kampung-Tua-Batam#sthash.Aj9QWA1H.dpuf
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Kecamatan Sagulung  : 7 kampung tua 

Kecamatan Batu Aji  : 1 kampung tua 

Karena sudah berkurang 2 kampung di Sungai Kasan dan 

Ketapang sehingga sekarang tinggal 37 Kampung Tua. 

Masyarakat di Kampung Tua dengan dibantu RKWB sedang 

memperjuangkan untuk lepas dari Hak Pengelolaan BP Batam. Kepu-

tusan Walikota Batam yang menyatakan bahwa wilayah Kampung 

Tua tidak direkomendasikan untuk diberikan Hak Pengelolaan 

kepada Otorita Batam apabila dikaji bertentangan dengan maksud 

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 yang menetapkan seluruh 

areal  Pulau Batam diberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Batam. 

Oleh karena itu masyarakat masih belum merasa nyaman karena 

wilayah pemukimannya belum mempunyai kepastian hukum.  

Beberapa kampung tua telah terkena perluasan kebijakan 

pengembangan otorita. Kawasan yang telah ditunjuk dengan Hak 

Pengelolaan kepada Otorita Batam ternyata masih dikuasai oleh 

masyarakat adat. Para investor calon pemegang HGB di atas HPL ada 

yang sudah membeli tanah-tanah di tempat tersebut, walaupun 

secara fisik dalam perkembangannya masih dalam penguasaan dan 

penggarapan masyarakat penjual. Adanya jual beli tanah di lokasi 

penetapan otorita pada Kampung-kampung Tua di satu pihak 

diterima oleh masyarakat karena mereka memandang hal itu adalah 

hak pribadi, tetapi di pihak lain ada juga berkukuh untuk memper-

tahankan keberlangsungan Kampung Tua, dan menentang kebijakan 

otorita. Akibat kondisi itu, bentrokan antar warga pernah terjadi, 

seperti di Pantai Menur beberapa tahun silam. 

Hak Pengelolaan merupakan objek pendaftaran tanah sebagai-

mana tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 

1965 yang selanjutnya diatur lebih tegas lagi di Peraturan Menteri 

Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak 

Pengelolaan. Kegiatan pendaftaran tanah hak pengelolaan tersebut 

telah dilaksanakan sejak masa orde baru. Semasa orde baru, apabila 

ada pengembangan Otorita tidak pernah ada masalah dalam pem-

bebasan lahan/tanah yang dikuasai masyarakat. Relokasi warga 

menjadi hal yang biasa terjadi, seperti di Kampung Tua Sungaikasam, 
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Setenga, dan Ketapang, Duriangkang, Tanjung Piayu, sehingga kam-

pung kua itu telah lesap (lenyap). Pada waktu itu pengukuran tanah 

di kampung tua dilakukan oleh Tentara untuk kepentingan Otorita, 

dan ternyata pekerjaan itu hingga kini masih menyisakan trauma di 

tengah-tengah masyarakat akibat pemaksaan-pemaksaan. Hal terse-

but sempat berimbas ketika petugas ukur Kantah melakukan tugas 

pengukuran tanah di area yang dekat kampung-kampung tua (Tim 

Peneliti STPN, 2013).  

Sampai sekarang hal ini masih sering terjadi, sering ada ham-

batan saat pengukuran HPL yang berbatasan dengan kampung tua. 

Bersamaan waktu penelitian, Kasi HTPT sedang ke lokasi pengu-

kuran karena sehari sebelumnya petugas  ukur BPN dihalang-halangi 

oleh warga yang membawa senjata tajam ketika akan melakukan 

pengukuran. Lokasi pengukuran di Tanjung Uma, Sungai Jodoh. Di 

lokasi ini memang banyak ditinggali oleh warga pendatang yang 

beranggapan bahwa tanah ini milik Tuhan, sehingga siapa saja 

berhak untuk tinggal dan memanfaatkannya. 

Selain itu, masalah terkait kampung tua adalah BP Batam telah 

terlanjur memberikan rekomendasi untuk terbitnya hak milik untuk 

masyarakat, padahal status tanah di seluruh Pulau Batam adalah hak 

pengelolaan. Terhadap tanah milik tersebut pun masih ditarik Uang 

Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Aksi penolakan terhadap UWTO 

ini terus bergulir, sampai laporan ini disusun sedang berlangsung aksi 

turun ke jalan dari elemen masyarakat yang terdiri dari unsur 

mahasiswa, pekerja, dan paguyuban, mengatasnamakan Gerakan 

Rakyat Menggugat (Geram) UWTO. Aksi ini akan dilaksanakan 

selama tiga hari mulai 14-16 November 2016. Dalam aksi itu, mereka 

menuntut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148 Tahun 2016 dan 

Peraturan Kepala BP Batam Nomor 19 Tahun 2016, segera dicabut. 

Syaiful, koordinator aksi menegaskan, aksi yang ditaksir akan meng-

galang massa hingga 20 ribu orang itu, murni atas inisiatif dari 

elemen masyarakat yang menolak pemberlakukan PMK maupun 

Perka tersebut.5 

                                                           
5 Dapat dilihat di http://batam.tribunnews.com/2016/01/19/pemko-tolak-

hak-pengolahan-lahan-kampung-tua-di-batam. 

http://batam.tribunnews.com/2016/01/19/pemko-tolak-hak-pengolahan-lahan-kampung-tua-di-batam
http://batam.tribunnews.com/2016/01/19/pemko-tolak-hak-pengolahan-lahan-kampung-tua-di-batam
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Masyarakat yang pernah menguasai Kampung Tua dan sekitar-

nya yaitu 39 titik Kampung Tua di Kota Batam dan 98 titik Kampung 

Tua di sekitar Batam melalui organisasi Rumpun Khazanah Warisan 

Batam (RKWB) berkirim surat ke Presiden Joko Widodo dengan 

suratnya Nomor 053/RKWB/IV/2015 tanggal 21 April 2015 yang isinya 

menuntut hal-hal sebagai berikut: 

4) Menuntut Badan Pengusahaan  Batam agar mengeluarkan 33 titik 

Kampung Tua di Kota Batam dari Hak Pengelolaan BP Batam dan 

menyerahkan penyelesaian kepada Pemerintah Kota Batam. 

5) Menuntut agar legalitas dan sertipikasi 33 Kampung Tua sudah 

selesai paling lambat 6 (enam) bulan setelah Hari Marwah II 

Kampung Tua dilaksanakan. 

6) Apabila kedua butir tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka 

masyarakat 33 Kampung Tua menuntut BP Batam dibubarkan. 

Atas surat dari masyarakat kampung tua yang diwakili oleh 

RKWB tersebut Presiden Joko Widodo menanggapi melalui surat 

yang ditanda tangani oleh Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan 

dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara Nomor B.2593/ 

Kemensetneg/D-3/DM.05/05/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang isinya 

meneruskan surat tersebut kepada Gubernur Kepulauan Riau, Kepala 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan 

Riau, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai bahan kajian 

dan penyelesaian lebih lanjut. 

Tuntutan masyarakat kampung tua terhadap tanah milik adat 

yang turun temurun mereka miliki sudah jelas didukung oleh 

Pemerintah Kota Batam dengan Keputusan Walikota. Namun sampai 

satu tahun lebih surat dari Deputi tersebut (sampai saat penelitian 

ini berlangsung) belum juga dilakukan kajian. Pihak Kantor Wilayah 

BPN Provinsi Kepulauan Riau saat dikonfirmasi tentang surat terse-

but menyatakan kalau belum menerima surat tersebut, ini dibuk-

tikan dari ekspedisi surat masuk mereka. Pun pihak Walikota Batam 

juga belum mengetahui hal tersebut, padahal pihak Kantah Kota 

Batam telah menerima tembusan surat tersebut. Pada saat penelitian 

tim peneliti tanpa sengaja bertemu dengan Ketua Umum RKWB, H 

Machmur Ismail, beliau sangat senang ketika mengetahui adanya 

tanggapan dari presiden tentang surat aduan dari mereka.  
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Kajian tentang permasalahan Kampung Tua ini seharusnya sege-

ra dibuat dan mengusulkan ke Presiden untuk membuat Keputusan 

Presiden mengeluarkan Kampung Tua dari Hak Pengelolaan. Hal ini 

mengingat Kampung Tua masuk areal tata ruangnya Hak Penge-

lolaan oleh Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973. Jika telah 

dikeluarkan dari tata ruang HPL maka terhadap tanah masyarakat di 

Kampung Tua ini didaftarkan dan diberikan sertipikat hak atas  tanah 

Hak Milik. Langkah yang perlu ditempuh adalah menemukan bentuk 

keinginan masyarakat, lalu dari dinas-dinas membawa konsep yang 

bisa ditawarkan untuk dibahas dengan Gubernur Kepulauan Riau 

dan Kanwil BPN. Pemko dan BPN sudah harus sepakat dulu dengan 

masyarakat baru disampaikan kepada Gubernur.  

Bisa diajukan beberapa alternatif misalnya ditetapkan sebagai 

kawasan cagar budaya lalu ditata dan dikembangkan untuk wisata 

kampung tua atau bahari (dilihat potensinya), jangan untuk wilayah 

industri saja. Jika diberikan HM kepada warga seperti di Condet, 

namun ada catatan bahwa bangunan yang diperbolehkan hanya 20% 

(koefisien dasar bangunan). Pemerintah Kota Batam pernah studi 

banding ke Situbabakan untuk mempelajari cagar budaya. Ada bebe-

rapa alternatif yang bisa diberikan, sebagai hak bersama (hak milik 

induk) milik sekian banyak orang yang tidak terpisahkan atau hak 

milik pribadi tapi dengan pembatasan misalnya catatan hanya boleh 

diwariskan, tidak boleh diperjual belikan, atau boleh diperjualbelikan 

kepada yang berKTP Batam ada KDB tersebut. BPN membuat catatan 

di sertipikat HM tentang pembatasan tersebut. Selain itu yang ter-

penting adalah Pemerintah Kota Batam harus tetap menjamin bahwa 

RTRWnya sebagai cagar budaya. 

 

D. Publikasi Rencana Tata Ruang Wilayah 

Di kawasan Kota Batam telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota 

Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Batam Tahun 2004–2014. Kenyataan saat ini terdapat perbedaan 

zonasi kawasan lindung dalam RTRW Batam dengan Keputusan 

Menteri Kehutanan. Menurut Departemen Kehutanan merupakan 

kawasan lindung sedangkan menurut RTRW Batam diluar (bukan 
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termasuk) kawasan lindung. Hal ini jelas tidak kondusif dalam pem-

bangunan Kota Batam sebab hal demikian tidak mencerminkan 

kepastian hukum. 

Sejak dikeluarkannya Undang–Undang Nomor 59 Tahun 1999 

tentang Pembentukan kota Batam yang dilandasi dengan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka 

selanjutnya Otorita Batam dalam mengembangkan kawasan Pulau 

Batam harus bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batam. Namun 

dalam pelaksanaannya masih terjadi kurang koordinasi antara ke-

duanya, dengan banyaknya kawasan terbuka hijau dan kawasan 

hutan maupun hutan lindung yang sudah ditentukan Tata Ruang 

Wilayah diberikan ijin oleh Otorita Batam penggunaan dan peman-

faatannya kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan tata ruang, 

hingga terjadi menurut tata ruang merupakan kawasan terbuka hijau 

namun dibangun perumahan.6 

Belum sinkronnya data peruntukan penggunaan ruang wilayah 

antara Pemkot Batam, BP Batam, dan pihak Kehutanan mengaki-

batkan Perda mengenai RTRW yang baru belum dapat disusun. 

Masalah ini telah berlangsung berlarut-larut, hingga dipandang telah 

menghambat jalannya pengembangan Kota Batam pada khususnya, 

dan daerah-daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).  

Menurut Laporan Penelitian Tim Peneliti STPN (2015), ditemu-

kan sekitar 200 ha lebih lokasi perumahan berdiri di kawasan hutang 

lindung di Pulau Batam, masyarakat menjadi resah karena tidak ada 

kepastian hukum tentang status tanah tersebut. Bahkan ditemukan 

hotel-hotel didirikan di areal yang seharusnya hutan. Keputusan Pre-

siden Nomor 41 Tahun 1973 telah menegaskan bahwa Pulau Batam 

dinyatakan sebagai daerah industri yang dikelola oleh Otorita Batam. 

Otorita Pulau Batam mempunyai kewenangan menyusun rencana 

tata ruang. Di dalam rencana tata ruang ditentukan kawasan tertentu 

                                                           

6 Seperti yang disampaikan oleh Rahman Laen dalam 
https://rahmanlaen.wordpress.com/2009/03/14/bpk-dan-hak-pengelolaan-
otorita-batam/ 

 

https://rahmanlaen.wordpress.com/2009/03/14/bpk-dan-hak-pengelolaan-otorita-batam/
https://rahmanlaen.wordpress.com/2009/03/14/bpk-dan-hak-pengelolaan-otorita-batam/
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sebagai daerah terbuka hijau atau daerah resapan air yang harus 

dijaga kelestariannya dan dilindungi dari pengrusakan. Dari penga-

matan peneliti di beberapa tempat di lapangan belum terlihat adanya 

batas fisik atau tanda-tanda lainnya yang menunjukkan pernah 

dilakukan penetapan batas antara tata ruang yang satu dengan yang 

lainnya. Tidak adanya penetapan batas di lapangan  atau dibuat tanda 

batas yang jelas di lapangan menyebabkan masyarakat tidak menge-

tahui di lapangan yang mana diperuntukkan hutan dan bukan hutan.  

Sementara, perkembangan penduduk yang membutuhkan 

rumah untuk tempat tinggal dan lemahnya pengawasan dari Peme-

rintah Kota Batam maupun dari Otorita Batam banyak bermunculan 

perumahan liar (ruli) yang berdiri di areal yang bukan direncanakan 

peruntukan sebagai perumahan. Bahkan terjadi banyaknya areal 

hutan lindung justru diberikan ijin untuk perumahan oleh Otorita 

Batam, hal ini karena kurangnya koordinasi Otorita Batam dengan 

Kementerian Kehutanan.  

Setiap pemanfaatan wilayah selalu memiliki karakteristik ke-

ruangan yang masing-masing memiliki batasnya sendiri-sendiri. Hal 

ini dapat dilihat dari sudut pandang setiap penggunanya, seperti 

kehidupan liar hewan dan tumbuhan, begitu pun manusia memer-

lukan ruang bagi kehidupannya, yang masing-masing memiliki batas 

yang spesifik. Dari aspek subsistem yang lain, seperti biofisik dan 

geofisik, perbedaan karakternya dicerminkan dalam besaran luas dan 

batas yang berlainan pula. Pemerintah sebagai pihak yang memberi 

pengaturan juga memiliki batas ruang sendiri. Acapkali masing-

masing batas saling tumpang tindih sejalan dengan jenis peman-

faatannya. Seharusnya aspek keruangan daripada konservasi suatu 

lingkungan hidup menjadi bagian dari berfungsinya suatu sistem ini 

harus direncanakan dan dipublikasikan ke masyarakat sejak dari 

sejak awal menjadi bagian dari perencanaan dan penataan ruang 

wilayah, karena publikasi dapat sarana suatu kebijakan pemerintah 

itu menjadi populis atau responsif. 

Fakta lapangan terbangunnya lokasi perumahan dan diterbit-

kannya sertipikat hak atas tanah di Pulau Batam yang tumpang tindih 

dengan areal hutan lindung atau daerah terbuka hijau ini akibat 

kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kota Batam, Badan 
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Pengusahaan Batam, Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan 

Nasional.  Rencana Tata Ruang Wilayah yang hanya disajikan di atas 

Peta Skala 1: 250.000 hanya akan dipahami pembuat rencana di atas 

peta saja apabila tidak diikuti dengan penegasan dan penetapan batas 

di lapangan. 

Perlu pemangku kepentingan tersebut di atas harus duduk 

bersama mengkaji data spasial lokasi pada peta dan bersama-sama ke 

lapangan menentukan letak tepatnya batas-batas tata ruang dan areal 

penggunaan tanah dan selanjutnya  Kantor Pertanahan  membuat 

rekaman letak batas tersebut pada peta skala besar 1:1000. Penentuan 

tata ruang penggunaan tanah hanya di atas peta skala kecil tanpa ke 

lapangan hanya akan dipahami di atas kertas oleh perencana dan 

belum dapat menuntaskan masalah. 

Kawasan-kawasan Perkampungan Tua telah diakomodir di 

dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004–2014 tersebut, 

melalui mekanisme pembahasan Pansus Revisi RTRW di Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam yang juga melibatkan pihak 

Otorita Batam. 

Fakta yang terjadi  letak tepat batas Kampung Tua masih harus 

disepakati dulu dengan sebelumnya dilakukan rapat koordinasi 

Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan  Kawasan Batam. 

Selanjutnya dari hasil rapat koordinasi Walikota Batam membuat 

penetapan lokasi Kampung Tua dengan surat Nomor: 19/KP-TUA/ 

BP3D/IV/2015 tanggal 10 April 2015 yang ditujukan kepada Ketua 

Badan Pengusahaan Kawasan Batam. 

Tim Penyelesaian Kampung Tua Kota Batam yang terdiri dari 

Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Badan 

Pertanahan Nasional, Rumpun Khazanah Warisan Batam (RKWB) 

telah melaksanakan verifikasi pada 33 (tiga puluh tiga) Kampung Tua 

yaitu; 

a. Kampung Tua yang telah terjadi kesepakatan luasan wilayahnya 

oleh Pemerintah Kota Batam dan BP Kawasan sejumlah 12 (dua 

belas) Kampung Tua yaitu: 

1) Kampung Tua Nongsa Pantai seluas 17,58 ha 

2) Kampung Tua Tanjung Riau seluas 23,8 ha 
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3) Kampung Tua Cunting seluas 5,7 ha 

4) Kampung Tua  Sei Lekop seluas 1,9  ha 

5) Kampung Tua   Batu Besar  seluas 102,1  ha 

6) Kampung Tua Panau seluas 22    ha 

7) Kampung Tua Sei Binti seluas 6,1  ha 

8) Kampung Tua Teluk Lengung  seluas  30,98  ha 

9) Kampung Tua   Tereh   seluas 9,76  ha 

10) Kampung Tua Bakau Serip  seluas 2,74  ha 

11) Kampung Tua Tiawangkang  seluas 9,84  ha 

12) Kampung Tua Tanjung Gundap  seluas 8,88 ha dengan catatan 

masih terdapat permintaan masyarakat untuk fasilitas umum 

b. Kampung Tua yang masih terdapat perbedaan tentang luasan 

wilayahnya antara Pemerintah Kota Batam, BP kawasan Batam, 

dan masyarakat ada 12 (dua belas) Kampung Tua yaitu: 

1) Kampung Tua Tanjung Piayu Laut, ukuran Pemko Batam 

seluas 93,82 ha, ukuran BP Kawasan Batam seluas 14,38 ha 

2) Kampung Tua Bagan, ukuran Pemko Batam seluas 100,58 ha, 

ukuran BP Kawasan Batam seluas  35, 42 ha 

3) Kampung Tua Telaga Punggur, ukuran Pemko Batam seluas 

11,54 ha, ukuran BP Kawasan Batam seluas 5,37 ha 

4) Kampung Tua Tembesi, ukuran Pemko Batam seluas 23,08ha, 

ukuran BP Kawasan Batam seluas 10,65 ha.  

5) Kampung Tua Teluk Mata Ikan, ukuran Pemko Batam seluas 

77,67 ha, ukuran BP Kawasan Batam seluas 8,95 ha. 

6) Kampung Tua Patam Lestari, ukuran Pemko Batam seluas 

69,58 ha, ukuran BP Kawasan Batam seluas 5,03 ha 

7) Kampung Tua Batu Merah, ukuran Pemko Batam seluas 69,58 

ha, ukuran BP Kawasan Batam seluas 9,00 ha. 

8) Kampung Tua Sei Tering, ukuran Pemko Batam seluas 54,26 

ha, ukuran BP Kawasan Batam seluas 1,59  ha,  

9) Kampung Tua Belian, ukuran Pemko Batam seluas 20,71 ha, 

ukuran BP Kawasan Batam seluas 3,01 ha 

10) Kampung Tua Dapur, ukuran Pemko Batam seluas 10,79 ha, 

ukuran BP Kawasan Batam seluas ha, ukuran masyarakat 

seluas 5,53 ha 
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11) Kampung Tua Tanjung Uma, ukuran Pemko Batam seluas 

55,82 ha, ukuran BP Kawasan Batam seluas 60,8 ha, ukuran 

masyarakat seluas 80 ha 

12) Kampung Tua, ukuran Pemko Batam seluas 4,05 ha, ukuran BP 

Kawasan Batam seluas 4,03 ha, ukuran masyarakat seluas 34,4 

ha. 

c. Kampung Tua yang sudah memiliki luasan dari Pemerintah Kota 

Batam dan  masyarakat akan tetapi belum memiliki luasan dari BP 

Batam ada 9 (sembilan) Kampung Tua, yaitu: 

1) Kampung Tua Kampung Melayu, ukuran Pemko Batam seluas 

96,85 ha, ukuran masyarakat seluas 135,6 ha 

2) Kampung Tua Tanjung Bemban, ukuran Pemko Batam seluas 

165,46 ha, ukuran masyarakat seluas 160,6 ha 

3) Kampung Tua Jabi, ukuran Pemko Batam seluas 110,81 ha, 

ukuran masyarakat seluas 149,6 ha. 

4) Kampung Tua Tanjung Sengkuang, ukuran Pemko Batam 

seluas 32,5 ha, ukuran masyarakat seluas 34 ha 

5) Kampung Tua Kampung Tengah, ukuran Pemko Batam seluas 

180,33 ha, ukuran masyarakat seluas 82,8 ha 

6) Kampung Tua Bengkong Sadai, ukuran Pemko Batam seluas 

38,42 ha, ukuran masyarakat seluas 38,42 ha 

7) Kampung Tua Bengkong Laut, ukuran Pemko Batam seluas 

43,9 ha, ukuran masyarakat seluas 43,9 ha 

8) Kampung Tua Buntung, ukuran Pemko Batam seluas 20,39 ha, 

ukuran masyarakat seluas 20,43 ha 

9) Kampung Tua Nipah , ukuran Pemko Batam seluas 90,41  ha, 

ukuran masyarakat seluas 90,41 ha 

 

E. Penataan Administrasi Pertanahan di Kota Batam 

Pemerintahan Kota Batam terdiri dari 12 Kecamatan atau 64 

Kelurahan. Oleh Kantor Pertanahan Kota Batam telah dibuat kode 

tata usaha pendaftaran tanahnya. Tabel berikut ini mencantumkan 

nama-nama kecamatan dan kelurahan di Kota Batam beserta kode 

tata usaha pendaftaran tanahnya. 
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Tabel 2: Daftar nama kelurahan di Kota Batam dan kode tata usaha 

pendaftaran tanahnya 
Kode 

Wilayah Kecamatan Kelurahan 

Prov. Kota Kode Nama Kecamatan Kode Nama Kelurahan 

32 02 01 BELAKANG PADANG 01 Sekanak Raya 

32 02 01 BELAKANG PADANG 02 Pemping 

32 02 01 BELAKANG PADANG 03 Kasu 

32 02 01 BELAKANG PADANG 04 Pulau Terong 

32 02 01 BELAKANG PADANG 05 Pecong 

32 02 01 BELAKANG PADANG 06 Tanjung Sari 

            

32 02 04 BATU AMPAR 01 Tanjung Sengkuang 

32 02 04 BATU AMPAR 02 Sungai Jodoh 

32 02 04 BATU AMPAR 03 Batu Merah 

32 02 04 BATU AMPAR 04 Kampung Seraya 

            

32 02 05 NONGSA 01 Batu Besar 

32 02 05 NONGSA 02 Sambau 

32 02 05 NONGSA 03 Kabil 

32 02 05 NONGSA 04 Ngenang 

            

32 02 06 GALANG 01 Sijantung 

32 02 06 GALANG 02 Karas 

32 02 06 GALANG 03 Galang Baru 

32 02 06 GALANG 04 Sembulang 

32 02 06 GALANG 05 Rempang Cate 

32 02 06 GALANG 06 Subang Mas 

32 02 06 GALANG 07 Pulau Abang 

32 02 06 GALANG 08 Air Raja 

            

32 02 07 SEI BEDUK 01 Muka Kuning 

32 02 07 SEI BEDUK 04 Tanjung Piayu 

32 02 07 SEI BEDUK 05 Duriangkang 

32 02 07 SEI BEDUK 06 Mangsang 

            

32 02 08 BULANG 01 Bulang Lintang 

32 02 08 BULANG 02 Pulau Buluh 

32 02 08 BULANG 03 Temoyong 

32 02 08 BULANG 04 Batu Legong 

32 02 08 BULANG 05 Pantai Gelam 
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32 02 08 BULANG 06 Pulau Setokok 

            

32 02 09 SEKUPANG 01 Sungai Harapan 

32 02 09 SEKUPANG 02 Tanjung Pinggir 

32 02 09 SEKUPANG 03 Tanjung Riau 

32 02 09 SEKUPANG 05 Tiban Indah 

32 02 09 SEKUPANG 06 Patam Lestari 

32 02 09 SEKUPANG 08 Tiban Lama 

32 02 09 SEKUPANG 09 Tiban Baru 

32 02 09 SEKUPANG 07 Tiban Asri 

            

32 02 10 LUBUK BAJA 01 Batu Selicin 

32 02 10 LUBUK BAJA 02 Lubuk Baja Kota 

32 02 10 LUBUK BAJA 03 Kampung Pelita 

32 02 10 LUBUK BAJA 04 Baloi Indah 

32 02 10 LUBUK BAJA 05 Tanjung Uma 

            

32 02 11 BENGKONG 01 Bengkong Laut 

32 02 11 BENGKONG 02 Bengkong Indah 

32 02 11 BENGKONG 03 Sadai 

32 02 11 BENGKONG 04 Tanjung Buntung 

            

32 02 12 BATAM KOTA 01 Teluk Tering 

32 02 12 BATAM KOTA 02 Taman Baloi 

32 02 12 BATAM KOTA 03 Sukajadi 

32 02 12 BATAM KOTA 04 Belian 

32 02 12 BATAM KOTA 05 Sungai Panas 

32 02 12 BATAM KOTA 06 Baloi Permai 

            

32 02 13 SAGULUNG 01 Tembesi 

32 02 13 SAGULUNG 02 Sungai Binti 

32 02 13 SAGULUNG 03 Sungai Lekop 

32 02 13 SAGULUNG 04 Sagulung Kota 

32 02 13 SAGULUNG 05 Sungai Langkai 

32 02 13 SAGULUNG 06 Sungai Pelunggut 

            

32 02 14 BATU AJI 01 Bukit Tempayan 

32 02 14 BATU AJI 02 Buliang 

32 02 14 BATU AJI 03 Kibing 

32 02 14 BATU AJI 04 Tanjung Uncang 

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Batam 
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Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 

tentang Daerah Industri Pulau Batam, maka sejak saat itulah Pulau 

Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan 

didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam 

atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai peng-

gerak pembangunan Batam, Pengembangan Industri Pulau Batam 

dan sekitarnya termasuk dalam hal pemberian pengelolaan perta-

nahan di Pulau Batam dan sekitarnya dilaksanakan oleh Otorita 

Batam tanpa campur tangan pemerintah daerah, hal tersebut tertu-

ang dalam ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf a Keppres No. 41 Tahun 1973 

yang menyatakan seluruh areal yang terletak di Pulau Batam dise-

rahkan dengan Hak Pengelolaan kepada Otorita Batam. Secara impli-

sit juga setelah dikelurkannya Keppres tersebut harus ditindak lanjuti  

dengan kegiatan pendaftaran tanahnya.   

Masih ada sekitar 60 persen tanah di Batam yang tata ruangnya 

telah ditetapkan sebagai HPL BP Batam belum didaftarkan hak atas 

tanah dengan Hak Pengelolaan oleh BP Batam ke Kantor Pertanahan 

Kota Batam. Selanjutnya di atas kepemilikan tanah BP Batam dengan 

hak atas tanah Hak Pengelolaan dapat diberikan hak atas tanah Hak 

Guna Bangunan dan hak atas tanah Hak Pakai kepada investor yang 

memerlukannya. Pada dasarnya HPL BP Batam harus didaftarkan 

terlebih dahulu, setelah terbebas dari kepemilikan dan penguasaan 

pihak lain yang merupakan  kewajiban calon pemegang HPL.  Setelah 

hak atas tanah HPL lahir dengan dilakukannya pembukuan hak atas 

tanahnya dan diterbitkan sertipikatnya, selanjutnya pemegang HPL 

melakukan perjanjian penggunaan tanah dengan investor. Langkah 

selanjutnya investor:  

1) Mengajukan permohonan hak atas tanah HGB ke Kantor Perta-

nahan. 

2) Kepala Kantor Pertanahan membuat Surat Keputusan (SK) Pem-

berian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan berapapun 

luasnya. 

3) Investor berdasarkan SK Pemberian HGB melakukan pendaftaran 

pembukuan HGB tersebut untuk memperoleh sertipikat. 

4) Kantor Pertanahan mencatat terbitnya HGB di atas HPL pada 

Buku Tanah dan Sertipikatnya. 
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Fakta di lapangan dalam prakteknya membebaskan bidang 

tanah dari pemilikan dan penguasaan pihak lain  (agar clean and 

clear) itu diserahkan kepada investor yaitu pihak yang akan menda-

patkan HGB di atas HPL. Sebagai dasar investor melaksanakan mem-

bebaskan bidang tanah dari pemilikan dan penguasaan pihak lain,  

BP Batam mengeluarkan Penetapan Lokasi rencana HGB di atas HPL. 

Bila terjadi permasalahan berkaitan dengan penguasaan tanah di 

areal rencana HPL, maka yang terjadi sengketa antara investor 

dengan penguasa atau pemilik tanah, seharusnya sengketa itu antara 

BP Batam dengan penguasa atau pemilik tanah.  

Ketika penelitian ini berlangsung, di lapangan terdapat contoh 

kasus sengketa antara PT Arta Karya Propertindo (PT AKP) dengan 

pemilik tanah dalam hal ini Ustad Basyir. Seharusnya BP Batam 

sebagai pemegang HPL yang bertanggung jawab menyelesaikan 

permasalahan dengan pemilik tanah sebelum diberikan HGB kepada 

PT AKP.  

Sebelum tanah akan dimohonkan hak atas tanahnya ke Kantor 

Pertanahan Kota Batam, pemohon mengajukan Penetapan Lokasi ke 

BP Batam, kemudian tanah tersebut diukur oleh BP Batam. Kemu-

dian setelah diukur diajukan ke Kantor Pertanahan Kota Batam, oleh 

Kantor Pertanahan Kota Batam juga dilakukan pengukuran, apabila 

terjadi perbedaan ukuran maka yang dipakai ada hasil pengukuran 

Kantor Pertanahan Kota Batam. Setelah ijin Penetapan Lokasi dike-

luarkan oleh BP Batam maka tanah tersebut  di-clear dan clean-kan 

oleh pihak BP Batam, Kantor Pertanahan Kota Batam tinggal terima 

bersih. Di Kantor Pertanahan Kota Batam tidak ada Panitia A. 

Seharusnya sewaktu akan diajukan Hak Pengelolaannya maka lokasi 

harusnya di-clean-kan dulu, tapi di lapangan sebelum terbit Hak 

Pengelolaan sudah muncul rumah liar (Ruli). Tapi kenyataan di 

lapangan sebelum HPL terbit, rumah liar muncul juga, kemudian 

dicoba HPL terbit dulu tapi rumah liar juga tetap saja muncul. Hal 

inilah yang menjadi permasalahan, kadang  terpaksa harus berkali-

kali menggusur rumah liar tersebut dan  terjadilah bentrok antara 

masyarakat dan BP Batam. Pemohon Hak Guna Bangunan berhak 

mengusulkan surat pernyataan ganti rugi atau istilahnya Saguh Hati, 

sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Alas Perjanjian Hak: 
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 Faktur UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita) 

 Surat Keputusan (Gambar Penetapan Lokasi) 

 Surat Perjanjian disertai Surat Keputusan BP Batam 

 Rekomendasi 

Pada saat perjanjian sebetulnya sudah disebut clear lalu ke 

Kantor Pertanahan Kota Batam untuk dibuatkan SK, tapi Kenya-

taannya setelah perjanjian ada lagi Surat Rekomendasi. 

Terkait dengan masalah pendaftaran tanahnya, menurut hasil 

wawancara tim peneliti dengan salah satu pejabat di Kantor 

Pertanahan Kota Batam bahwa batas administrasi kelurahan belum 

ada secara nyata di lapangan, yang ada hanya koordinat di atas peta. 

Mengenai Kesepakatan Tata Batas atau kesepakatan para sesepuh di 

Batam juga belum ada, tim sosial dan ekonomi dalam penetapan 

batasnya juga belum dibentuk, batas masih menggunakan patok 

sementara belum dipasang tugu, dalam artian bahwa asas contra-

dicture delimitasi dalam pendaftaran tanah belum terlaksana di 

Batam. Selain itu Peta Batas Administrasi Skala 1:1.000 juga belum 

dibuat, jadi selama ini dalam menentukan batas adminisitrasi hanya 

menggunakan batas sementara. Hal tersebut sangat berpengaruh 

pada penentuan batas akibatnya ketelitian pengukurannya kurang 

dan kedepannya juga dapat menimbulkan masalah,  jika hanya untuk 

asas publisitas tidak masalah menggunakan skala kecil, jika asas 

dokumen perlu yang lebih detil. Dalam masalah Tata Batas saja Pulau 

Batam belum memiliki data yang riil/nyata di lapangan atau masih 

berupa koordinat di  atas peta, hal tersebut sangat berpengaruh pada 

kegiatan pendaftaran tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota 

Batam, karena masalah Tata Batas yang masih bersifat sementara 

tersebut bisa menjadi masalah dikemudian hari apabila tidak segera 

ditetapkan definitifnya. Untuk menetapkan Fixed Boundary (Batas 

Pasti) ini memang perlu biaya yang sangat banyak maka seharusnya 

Pemerintah Kota perlu merencanakan penganggarannya. 

Data yang dimiliki Kantor Pertanahan Kota Batam sebagai acuan 

dalam menentukan tata ruang  menggunakan Peta Kehutanan Skala 

1 : 250.000, dimana nilai koordinatnya yang dijadikan batas masih 

berupa koordinat yang dibaca di atas peta, jika kita ke lapangan batas 
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fisiknya belum tentu sama dengan yang ada di peta. Selain itu Peme-

rintah Kota Batam mempunyai data tersendiri untuk menggunakan 

batas yaitu mengacu pada Peta RTRW  Skala 1: 100.000, dari dua peta  

yang digunakan sebagai batas tersebut yaitu Peta RTRW dengan 

Skala 1: 100.000 sedangkan Peta Kawasan Hutan dengan Skala 1: 

250.000 dari sini saja sudah menimbulkan pertanyaan bagaimana 

cara meng-overlay-kannya? Karena ketelitian dari dua peta tersebut 

berbeda. Di lapangan mungkin saja yang tadinya dengan mengguna-

kan Peta RTRW kawasan tersebut merupakan permukiman ternyata 

setelah dilihat dengan menggunakan Peta Kawasan Hutan wilayah 

tersebut termasuk Kawasan Hutan Lindung ataupun sebaliknya. 

Untuk Kampung Tua sudah ada Penetapan Lokasi dari BP Batam, 

hanya saja lokasinya yang terpencar/tidak berkelompok dan batas 

riilnya di lapangan tidak ada, hanya batas koordinat di atas peta, 

sehingga hal inilah yang kadang sering mengakibatkan sering 

terjadinya permasalahan. 

Peta Pendaftaran yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kota 

Batam dasarnya diambil dari Citra IKONOS tahun 2008, yang 

kemudian pada tahun 2012 membeli baru lagi. Sebelum tahun 2008 

tidak ada Citra yang digunakan sebagai acuan, peta-peta yang lama 

dijadikan satu lalu dilakukan proses digitasi untuk dijadikan Peta 

Pendaftaran. Penggunaan Citra IKONOS ini sudah tepat apabila 

digunakan untuk dasar pembuatan Peta Pendaftaran Tanah dimana 

resolusi spasial yang dimiliki Citra IKONOS tersebut yaitu 1 meter, 

apabila ingin lebih teliti lagi dapat digunakan Citra dengan resolusi 

spasial yang halus lainnya seperti Citra Quickbird, Citra Worldview, 

Citra Geoeye dan Citra resolusi halus lainnya, tentu saja tidak sedikit 

anggaran yang diperlukan untuk membeli citra-citra tersebut. Con-

toh aplikasi Citra IKONOS yang digunakan sebagai dasar pembuatan 

Surat Ukur dapat dilihat pada gambar 4. 
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Gambar 4. Contoh Aplikasi Citra IKONOS untuk Surat Ukur 

 

Peneliti juga melakukan pengamatan terkait dengan adminis-

trasi pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kota Batam, diperoleh 

informasi bahwa untuk wilayah kelurahan yang paling pesat diban-

ding yang lain yaitu Kelurahan Belian sekitar ±98-99% sudah 

terdaftar dan terpetakan, sisanya belum terpetakan. Tidak dipetakan 

karena tidak tahu letaknya atau sama sekali tidak ada gambarnya. 

Sedangkan Pulau Abang Kecil  sudah 100%  terdaftar dan terpetakan 

karena ada kegiatan PRONA di wilayah tersebut. Selain itu dalam 

melakukan wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan Kota 

Batam diperoleh informasi juga untuk HGB diatas HPL sudah dicatat 

di Buku Tanah untuk keterangan tekstualnya,  foto dokumentasinya 

dapat dilihat pada gambar 5.  Dari foto dokumentasi tersebut untuk 

HGB diatas HPL di Buku Tanah sudah ada catatan tekstualnya, hanya 

saja yang disertipikat yang dibawa BP Batam tidak ada catatan teks-

tualnya. Di  Buku Tanah HGB seharusnya diberi keterangan bahwa di 

atas tanah milik BP Batam dengan HPL No. Xxxxxx. Pada masa kepe-

mimpinan Kepala kantor Bapak Dr. Irdan hal ini sudah dilaksanakan 

sesuai saran yang diberikan oleh Peneliti STPN sebelumnya. Namun 

Kepala Kantor sesudahnya tidak menerapkan hal ini. Menurut Kasi 

HTPT, hal ini dilakukan tergantung kebijakan dari kepala kantor.  
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Membeli rumah di Batam itu kenyataannya membeli rumah 

tanpa tanah, karena yang dibeli itu hanyalah hak atas tanahnya saja 

sedangkan tanahnya milik BP Batam, hal inilah yang masih harus 

perlu diberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai jual beli 

tanah di Batam, salah satunya dengan melakukan pelatihan kepada 

PPAT selaku pembuat Akta Jual Beli Tanah agar menuliskan : “Di atas 

tanah milik BP Batam dengan HPL No. xxxxxx” pada Akta Jual Beli.  

 

 
Gambar 5: Foto contoh buku tanah 

 

Kegiatan pembinaan PPAT di Kantor Pertanahan Kota Batam 

sebetulnya sudah berjalan, hanya saja untuk masalah penulisan: “Di 

atas tanah milik BP Batam dengan HPL No. xxxxxx” belum disosiali-

sasikan kepada PPAT selaku pembuat Akta Jual Beli. 

 

F. Penutup 

Kesimpulan: 

1. Belum ada tindak lanjut surat Presiden melalui Deputi Bidang 

Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian 

Sekretariat Negara Nomor B.2593/Kemensetneg/D-3/DM.05/05/ 

2015 tanggal 12 Mei 2015 sebagai jawaban surat tuntutan masyara-

kat Kampung Tua yang intinya Gubernur Kepulauan Riau, Kepala 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau dan 

Kepala Badan Pengusahaan Batam untuk membuat kajian dalam 

rangka penyelesaian.  
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2. Belum ada publikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh 

BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Batas-batas di lapangan 

belum ada, masih berupa koordinat di atas peta. 

3. Terkait administrasi pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kota 

Batam:  

a. Hak Milik yang sudah terlajur diterbitkan di atas Hak Penge-

lolaan baru dicatat pada file digital Peta Pendaftaran dalam 

bentuk format Auto Cad (secara spasial). 

b. Perubahan nama pemegang Hak Pengelolaan dari Otorita 

Batam ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas Batam belum dicatatkan pada Buku 

Tanah dan sertipikatnya.  

c. Kantor Pertanahan Kota Batam belum melakukan pembinaan 

terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait membu-

atan akta jual beli HGB di atas HPL dipertegas bahwa jual beli 

ini bukan jual beli pemilikan tanah tetapi hanya jual beli hak 

atas tanah. 

d. Belum ada Peta Kadastral untuk penggunaan tanah. 

Saran: 

1. Segera membuat kajian tentang kampung tua dan mengusulkan 

ke Presiden untuk membuat Keputusan Presiden yang isinya 

mengeluarkan Kampung Tua dari Hak Pengelolaan, karena Kam-

pung Tua masuk areal Hak Pengelolaan oleh Keputusan Presiden 

Nomor 41 Tahun 1973. Pemerintah Kota Batam harus bisa menja-

min jika telah dikeluarkan kampung tua dari HPL agar tetap 

terjaga kelestariannya. Perlu dikaji beberapa alternatif untuk usa-

ha pelestarian Kampung Tua, misalnya untuk daerah cagar bu-

daya.   

2. Publikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh BP Batam, 

Pemerintah Kota Batam harus jelas batas-batasnya di lapangan. 

Perlu dibuatkan Peta Batas Administrasi skala 1:100.000 terkait 

dengan kepastian batas administrasi.  

3. Administrasi pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kota Batam 

masih harus ditertibkan: Hak Milik yang sudah terlajur diterbit-

kan di atas Hak Pengelolaan agar dicatat pada Buku Tanah Hak 

Pengelolaan dan hal ini untuk dikonfirmasikan ke BP Batam. 
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Perubahan nama pemegang Hak Pengelolaan dari Otorita Batam 

ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pela-

buhan Bebas Batam harus dicatatkan pada Buku Tanah dan serti-

pikatnya. Kantor Pertanahan Kota Batam untuk melakukan 

pembinaan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar 

dalam membuat akta jual beli HGB di atas HPL dipertegas bahwa 

jual beli ini bukan jual beli tanah tetapi hanya jual beli hak atas 

tanah. Kantor Pertanahan Kota Batam segera membuat Peta 

Kadastral penggunaan tanah. Perlu diterapkan one map policy 

yang bisa dipakai oleh semua instansi yang mengelola pertanahan 

di Batam (BPN, Pemko Batam, BP Batam) 
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